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' ABSTRAK

Weno Aulia, No. BP: 07194028, .Implementasi PP No 38 Tahun
2011Tentang Sungai Di Kota Padang, Jurusan Il'mu Administrasi Negara, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2014. Dibimbing oleh:
Kusdarini, S.IP, M.PA dan Roza Liesmana, S.IP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 85
halaman dengan referensi 11 buku teori, 8 buku metode, 2 skripsi, 2 perundang-
undangan, 5 dokumen, dan 11 website. '

Penelitian Implementasi PP No 38 Tahun 2011Tentang Sungai Di Kota
Padang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana PP No 38 Tahun 2011Tentang
Sungai Di Kota Padang dimana yang menjadi implementornya adalah Bapedalda Kota
Padang. Penelitaian ini menggunakan pendekatan dengan melihat kepéda Perda No 3
tahun 2006 mengenai Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh masih terjadinya bentuk pencemaran air yang terjadi di Kota
Padang seperti kotornya air sungai, banyaknya bahan pencemar air sungai yaitu sampah
dan limbah pabrik yang beroperasi di Kota Padang

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara,
observasi dan dokumentasi Kemudian' untuk melihat kinerja tersebut dari hasil
penelitian, maka dilakukan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan
model implementasi George C. Edwards III, yang terdiri dari 4 variabel yang
mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi,' dan
struktur birokrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi PP No 38 Tahun
2011Tentang Sungai Di Kota Padang belum terlaksana dengan baik karena masih
ditemukannya bentuk pencemaran sungai akibat pembuangan sampah dan limbah ke
dalam sungai sehingga mengubah bentuk dan wama sungai menjadi keruh dan kotor.
Ketidak lancaran pelaksanaan kebijakan ini terlihat dari ketidakjelasan komunikasi
antara pembuat kebijakan dengan implementor yang tidak mengatur mengenai
penanganan pencemaran sungai yang diekibatkan pembuangan sampah kedalam sungai
oleh masyarakatkarena dalam peratwan tersebut hanya mengatur mengenai
penganganan limbah yang berasal dari badan usaha dan pabrik-pabrik namua tidak
menjelaskan tugas Bapedalda dalam menangani penyebab pencemaran sungai yang
berasal dari masyarakat seperti yang tertuang dalam Perda Kota Padang No 3 Tahun
7006. Selain itu ketersedinan informasi yang belum memadai, serta disposisi
implementor yang masth rendah. Namun, untuk sumber daya staff, wewenang, struktur
birokrasi dan fasilitas dapat dikatakan sudah sesuai dengan tupoksi Bapedalda.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pencemaran Air Sungai, Bapedalda




ABSTRACT

Weno Aulia, No. BP: 07194028, Implementation Of Govermment Regulation
No. 38-year 2011 about River In Padang. State Administration Science, Faculty of
Social and Political Science, Andalas University, The field, 2014. Led by: Kusdarini,
S. IP , M.PA and Roza at Liesmana, S. IP , M.Si.This thesis consists of 85 main with
capital 11 books theory, 8 books methods, 2 bachelor theses, 2 major regulation 5
documents, and 11 internet website.

Implementation Of Government Regulation No. 38-year 2011 about River In
Padang aims to describe how this regulation was implement which is preparedness is
Bapedalda Padang. This research uses an approach to look at the Regional Regulation
No 3 year 2006 regarding Water Management And Water pollution Control. This
research was influenced by still form of the occurrence of contamination of water that
happened in Padang City such as dirty area was cuased by river water, the number
pollutants river water that is garbage and waste factory, which operates in Padang.

Methods used in this research is descriptive qualitative research. Technical data
collection that was used in this research is an interview, observation and documentation
And Then to see performance from the result of the research, it is done techniques
triangulation. This research uses an approach implementation model George C. Edwards
III, which consists of 4 variables affect the implementation of the Public policy,
communication, resources, disposition, and bureaucratic structures.

Results of these research indicate that implementation of Government Regulation
No. 38-year 2011 about River In Padang City has not yet occurred with good because it
was still form the discovery river pollution of solid waste and waste into the river that
changing the shape and color to the rivers muddy and dirty. Ignorance unsuccesfull this
implementation of the policy is seen from obscurity policy-makers with communication
between members who did not arrange about handling river pollution resulted waste into
rivers by the society,because in that order only set about handle wastes from for
companies and factories but did not explain to the Bapedalda in dealing with the cause
pollution of the river that comes from the community as stipulated in the city by
Regional Regulation No. 3 in 2006. In addition, information availability was not enough,
and this appointment members who is still low.But for another variable which, for our
staff, anthority, bureaucratic structures and facilities can be said that it is already in
accordance with function and responsibility Bapedalda.

Key words : Policy Implementation, Water pollution Rivers, Bapedalda
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sungai adalah salah suatu ekosistem perairan yang dipengaruhi oleh
banyak faktor, baik oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia di Daerah
Aliran Sungai (DAS). Sungai merupakan jaringan alur-alur pada permukaan
bumi yang terbentuk secara alamiah, mulai dari bentuk kecil di bagian hulu
sampai besar di bagian hilir. Air hujan yang jatuh diatas permukaan bumi
dalam perjalanannya sebagian kecil menguap dan sebagian besar mengalir
dalam bentuk-bentuk Kecil, kemudian menjadi alur sedang seterusnya
mengumpul menjadi satu alur besar atau utama.

Di Indonesia, keberadaan sungai sangat mudah dijumpai di berbagai
tempat meski kelas dari sungai itu tidak sama tapi keberadaanmya bukan
menjadi objek yang asing. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki sejarah
yang dekat dengan sungai. Pada masa lalu setiap aktifitas manusia dilakukan

di sungai, namun seiring perkembangan pemikiran manusia, fungsi sungai

tidak lagi dimanfaatkan untuk membantu kehidupan schari hari manusia.

Meski demikian,di sebagian wilayah tertentu, sungai masih menjadi objek
penting untuk beraktifitas, mulali dari mencuci, mandihingga untuk
mendukung aktifitas memasak mereka. Namun,fenomena ini sudah sangat

sulit dijumpai kecuali yang masih tinggal di kawasan pedalaman.




Sungai menjadi salah satu sumber air, sehingga perannya sangat
penting bagi kehidupan masyarakat. bBeberapa manfaat sungai bagi
kehidupan kita diantaranya sumber air rumah tangga, sumber air industri,
irigasi, perikanan, transportasi, rekreasi, sumber bahan bangunan (pasir dan
batu) dan masih banyak lagi manfaat sungai bagi kehidupan.

Selain itu, sungai bisa pula dimanfaatkan untuk menunjang proses
pembangunan nasional. Salah satu potensi sungai adalah menjadi sarana
transportasi, khususnya untuk kawasan yang masih belum terjangkau
transportasi darat.

Pemerintah sendiri menyadari arti penting sungai yang sangat vital

dalam kehidupan manusia.Itulah kenapa sungai harus dijaga kelestariannya.

Dengan menetapkan peraturan yang mengatur perlindungan sungai maka

pemerintah  sudah  berusaha melakukan upaya  penyelamatan
sungai. Himbauan-himbauan kepada masyarakat juga harus dilakukan.salah
satu usaha yang dilakukan adalah dengan menjaga keberadaaan sungai agar
tidak rusak dan memiliki fungsi sebagaimana mestinya. Namun seckarang,
sungai telah mengalami banyak perubahan,hal ini akibat pembukaan Iahan
baru oleh manusia dalam melakukan aktifitas perekonomian,yang berdampak
pada rusaknya kondisi sungai.

Kementerian Lingkungan Hidup

mengungkapkan, indeks kualitas air sungai

di Indonesia menunjulkan kecenderungan

adanya peningkatan pencemaran hingga 30

persen. "Dari 52 sungai yang dipantau

hampir 30 persen kecenderungan meningkat

pencemaran sungai dari cemar sedang
menjadi cemar berat," kata Deputi Menteri




Linglkungan Hidup bidang Pembinaan
Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan
Kapasitas, Henry Bastaman di Jakarta,
Kamis  (5/4). Henry  menjelaskan,
pencemaran air sungai tersebut paling
tinggi  diindikasikan  dari  semakin
“meningkatnya limbah domestik, walaupun
dibeberapa sungai disebabkan oleh kegiatan
tambang.”

Sesuat dengan kutipan berita diatas, Kementrian Lingkungan Hidup
menemukan bahwa sungai di Indonesia sebagian besar telah tercemar, hal ini
disebabkan karena adanya aktifitas manusia yang mencemari sungai seperti
membuang sampah dan limbah kedalam sungai. Aktifitas industri dan
pertambangan dinilai sebagai pemicu tercemarnya air sungai di banyak
sungai di Indonesia. Tentu saja pencemaran sungai ini akan mengakibatkan
banyak kerugian bagi manusia baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang.

Salah satu kota di Indonesia yang mengalami permasalahan

pencemaran sungai adalah Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti kota kota

lainnya di Indonesia, Kota Padang juga ﬁemiliki banyak sungai baik besar

maupun kecil. Sungai-sungai ini melewati pemukiman padat penduduk yang
tersebar di seluruh Kota Padang. Sungai-sungai di Kota Padang sebagian
masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencuci dan, mandi. Umumnya
sungai-sungai yang ada di wilayah Kota Padang ketinggiannya tidak jauh
berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup

banyak bagian wilayah Kota Padang yang rawan terthadap banjir atan

! http:ﬂwww.republika.co.idfberitafnasionab’lingkungan!l2!04;’05!m2026i-pencemaran—sungai—di—
indonesia-meningkat-30-persen




genangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 1.1 mengenai sungai-
sungai yang ada di Kota Padang

Tabel 1.1 Nama-nama sungai yang mengalir di Kota Padang

Lebnr natan Yana )

Bt. Kuranji

Pauh, Kuranji, Nanggalo, Padang
Utara

Bt. Belimbing

Kuranji

Bt. Guo

Kuranji

Bt. Arau

Padang Selatan

Muaro

Padang Utara

Banjir Kanal

Padang Timur, Padang Utara

- Bt. Logam

Koto Tangah

Bt. Kandis

Koto Tangah

2
3
4
5
6
7
8
9

Tarung

Koto Tangah

Bt. Dagang 3km

Nanggalo

Gayo Skm

Pauh

Padang Aru 4km

Lubuk Kilangan

Padang Idas 2km

Lubuk Kilangan

Kampung Juar 6km

Lubuk Begalung

Bt. Aru Skm

Lubuk Begalung

Kayu Aro 3km

Bungus Teluk Kabung

Timbalun 2km

8m

Bungus Teluk Kabung

Sarasah 3km

7m

Bungus Teluk Kabung

Pisang 2km

6m

Bungus Teluk Kabung

Bandar Jati 2km

om

Bungus Teluk Kabung

Koto 2km

6m

Padang Timur

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang 2013




Diantara sungat-sungai tersebut, peneliti menemukan data bahwa
Sungai Batang Arau telah mengalami pencemaran yang termasuk kategori
parah. Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bapeldalda
Kota Padang pada tahun 2013. Dari pemantauan dan penelitian yang
dilakukan Bapedalda Tahun 2013 ditemukan bahwa tingkat baku mutu air
limbah atau BOD? yang tedapat dalam air Batang Arau telah melewati batas
kadar pencemaran sungai.BOD sungai Batang Arau mencapai 6,2 mg/liter

padahal ambang batas BOD tidak boleh lebih dari 3 mg/liter. Sementara

COD® mencapai 11,95 mg/liter dan TSS* mencapai 109 mg/l padahal ambang

batas COD maksimum adalah 10 mg/liter dan TSS batas maksimumnya

adalah 50 mg/liter".

Tabel 1.2 Tingkat Pencemaran Sungai Batang Arau

Jenis Batas ambang pencemaran Kadar beban pencemaran

zat

BOD 3 mg/liter 6,2 mg/liter
COD 10 mg/liter 11,95 mg/liter

TSS 50 mg/liter 109 mg/l

Sumber : Data Bapedaida 2013

ﬁSOD ( Biochemical Oxygen Demand ) adalah pengukur standar untuk mengukur kadar polusi

am air

3 COD (Chemical Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang diperiukan untuk mengurai
seluruh bahan organik yang terkandung dalam air

4TSS (Total Suspended Solid) adalah tingkat kekeruhan dalam air

5 Hal ini berdasarkan PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian
Pencemaran Air




Tingginya beban pencemaran ini disebabkan limbah yang dibuang
kedalam sungai oleh pabrik-pabrik di sepanjang aliran sungai Batang Arau
dan juga sampah-~-sampah rumah tangga lainnya yang menyebabkan sungai ini
menjadi tercemar.

Kesadaran warga di sepanjang Sungai Batang Arau dan sekitar
Kelurahan Batang Arau rupanya sangat memprihatinkan dalam menjaga
kebersihan ]J'nghmgan sungainya. Pasalnya,pada muara sungai Batang Arau
kini dipenubi sampah oleh warga sekitar, Dampaknya, air sungai pun

tercemar dan berembus bau busuk. Hal ini membawa peneliti untuk mencoba

menanyakan kepada salah seorang warga yang bertcmpat tinggal di tepi

sungat Batang Arau ini.

Urang-urang disiko alah tabiaso membuang
sampah ka muaro ko, indak ado nan
managahan ataupun malarang do, sahinggo
kebiasaan mambuang sampah ka dalam aia
ko raso dak basalah se.®

(Orang-orang  disini  sudah terbiasa
membuang sampah ke dalam
muara(sungai), tidak ada yang menegur
atau  melarang, sehingga kebiasaan
membuang sampah ke dalam air merasa
tidak bersalah)

Urang-urang disiko indak ado mamikia an
salah atau batua mambuang sampah ka
muaroko, karano alah tabiaso
(orang-orang disini tidak memikirkan benar
atau  salah  membuang sampah ke
muara, karena sudah terbiasa)

§ Wawancara dengan Bapak Syaifullah(53th) warga Kelurahan Batang Arau
7 Wawancara dengan Bapak Ghozali (43th) warga Kelurahan Batang Arau




Berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan warga sekitar sungai
Batang Arau, mereka memang mengakui bahwa masyarakat setempat
membuang sampah ke sungai dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dan
bahkan diakui juga bahwa tidaka adanya aparat pemerintah yang memberikan
teguran kepada masyarakat ini. Namun begitu peneliti tetap mencoba mencari
jawaban lain mengapa sungai Batang Arau ini semakin lama semakin kotor
dan tercemar.

Satu hal yang ditemukan oleh peneliti adalah kebiasaan masyarakat

yang membuang sampah inilah yang menjadikan sungai yang dulu

merupakan aset penting dalam transportasi perdagangan di masa lalu ini
sekarang justru berubah menjadi kotor dan tercemar walaupun tidak menutup
kemungkinan lain apa yang menjadi penyebab pencemaran sungai Batang
Arau ini. Selain itu Sungai Banda Bakali yang merupakan sungai yang
melintasi pusat kota juga terlihat kotor dan keruh karena sampah-sampah
yang dibuang oleh masyarakat ke dalam sungai.

Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan mengenai pengelolaan
dan perlindungan sungai ini. Diantaranya adalah PP No 38 Tahun 2011
Tentang sungai, yang merupakan pembaharuan dari PP No 25 Tahun 1991.
Dalam PP ini diatur mengenai Pengelolaan Sungai & Konservasi Sungai, dan
untuk tingkat daerah, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Perda No 3
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang
mengatur bagaimana syarat-syarat dan tata cara pembuangan limbah ke dalam

air termasuk didalamnya air sungai.




Dalam Bab III PP No 38 Tahun 2011 disebutkan tentang pengelolaan
sungai,dimana diatur mengenai pengelolaan sungai yang meliputi konservsi
sungai, pengembangan sungai, serta pengendalian daya rusak sungai.
Tentunya pengelolaan ini dilakukan oleh pemerintahan namun masalahnya
adalah tidak dijelaskan pemerintah mana yang bertugas melakukan

pengelolaan sungai ini. Maka dari itu, untuk mengetahui siapa yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan pencemaran .sungai ini, peneliti

merujuk pada Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air dimana pada pasal 1 disebutkan bahwa
Bapedalda ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Maka melalui
peraturan-peraturan ini, pemerintah menyediakan dasar hukum dalam
program perlindungan dan pengendalian pencemaran air termasuk
didalamnya air sungai seperti yang terdapat pada pasal 27 PP No 38 Tahun
2011 dimana diatur mengenai pencegahan pencemaran sungai yang dilakukan
melalui identifikasi sumber air limbah yang masuk ke dalam sungai,
pemantauan kualitas air sungai, serta pengawasan air limbah yang masuk ke

dalam sungai.




Tabel 1.3 Pendekatan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan

Daerah dalam pengelolaan pencemaran sungai

Peraturan Penjelasan

PP No 38 Tahun 2011 Tentang Pada Pasal 18 diatur mengenai

Sungai Pengelolaan sungai dilaksanakan oleh
instansi terkait dan unsur masyarakat
terkait

Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pada pasal 1 ditunjuk bahwa Bapedalda
Pengelolaan Air Dan Pengendalian adalah instansi yang ditunjuk sebagai
Pencemaran Air pelaksana kebijakan

Dalam penelitian ini, untuk melihat pelaksanaan PP No 38 Tahun
2011 ini peneliti melakukan pendekatan menggunakan Perda No 3 Tahun

2006 Tentang Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air dimana

disebutkan juga pada pasal 1 bahwa Bapedalda sebagai Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Dacrah Kota Padang adalah lembaga yang diberi tugas
dalam bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapedalda

ditemukan bahwa adanya aktifitas industri yang berada di aliran sungai
Batang Arau tersebut. Pabrik/industri yang beroperasi ternyata memang
membuang limbah hasil produksinya ke dalam sungai.

Terdapat adanya aktifitas pabrik-pabrik

karet,pabrik Semen Padang, bengkel, rumah

sakit yang mempunyai sistem pembuangan

limbah yang mereka buang ke dalam sungai
sehingga bisa saja hal ini ikut menjadi




penyebab tercemarnya air sungai Batang
Arau

Berdasarkan temuan data peneliti melalui wawncara dengan
Bapedalda, bahwa adanya indikasi bahwa pabrik-pabrik yang beroperasi
membuang limbah usahanya ke dalam sungai, yang mengakibatkan sungai
menjadi tercemar. Lalu bagaimana sikap Bapedalda dalam menghadapi
masalah pencemaran sungai ini?

Maka dari itu melatui PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai peneliti
melakukan penelitian untuk melibat bagaimana sikap pemerintah dalam
menghadapi pencemaran sungai serta apa saja upaya pemerintah dalam
menangani dan menanggulangi pencemaran sungai di Kota Padang ini.

Adanya indikasi bahwa kurangnya komunikasi antara impelementor
Bapedalda dengan para pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai
Peraturan Pemerintah yang disosialisasikan kepada para pelaku usaha industri
dan pabrik-pabrik serta kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan
sanksi kepada para pelanggar menjadikan kebijakan ini hanya menjadi hal
yang sia-sia disnsun oleh pemerintah karena dinilai tidak mampu menjadikan
sungai menjadi lebih baik dan terjaga dari pencemaran air. Serta juga
kemungkinan bahwa tidak adanya sikap yang mendukung serta keseriusan
dari pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat sehingga

impelementasi kebijakan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Implementasi dari penegakan hukum adalah suatu keharunsan,tapi

pertanyaan yang akan muncul adalah scjauh mana penegakan hukum

¥ Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE, M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014




lingkungan telah di implementasikan sesuai dengan barapan perundang-
undangan yang berlaku. Permasalahannya adalah bahwa sungai di Kota
Padang telah mengalami pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah
pabrik dan limbah rumah tangga ke dalam sungai. Penumpukan sampah
dibagian hilir dan muaca menjadikan aliran sungai sangat kotor. Seperti yang
terdapat di aliran sungai Batang Arau yang bermuara ke laut terlihat kondisi
sungai yang tercemar dan kotor.

Tingkat pencemaran Batang (sungai)
Harau, di Kota Padang, Prov.Sumbar,
semakin parah karena hampir seluruh
limbah di kota itu bermuara ke sana. Semua
limbah pembuangan di Kota Padang hampir
seluruhnya bermuara ke Batang Harau
sehingga tingkat pencemaran sungai itu
semakin  tinggikata  Kasubdin  Bina
Program, Bapedalda Prov.Sumbar, Dharma
Suardi, di Padang, Jumat (12/5).Dari hasil
penelitian, hampir seluruh limbah cair di
Kota Padang, seperti berasal dari rumah
sakit, pasar, limbah rumah tangga seria
bengkel mobil dibuang ke sungai itu. Selain
itu, juga termasuk pencemaran dari limbah
pabrik  karet,sehingga membuat kondisi
sungai semakin parah, yang ditandai
dengan air yang semakin hitam dan berbau.
Belum lagi tumpukan sampah masyarakat
yang dibuang langsung ke sungai, serta
limbah rumah tangga menimbulkan aroma
yang busuk bagi masyarakat yang berada di
kawasan itu.

Tingkat pencemaran Sungai Batang Arau sesuai kutipan berita diatas

disebabkan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang dilakukan

terus menerus sehingga lama kelamaan sungai mengalami penurunan kualitas

air, hal itu tentu akan berdampak pada kondisi air sungai yang semakin lama
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semakin buruk dan tercemar, apalagi sebagai kota besar, Kota Padang yang
penduduknya sudah cukup padat sangat rawan terjadinya pencemaran air,
saat ini kadar air dipusat kota terutama pada aliran sungai Batang Arau dan
Bandar Bekali, kadar pencemaran air sudah cukup tinggi. Apabila pemerintah
tidak melakukan sosialisasi dan tindakan keras kepada perusak lingkungan ini

maka tentu kita tidak akan menikmati lagi air yang bersih dan bermanfaat

bagi masyarakat karena perln diketahui juga bahwa sebagian sungai di Kota

Padang ini masih dimanfeatkan oleh masyarakat untuk kegiatan mandi,
mencuci, dan bahkan air sungai dimanfaatkan sebagai sumber air minum, Hal
ini menunjukkan bahwa sungei masih memiliki peran yang menguntungkan
bagi masyarakat kita.

Maka dari itu, Pemerintah Kota Padang dalam menegakkan hukum
harus bertindak tegas, Keberanian bertindak dan memberikan sanksi oleh
pemerintah kepada pelanggar akan menunjukkan keseriusan pemerintah
dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat serta menunjukkan wibawa
pemerintah dimata masyarakat yang tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan
apapun yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.Sikap atau keseriusan dan
komitmen implementor dalam melaksanakan tugasnya menentukan apakah
kebijakan tersebut benar-benar berjalan atau tidak. Komitmen dalam
menegakkan peraturan oleh pemerintah akan dibuktikan dengan adanya
keseriusan untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar peraturan yang
telah dibuat oleh pemerintah. Maka dari sanalah dapat dilihat apakah

implementor benar-benar melaksanakan tugasnya.




Berfungsi atau tidaknya sebuah instcumen hukum dalam hal ini penegakan
hukum lingkungan adalah tergantung pada ketegasan aparat hukvm yang
berwenang dan perhatian serius dalam melaksanakan peraturan tersebut,
schingga masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga
lingkungan. Selain itu, kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan
dilihat dari kesiapan dalam mempersiapkan sarapa dan sarana penunjang
kebijakan itu sendiri.

Selain itu kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai ini
tidak lepas dari kebiasaan malas dan kurangnya pendidikan tentang menjaga
lingkungan.  Maka - diperlukan komunikasi dari pemerintah kepada
masyarakat dan memberikan informasi yang jelas mengenai peniingnya
menjaga sungai untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Hal ini dapat
dilakukan melalui sosialisasi menjaga kelestarian sungai, pentingnya menjaga
sungai, serta dampak dan bahaya yang mengancam apabila masyarakat terus
menerus membuang sampah ke sungai.

Selain itu juga, dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan dan
pelaksanakan kebijakan tentunya akan semakin mempermudah implementasi

kebijakan karena dengan melibatkan masyarakat maka mereka akan lebih

mengerti tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam

perspektif pemerintahan daerah sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, keikutsertaan masyarakat dalam
pembangunan salah satunya dilihat dalam dimensi sejauh mapa peran

masyarakat dalam mengakses dan melakukan kontrol sosial terhadap segala




bentuk kebijakan pemerintahan daerah. Kontrol sosial masyarakat terhadap
kebijakan pemerintahan daerah dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif
masyarakat dalam mengawasi langsung maupun tidak langsung proses
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, bersih dari praktek
KKN serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan dan
perundangan yang berlaku.’

Birokrasi yang baik,efektif dan efisien yang berisi orang-orang yang

berkompeten, konsisten, dan berdedikasi dalam melaksanakan kebijakan

tentu menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang berwibawa sehingga .

masyarakat pun menjadi segan dan patuh dan takut untuk melanggar karena

adanya ketegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan .

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh peneliti, untuk menjawab
permasalahan diatas, rumusan masalah tentang PP No 38 Tahun 2011
Tentang Sungai ini adalah Bagaimana implementasi PP No 38 Tahun 2011

Tentang Sungai ini di Kota Padang?

? htip:/repository.ung.ac.id/get/karyailmiab/70/ faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-
kebijakan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-di-kota-gorontalo.pdf.




1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan suatu penelitian adalah untuk memecahkan ataw merumuskan
jawaban terhadap suatn masalah'®. Maka dari itu penelitian ini dilakukan
adalah bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan PP No 38

Tahun 2011 Tentang Sungai ini di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Secara teoritis , penelitian ini dibarapkan dapat bermanfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan sosial di masa mendatang, terutama
dalam kajian Ilmu Administrasi Negara.
Secara akademis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran

bagi kalangan akademis lainnya yang mendalami masalah ini atau

sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

Secara umum penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat
tentang permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat dan
untuk menjadi peringatan atau himbauan vntuk menjaga lingkungan

dengan baik.

' Sanapiah Faisal,Format-Format Penelitian Sosial,Jakarta, 2010 hlm.29




1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang
penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat
penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB IT TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi rangkuman penelitian terdahulu yang membahas

mengenai hal yang sama dengan bahan penelitian ini yaitu mengenai sungai,

serta juga menjelaskan teori kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisikan pendekatan penelitian yang digunakan,teknik

wawancara penelitian,serta pemilihan informan dan teknik analisis data.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang relevan
Dasar atau acuan yang berupa teori teori atan temuan melalui hasil
berbagai penclitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat
dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut
peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang
relevan dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam

penelitian ini. Oleh karena itu,peneliti melakukan langkah kajian terhadap

beberapa hasil penelitian berupa tesis ataupun jurnal jurnal melalui internet.

Penelitian terdahutu pernah dilakukan oleh Drs.Sukadi dengan judul
penelitiannya “Pencemaran Sungai Akibat Buangan Limbah Dan
Pengaruhnya Terhadap BOD dan DO”!! yang dilakukan di Yogyakarta yaitu
sungai Winongo, Code dan Gadjahwon. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Drs.Sukadi ini menemukan bahwa ketiga sungai yang diteliti mengalami
pencemaran air dengan bukti bahwa tingkat BOD dan DO ( seperti yang
dijelaskan pada bab sebelumnya) mengalami kenaikan dari standar normal
batas pencemaran air sungai. Hal ini dikarenakan terdapatnya aktifitas
industri, rumah tangga dan masyarakat sekitar DAS yang membuang limbah

nya ke dalam sungai,

" hetp://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR. PEND.TEKNIK_SIPIL/196409101991011-
SUKADI/02-Penclitian/04-Pencemaran_Sungai.pdf




Penelitian lain juga dilakukan oleh Melky Lensun dengan judul

penelitian “Tingkat Pencemaran Air Sungai Tondano di Kelurahan Ternate

Baru Kota Manado”'?, Hasilnya adalah temyata Sungai Tondano mengalami

peningkatan Batas Baku Mutu Air (BOD) hingga mencapai tingkat fercemar.
Penyebab peningkatan ini adalah limbah yang berasal dari industri, rumah
tangga, serta limbah pakan ikan yang melebihi kadar normal air limbah.
Untuk memudahkan pemahaman pada bagian ini, dapat dilihat dalam tabel
1.3 berikut ini :

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

Peneliti Judul Metode Lokasi Hasil Penelitian
Penelitian
Drs. Pencemaran Sungai Kualitatif = Yogyakarta Sungai

Akibat Buangan Winongo,Code

Limbah Dan dan Gadjahwon

Pengarvhnya yang terdapat di

Terhadap BOD dan Yogyakarta

DO mengalami
pencemaran akibat
pembuangan
limbah industri
dan rumah tangga
ke sungai tersebut.

Tingkat Pencemaran Kuantitatif Ternate, Sungai Tondano

Air Sungai Tondano Manado, mengalami

di Kelurahan Ternate Sulawesi pencemaran yang

Baru Kota Manado Utara disebabkan oleh
limbah
industri,rumah
tangga serta pakan
ikan

2 hitp://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/bdp/article/view/1919/1527




Implementasi Perda
No 3 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan
Air dan Pengendalian
Pencemaran Air

Kaualitatif Padang,
Sumatera
Barat

Implementasi PP
No 38 Tahun 2011
Tentang Sungai
belum berjalan
dengan baik
karena masih
terdapatnya
pencemaran air
sungai seperti
Sungai Batang
Arau yang
mengalami
pencemaran akibat
adanya
pembuangan
limbah secara
ferus menerus
oleh pabrik karet.
Selain itu sungai-
sungai di Kota
Padang juga
dicemari oleh
sampah yang
berasal dari rumah
tangga masyarakat
seperti sampah

Sesuai tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sungai sungai yang terdapat di

masing masing lokasi penelitian mengalami pencemaran yang diakibatkan

karena masyarakat yang membuang sampah dan limbah ke dalam sungai

sehingga sungai menjadi tercemar.




2.2 Teori Penelitian

Kebijakan publik adalah salah-satn kajian dari [lmu Administrasi
Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik.
Berikut beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh
beberapa ahli. Menumt Dye (1981:1):“Public policy is whatever
governments choose to do or not to do”. Dye berpendapat sederhana bahwa
kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau
tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam Public Policy-Making (1975:3)

mengutarakan lebih spesifik bahwa:“Public policies are those policies

developed by government bodies and official » 13

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang'.
Implementasi dimaksudkan membawa kepada suatu hasil dan menyelesaikan
permasalahan. Implementasi merupakan suatu aktifitas yang berkaitan
dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk
memperoleh hasil yang diharapkan sesuai tujuan.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka implementasi
kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas pelaksanaan kebijakan yang
telah disetujui dengan penggunaan alat dan sarana untuk mencapai tujuan

kebijakan. Impelementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang

3 http:/fkertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-
blik/

P"ul'xttp:f'r’ocw.usm.ac.iclh: ourse/download/10580000048-institusi-dan-kebijakan-pembangunan-

kota/tka 574 slide_implementasi_kebijakan.pdf.




digariskan dalam keputusan kebijakan yang dilaksanakan baik oleh individu,
kelompok, pemerintah maupun swasta.

Implementasi suatu kebijakan merupakan puncak suatu peraturan.
Tahap implementasi secara umum merupakan suatu upaya bagaimana sebuah
kebijakan menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat, yang
diterapkan secara maksimal. Namun tahap implementasi bukanlah bagian
yang mudah untuk dilaksanakan. Pembuat kebijakan perlu melihat dan
menyusun sirategi yang baik agar kebijakan yang dibuat benar-benar berjalan
dengan baik. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan yang jelas dan
pemikiran yang meluas agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan
dengan baik. Hal ini tentu bukan karena masalah tanggung jawab saja, tapi
seperti yang telah terjadi terhadap kebijakan-kebijakan lain yang dibuat
pemerintah dapat dikatakan gagal dalam implementasinya sehingga kebijakan
yang dikeluarkan hanya menjadi peraturan diatas kertas tanpa pelaksanaan
yang berarti. Hal ini disebabkan berbagai hal yang ternyata tidak
diperhitungkan secara matang pada saat implementasinya, Seperti ketidak
cocokan budaya, atau belum siapnya masyarakat dalam menerima kebijakan
tersebut, atau hal-hal lainnya yang mempengaruhi impelementasi kebijakan
tesebut. Masalah lain adalah bahwa sebenamya pembuat keputusan sudah
melihat masalah yang dihadapi, hanya masih belum mempunyai cara yang
tepat untuk mengatasinya.

Terdapat beberapa teori implementasi kebijakan yang dapat

dignnakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini




adalah menyangkut masalah implementasi kebijakan PP No 38 Tahun 2011
Tentang Sungai di Kota Padang. Untuk mengetahui bagaimana implementasi
sebuah kebijakan dilihat dari sisi kelembagaan pelaksana kebijakannya, maka
peneliti melakukan pemahamen melalui Teori Edward III. Menurut Teori
Edward III ini terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan suatu
kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur
Birokrasi."”

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward TH
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Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan, menurut Edward III adalah Komunikasi. Menurutnya komunikasi
sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi
kebijakan publik.Impementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat
keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Pengetahuan

atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan

¥ Leo agustino.Dasar-Dasar Kebijakan Publik,Bandung,2006,him.149-153




dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan
implementasi harus ditransmisikan dan dikomunikasikan kepada bagian
personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus
tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat
keputusan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang
akan diterapkan dalam masyarakat. Peneliti menduga adanya indikasi bahwa
tidak jelasnya komunikasi kebijakan dimana tidak dijelaskan siapa yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijakan PP No 38 Tahun 2011 ini
sehingga pelaksana kebijakan terkesan membiarkan pencemaran air sungai
ini karena tidak adanya kejelasan komunikasi dari pembuat kebijakan.
Terdapat 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan
komunikasi tersebut, yaitu :

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilkan suatu implementsi yang baik pula. Seringkali yang
terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah
pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena
komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga
perintah dalam menjalankan kebijakan menjadi kabur.

. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan
haruslah jelas. Ketidakjelasan komunikasi akan menimbulkan

terjadinya penyelewengan tujuan kebijakan.

. Konsistensi, artinya keseriusan pelaksana kebijakan dalam tugasnya

sebagai implementor kebijakan.




Ketidakjelasan transmisi, kejelasan kebijakan berdampak pada konsistensi

implementor dalam melaksanakan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Faktor kedua adalah Sumber Daya, dimana indikator nya terdiri dari beberapa

elemen :

Staf, merupakan elemen penting sebagai penggerak pelaksanaan
kebijakan tentunya dengan syarat staf (SDM) yang berkompeten di

bidangnya,

. Informasi, artinya bagairhana bentuk perintah atau Standar

Operasional Kerja yang diberikan agar pekerjaan bisa dilakukan
dengan benar.

Wewenang, maksudnya adalah otoritas atau kekuatan untuk
mengikat semua pihak agar mau mematuhi dan mengikuti apa yang
telah diperintahkan, dalam hal ini adalah wewenang untuk
melakukan penertiban apabila melakukan pelanggaran terhadap

kebijakan.

. Fasilitas, adalah sarana dan prasarana pendukung agar kebijakan

dapat dilaksanakan tanpa halangan,

Walaupun penehti menemukan bahwa staf yang bekerja sudah berkompeten di

bidangnya namun karena ketidakjelasan komunikasi dari pembuat kebijakan

kepada pelaksana maka tentu saja informasi tidak sampai dengan baik, dan

mengindikasikan bahwa wewenang pun tidak dapat dimiliki karena tidak adanya

pemberian otoritas secara resmi dari pemerintah kepada pelaksana kebijakan

sehingga staf yang berkompeten sekalipun tidak tahu apa yang harus dilakukan.




Faktor kefiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik
menurut Edward III adalah Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan.
Pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan

tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam disposisi pelaksana

kebijakan tersebut,diantaranya :

a. Pengangkatan birokrat, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang
yang memiliki dedikasi pada kebijakan, lebib khusus lagi bagi
kepentingan warga.

. Insentif, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu
mungkin akan menjadi faktor pendorong pelaksana kebijakan
melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selain komunikasi dan sumber daya, adanya indikasi bahwa ketidak seriusan
pelaksana kebijakan karena tidak adanya insentif dari pemerintah sehingga
timbul keengganan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, hal ini
berdasarkan pada PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai pada pasal 53
mengenai pelaksanaan kegiatan dimana disebutkan bahwa pelaksanaan
kegiatan meliputi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai yang
tentu memerlukan alokasi dana dan tenaga dari para staf pelaksana kebijakan.
Tidak adanya insentif diindikasikan juga menjadi penyebab tidak
terlaksananya implementasi PP No 38 Tahun 2011 ini dengan baik. dan juga
bagaimana pengangkatan birokratnya apakah sudah sesuai atau adanya

indikasi terjadinya praktek KKN.




Faktor keempat menurut Edward adalah Struktur Birokrasi.
Kebijakan yang begitu kompleks menuntu adanya kerjasama banyak orang.
Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung
kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan
koordinasi dengan baik. Menurut Edward I1I, yang dapat mendongkrak
kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah dengan melakukan
Standar Operation Procedurs (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs
adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk
melaksanakan kegiatannya sesuai standar yang telah dalam peraturan kegja.
Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kinerja pegawai

diantara unit kerja. Kemungkinan lain yang menjadi penyebab adalah bahwa

tidak adanya fragmentasi antar instansi dalam melaksanakan PP No 38 Tahun

2011 sehingga pelaksanasn pengelolaan sungai menjadi terhambat karena

antar masing-masing instansi terkait tidak ada koordinasi.




2.3 Skema Pemikiran
Gambar 2.2 Skema Pemikiran

Sungai mengalami pencemaran akibat pembuangan ]limbah dan sampah ke

sungai

b

Pemerintah membuat peraturan untuk mengatur dan mengendalikan kerusakan
sungai melalui Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Penelolaan Air dan
Pengendalian Pencemaran Alr

Peraturan ini diimplementasikan di Kota Padang karena sungai di Kota Padang
mengalami pencemaran

¥
Pemerintah menugaskan instansi/ lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini

X

Bapedalda Kota Padang

Y

Implementasi Perda No 3 Tahun 2006 dilaksanakan oleh Bapedalda Kota Padang
untuk mengatasi pencemaran air sungat

v

Bagaimana pelaksanaannya?

!

Teori Edward 11T

¥

1. Komunikasi yang jelas mengenai tujuan kebijakan yang telah disusun

2. Sumber Daya,staf dan sarana prasarana pendukung

3. Disposisi,keseriusan pemerintah dalam melaksankan peraturan

4. Struktur Birokrasi,adanya koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian
Sesnai permasalahan dan uraian pada latar belakang yang dijelaskan
pada Bab I, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
Kualitatif. Pendekatan Kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang

mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih batk mengenai

kompleksitas yang ada dalam interaksi menusia ( Catherine Marshal,1 995)!6,

Poerwandari (2007) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif
menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkip
wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain
sebagainya'’. Sasaran penelitian kualitatif yang utama ialah manusia karena
manusia adalah sumber masalah, artefak, peninggalan-peninggalan peradaban
kuno, dan sebagainya. Intinya sasaran penelitian kualitatif, ialah manusia
dengan segala kebudayaan dan kegiatannya.

Adapun jenis penelitian adalah penelitian Deskriptif. = Dalam
penelitian Kualitatif, peneliti adalah instrumen, validitas data datam metode
kualitatif bantyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan
kecermatan orang yang melakukan kerja di lapangan'®. Sedangkan instrumen

pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat

:: Bagong Suyanto & Sutinah, Metode Penelitian Sosial,Jakarta 2007,hlm_186
Thid




bantu berupa dokumen-dokumen yang dapat menunjang keabsahan hasil

penelitian, dan berfungsi sebagai instrumen pendukung.

3.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian Kualitatif,data dibagi atas 2 jenis'?, yaitu :
1. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya
individu, perorangan. Data diperoleh melalui wawancara langsung

dengan informan, ataupun melalui kuesioner. Data ini masih merupakan

data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuat

kebutuhan.

. Data Seckunder, merupakan Data Primer yang sudah diolah, misalnya
tabel, gambar, dokumen, file, dan sebagainya sehingga lebih informatif
untuk digunakan pihak lain,

Ada 3 macam pengumpulan data secara kualitatif®® yaitu :

1. Wawancara secara mendalam
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu,
dalam hal ini adalah untuk memperoleh informasi yang dibutubkan
peneliti, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang dibntuhkan oleh peneliti.  Peneliti melakukan
wawancara personal dengan informan penelitian menggunakan pedoman

wawancara yang disiapkan peneliti.

' Husein Umar,Metode Riset Iimu Administrasi,]lmu Administrasi Negara,Pembangunan
dan Niaga,Gramedia,Jakarta, 2004

2 Sanapish Faisal,Format-Format Penelitian Sosial,Dasar-Dasar dan Aplikasi,Raja Gratindo
Persada,Jakarta,2007,him. 186
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2. Observasi langsung di lapangan
Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan
terhadap masalah yang akan diteliti
. Dokumentasi
Maksudnya peneliti melakukan pengumpulan data melalui data-data yang

ada ditemukan dalam dokumen-dokumen, file-file yang berisi informasi

penelitian.  Data dapat diperoleh dari dokumen yang diberikan

narastmber, ataupun yang ditemukan di pusat data. Beberapa dokumen
berhasil dikumpulkan oleh peneliti, seperti Dokumen Inventaris
Bapedalda, Standar Operasional Prosedur kerja Bapedalda , serta juga
Dokumen tentang Strukur Organisasi Bapedalda.

Tabel 3.1

Data Dokumentasi

Dokumen

Dokumen Strukur Organisasi Bapedalda

Dokumen SOP Pengaduan masyarakat

Dokumen SOP Kelayakan lingkungan

Dokumen SOP Penegakan Hukum Lingkungan

Dokumen Inventaris Bapedalda 2013

Sumber: Hasil olahan peneliti, tahun 2014




3.3 Teknik Pemilihan Informan
Dalam penelitian kualitatif, dikenal adanya populasi dan sampel.
Subjek penelitian dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek
penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan informasi yang
diperlukan selama proses penelitian. Adapun teknik pemilihan informan atau
sampel penelitian adalah Teknik Puposive Sampling, yaitu peneliti memilih
informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini barus

sesnai dengan topik penelitian, mereka yang dipilih pun harus dianggap

kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Jadi yang menjadi kepedulian

bagi peneliti adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi
yang ada, bukan banyaknya sampel sumber data?'. Dalam penelitian ini,
informan yang dipilih adalah Bapedalda Kota Padang selaku Lembaga yang
ditugaskan menangani masalah pencemaran sungai. Dinas Kebersihan selaku
lembaga yang menangani sampah,serta Dinas Pekegjaan Umum selaku
lembaga yang bertugas menjage sungai dari pengalihan fungsinya yang
seharusnya. Informan yang dipilih dianggap kredibel menjawab pertanyaan
dari permasalahan dalam penelitian yang dilakukan ini. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

2! gugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D,Bandung,2009




Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

Lembaga Informan

Bapedalda Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid
Pengawasan & Pengendalian Pencemaran
Air, Tanah,dan Udara Bapedalda Kota
Padang)
Dinas Kebersihan dan Marzuki ST,M.IL (Kasi Program &
Pengendalian Dinas Kebersihan Kota
Pertamanan Padang)

Dinas Pekerjaan Umum Herman H,ST.MM (Kabid Sumber Daya
Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang)

3.3 Proses Penclitian
Penelitian dilakukan dengan melihat sitvasi di lapangan yang
difokuskan pada kinerja Bapedalda dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai pengawas lingkungan. Peneliti juga melakukan wawancara
terbadap objek penelitian untuk memperoleh informasi mendalam mengenai

PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini. Serta melakukan pengumpulan

data dari pihak-pihak terkait. Untuk lebih jelasnya proses penelitian dapat

dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini




Tabel 3.2 Proses Penelitian

Tanggal

Kegiatan

Keterangan

11/03/2014

12/03/2014

13/03/2014

13/03/2014

16/03/2014

17/03/2014

17/03/2014

17/03/2014

29/03/2014

Mengurus surat izin penelitian ke
program studi ilmu administrasi negara
(Prodi AN) dan mengurus surat izin
penelitian ke  bagian akademik
fakultas.

Mengambil surat izin penelitian dari
bagian akademik fakultas, dan
mengurus surat rekomendasi ke
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Padang

Memasukkan  surat  rekomendasi
penelitian dari Kesbangpol Kota
Padang

Memasukkan surat ke Bapedalda Kota
Padang

Memperoleh  izin penelitian dari
Kepala Bapedalda Kota Padang.

Wawancara dan pengambilan data
terkait skripsi mengenai Bapedalda
dan tugasnya dalam mengatasi
masalah limbah sungai

Wawancara dan pengambilan data
terkait sampah sungai di Kota Padang
dengan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Padang

Wawancara dan pengambilan data
terkait jumlah sungai di Kota Padang
dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota
Padang

‘Wawancara dengan kepala
Laboratorium PT Teluk Luas terkait
izin lingkungan

Sekretaris Jurusan  Administrasi
Negara dan Bagian Akademik
FISIP

Bagian Akademik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan
Kantor Kesatuan Baogsa dan
Politik Kota Padang

Kantor Kesbangpol Kota Padang.

Kantor Bapedaida Kota Padang

Kantor Bapedalda Kota Padang.

Kasubdid Pengawasan &
Pengendalian Pencemaran  Air,
Tanah, dan Udara Bapedalda Kota
Padang.

Kasi Program & Pengendalian
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Padang

Kabid Sumber Daya Air Dinas
Pekerjaan Umum Kota Padang

PT Teluk Luas, Padang




30/03/2014 Wawancara dengan Lurah Tanjung
Saba Nan XX, Lubak Begalung, XKota
Padang terkait sosialisasi  dari
Bapedalda mengenai masalah
pencemaran sungat

30/04/ 2014 Wawancara dengan masyarakat yang  Bapak Syaifullah warga Kelurahan
mempunyai akses yang dekat dengan  Batang Arau
sungai
Bapak Ghozali warga kelurahan
Batang Arau

Sumber: Hasil olahan peneliti, tahun 2014.

3.4 Unit Analisis
Unit analisis yang digunakan peneliti adalah lembaga karena dalam
penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap kinerja Bapedalda Kota

Padang.

3.6 Teknik Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat
uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi, Data yang telah diperoleh
akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.
Selain menganalisis data,peneliti juga perlu dan masih perlu mendalami

kepustakaan guna mengkonfirmasikan teori yang digunakan.




3.7 Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara
terhadap objek penelitian®2. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
Triangulasi Sumber dilapangan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh
dari informan sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Peneliti
melakukan ~ wawancara dengan  lturab-lurch yang wilayah kerjanya di
lingkungan sekitar sungai untuk mengetahui penyebab permasalahan ini.
Triangulasi data dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.3 Daftar Informan Triangulasi

Informan Alasan pemilihan informan Nama

Kasubdid Pengawasan & Untuk mendapatkan data dan ~ Yenny Lusia SE,M Si
Pengendalian informasi mengenai kinerja

Pencemaran Air, Tanah, & tugas Bapedalda dalam

dan Udara Bapedalda mengatasi pencemaran

Kota Padang sungai di Kota Padang

Kasi Program & Untuk mendapatkan data dan Marzuki ST,M.LL
Pengendalian Dinas informasi mengenai tugasnya

Kebersthan dan dalam menangani sampah

Pertamanan Kota Padang  yang masuk ke sungai

Kabid Sumber Daya Air  Untuk mendapat informasi Herman H,ST MM
Dinas Pekerjaan Umnum mengenai peran Dinas
Kota Padang Pekerjaan Umum dalam

masalah sampah sungai

Lurah Tanjung Saba Nan  Untuk mendapatkan Darwi Zarman
XX, Lubuk Begalung, informasi tenrtang sosialisasi
Kota Padang yang dilakukanBapedalda

kepada lurah-lurah

2 Moloeng,Metode Penelitian Kualitatif. Bandung 2004
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5.  Masyamkat yang tinggal Untuk mendapatkan
dekat sungai informasi mengenai
penyebab sampah masuk ke
dalam sungai

Bapak Syaifullah
warga Kelurahan
Batang Arau

Bapak Ghozali warga
kelurahan Batang Arau

Sumber: Diolah oleh peneliti, Tahun 2014,




BABIV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kota Padang
Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang ferletak di
pantai barat pulau Sumatera.Luas Kota Padang adalah 694,96 km2 atau setara
dengan 1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri
dari 11 kecamatan.Kota Padang dilalui oleh banyak aliran sungai besar
maupun kecil. Terdapat tidak kurang dari 21 aliran sungai yang mengalir di

wilayah Kota Padang déngan total panjang mencapai 155,40 km. Umumnya

sungai-sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang

ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut.

Saat ini sungai di Kota Padang banyak yang mengalami pencemaran,
yang diakibatkan oleh pembuangan limbah dan sampah secara sembarangan
kedalam sungai. Hal ini menjadikan sungai rusak dan bisa menjadi sumber
penyakit bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar aliran sungai.

Tabel 4.1 Daftar Sungai Tercemar Dan Penyebabnya

Sungai yang tercemar Penyebab pencemaran

Sungai Batang Arau Aktifitas pabrik karet yang membuang limbahnya
ke dalam sungai, serta pembuangan sampah ke
dalam oleh masyarakat

Sungai Batang Kuranji Perubahan fungsi lahan, pembuangan sampah ke
dalam sungai




Sungai Banda Bakali/ Pembuangan limbah rumah tangga ke dalam sungai

Banjir Kanal

Sumber : Bapedalda 2013

Berdasarkan data diatas bahwa salah satu sungai yang tercemar it
adalah sungai Batang Arau. Sungai Batang Arau merupakan sungai terbesar
di Kota Padang. Aliran Batang Arau pada bagian muaranya membagi
kawasan di kota Padang dengan bukit yang dikenal dengan nama Gunung
Padang dan pada muara Batang Arau ini juga terdapat sebuah pelabuhan yang
bemnama pelabuhan Muara. Batang Arau ini berhulu sampai pada kawasan
Bukit Barisan. Sungai Batang Arau dulunya merupakan pusat perdagangan
pelabuhan Kota Padang dan bernilai historis dimana pada muara sungai ini
terdapat gedung-gedung tua peninggalan Belanda dan Jepang yang menjadi
saksi perkembangan Kota Padang. Namun sekarang sungai ini mengalami
pencemaran yang cukup parah akibat aktifitas industri di bagian hulu sungai.
Juga Sungai Buatan Banda Bakali yang selama ini digunakan oleh
masyarakat sekitar sebagai sarana mandj dan mencuci juga mengalami
pencemaran akibat sampah-sampah yang dibuang ke dalam sungai yang
mengakibatkan sungai menjadi kotor, keruh dan menjadi sumber penyakit,
Untuk itu perlu dilakukan penyelamatan sungai oleh pemerintah daerah Kota

Padang dan dibantu oleh masyarakat agar kondisi sungai bisa kembali

membaik.  Apalagi sungai ini bisa menjadi aset wisata yang tentunya

memberikan masukan APBD bagi Kota Padang




4.2 Profil Bapedalda Kota Padang

Terdapat instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjaga
dan mengawasi pencemaran sungai yaitu Bapedalda, yang merupakan badan
yang bertugas mengawasi dan mengendalikan dampak pencemaran
lingkungan di daerah dalam hal ini Kota Padang. Bapedalda bertugas
mengawasi badan usaha seperti pabrik, bengkel, dan badan-badan usaha lain
yang membuang limbahnya ke sungai, Bapedalda ini akan berperan
memberikan pengarahan tentang tata cara pembuangan limbah ke sungai
sehingga tidak mencemari sungai.

Bapedalda Kota Padang merupakan badan pemerintah yang bertugas
sebagai badan pengawas lingkungan Kota Padang yang beralamat di Jalan By

Pass Km. 15 Palarik Aia Pacah, Kota Padang dengan kepala dinas DR. H. Edj

Hasymi, Msi=, Bapedalda mempunyai tanggung Jjawab dalam hal AMDAL

yaitu mengawasi pencemaran lingkungan baik tanah, air, maupun udara,serta
melakukan pengawasan terhadap aktifitas badan usaha yang beroperasi di
Kota Padang dengan memantay tingkat pencemaran yang dibasilkan dan
memilki wewenang dalam izin lingkungan. memiliki visi dan misi yaitu
“mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang serasi dan seimbang
untuk menunjang pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kota
Padang”, serta tugas pokok dan fungsinya membantu walikota melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian

dampak lingkungan, Sesuai tupoksi nya Bapedalda bertugas mengawasi dan

# SKPD Kota Padang




mengendalikan dampak lingkungan di Kota Padang. Serta misi Bapedalda
sebagai Badan Pengawas Lingkungan diantaranya dapat dilihat pada Tabel
4.2 berikut

Tabel 4.2 Misi Bapedalda Kota Padang

MISI

Mengembangkan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup Kota

Padang yang memperhatikan aspek kebencanaan dan aras

pembangunan berkelanjutan.
Mewujudkan perbaikan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM bidang
lingkungan hidup di Kota Padang,

Sumber : SKPD Kota Padang

Bapedalda dibentuk dengan tujuan membantu pemerintah dalam hal
mengawasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan
ataupun aktifitas manusia yang dapat dan berpotensi mencemari lingkungan
baik air, tanah, maupun udara di Kota Padang. Bapedalda bertanggung jawab
kepada walikota dan memperoleh kewenangan dari walikota untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang
berhubungan dengan lingkungan serta memiliki otoritas dalam melakukan
tindakan hukum lingkungan terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan

pencemaran terhadap lingkungan.




Tabel 4.2 Tupoksi Bapedalda

Tugas pokok Fungsi

Membantu Walikota Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
melaksangkan penyusunan dan lingkup tugasnya.

pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang pengendalian dampak

lingkungan..

Pemberian dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai
dengan lingkup tugasnya.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan fugas dan
tanggung jawabnya

Sumber : SKPD Kota Padang

Tupoksi Bapedalda menunjukkan bahwa sebagai implementor, Bapedalda

bertugas membantu walikota dalam melaksanakan kebijakan daerah dalam

menjaga lingkungan.




BABY
TEMUAN & ANALISIS DATA

5.1 Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota Padang

Untuk melihat implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

ini, peneliti melakukan pendekatan mengpunakan Perda No 3 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air karena dalam PP
No 38 Tahun 2011 tidak dijelaskan instansi pelaksana kebijakan, dan dengan
menggunakan Perda No 3 Tahun 2006 instansi pelaksana kebijakan yang
mengelola kualitas dan pengendalian pencemaran sungai adalah Bapedalda.
Dalam Perda ini diatur bagaimana tugas Bapedalda dalam mengelola air
termasuk didalamnya air sungai, tata cara dan Syarat pembuangan limbah ke
dalam sungai sehingga tidak merusak sungai, serta bagaimana pengelolaan air
termasuk didalamnya air sungai,dan Juga mengatur mengenai tanggung jawab
badan uwsaha dalam memproses hasil limbahnya dan pembuangannya tanpa
barus merusak sunga. Dengan melihat peraturan yang telah dibuat maka
dapat dilibat apa yang dilakukan oleh Bapedalda apakah sudah sesuaj dengan
tujuan kebijakan tersebut.

Proses implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat
penting dalam sebuah rangkaian kebijakan publik, karena melatuj tahapan
implementasi sebuah kebijakan akan dinyatakan berhasil atau mengalami
kegagalan dalam mencapai fujuan yang telah ditentukan oleh pelaksanaan
kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar menjalankan




perintah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, melainkan sebuzh
rangkaian yang dilalui setiap implementor kebijakan untuk melibat kinerja
mereka apakah selama proses implementasi patuh atau tidak dari ketetapan
yang berlaku, ini sangat berpengaruh terhadap implementasi. Setelsh
melakukan penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa variabel
menyangkut permasalahan yang diteliti, Implementasi kebijakan berkaitan erat
dengan beberapa variabel penentu kebijakan.

Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sanpat
kompleks dan rumit serta merupakan proses yang berlangsung dinamis, yang
hasil akhirnya tidak bisa diperkirakan hanya dari ketersediaan kelengkapan
program. Implementasi  berfungsi menetapkan  suaty  kaitan  yang
memungkinkan tujuan — tujuan kebijakan terwijud, sehingga menjadi apa

yang disebut sebagai hasil kerja atau prestasi pemerintah, Namun dalam

prakteknya sering tefjadi kegagalan dalam implementasi karena walau telah

diperhitungkan sedemikian rupa, bukan berarti kesulitan dalam proses
implementasi telah tiada,

Permasalahan seringkali justru timbul karena kenyataan di lapangan
justr tidak sesuai dengan yang diperkirakan, Walter William menyatakan
kesulitan implementasj sebagai berikut :* The most pressing implementation
problem is that of moving Jrom a decision to operation in such way that what
it is put into place bears a reasonable resemblance to the decision and is

Juctioning well in its that of the difficulty of bringing the gap between policy




decision and workable field operations” (Jones, 139). Menafsirkan keputusan
menjadi tindakan operasional yang tepat tidaklah semudah yang dibayangkan.
Sasaran — sasaran program bahkan mungkin harus direvisi secara
drastic saat program tersebut dilaksanakan, selain karena kesulitan
menjembatani antara tujuan kebijakan dengan tindakan-tindakan operasional
yang dapat dijalankan, (yang disebut oleh Andrew Dunsire sebagati
implementation gap, yaitu suatu kondisj dimana terjadi perbedaan antara apa
yang dibarapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasi} implementasinya). Juga

karena kondisi lingkungan yang berbeda dari yang dibayangkan oleh pembuat

keputusan.2*

Variabel-variabel yang berkaitan dengan penentu kebijakan tidak
hanya berdiri sendiri, namun Jjuga memiliki hubungan keterkaitan antara satu
variabel dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C.
Edwards III, dengan menawarkan model pendekatan kebijakan dengan 4
(empat) variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
Melalui model pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edwards I,
maka peneliti dimungkinkan untuk menganalisa dan menggambarkan proses
implementasi PP No 38 Tahun 2011 ini.

Dalam PP No 38 Tahun 2011 diatur mengenai pencegahan
pencemaran sungai, dan bila dihubungkan dengan Perda No 3 Tahun 2006

maka berdasarkan isi dari Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengendalian

* Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara.him 54




Pencemaran Air Di Kota Padang vaitu mengenai limbah dan pencemaran
sungai maka kewenangan dan tanggung-jawabnya adalah kepada Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang selaku instansi

pemerintah yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam hal ini.

5.1.1 Komunikast
Dalam Teori Edward IIl, Komunikasi merupakan variabel
penting agar sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Agar
implementasi kebijakan berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab

melaksanakan sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang mereka

lakukan®. Komunikasi olch pembuat kebijakan kepada impelementor

tentn sangat penting agar kebijakan yang dibuat dapat diterima dengan
jelas oleh implementor sehingga tidak menyimpang dari tujuan
pelaksanaan kebijakan. Komunikasi merupakan proses penyampaian
informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu,
komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi
kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana
kebijakan (policy implementors) (W idodo, 2011:97). Widodo kemudian
menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku
kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi,
tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku

kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan

* Dr. Mas Roro Lilik Ekowati,MS “Perencanaan,Implementasi & Evaluasi Kebijakan atan
Program” him.38




dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa
betjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu
sendiri.?® Dalam variabel Komunikasi, Edwar I membagi 3 sub
variabel yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi. Terkait 3 (tiga)
indikator komunikasi dalam sebuah kebijakan, di bawah ini peneliti
kemukakan gambaran mengenai ketiga indikator komunikasi yang
terkandung dalam implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

di Kota Padang.

5.1.1.1 Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik
disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana
(implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada
kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan
baik secara langsung maupun tidak langsung?’

Trasmisi kebijakan diperlukan agar kebijakan yang dibuat dapat
dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan sehingga
kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang ingin
dicapal.

Transmisi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat

berupa Undang-Undang kemudian melahirkan Peraturan

Dr. Joko Widodo, M.S “Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik.” Hlm 76

* Winarno, Budi. “Teori & Proses Kebijakan Publik” hlm 84




Daerﬁh, Peraturan Walikota, dan peraturan — peraturan lain yang

berhubungan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat
kebijakan yaitu pemerintah kemudian dilakukan koordinasi
kepada Badan dan Dinas yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan
fungsi kerjanya. Perda Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah
satu bentuk peraturan yang dibuat dalam melaksanakan
pengelolaan lingkungan, dan pemantauan dan pengawasan
lingkungan di Kota Padang. Perda No 3 Tahun 2006 merupakan
kebijakan pemerintah daerah Kota Padang yang ditransmisikan
berdasarkan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Pemerintah  sudah  memberikan
peraturan mengenai pengelolaan limbah
sungai kepada Bapedalda yang kemudaian
dilaksanakan secara sistematis dalam
mengatasi masalah pencemaran sungai
,Bapedalda  melaksanakan  kinerjanya
berdasar pada Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai
Pengelolaan Kualitas Air & Pencemaran
Air sehingga Bapedalda dapat
melaksanakan tugasnya tidak menyimpang
dari tugas pokok dan fungsi Bapedalda
sebagai Badan Pengendali Lingkungan
Daerah”®

Temuan peneliti adalah bahwa Bapedalda sudah menerima
peraturan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi pencemaran
sungai tersebut, yaitn menggunakan Perda No 3 Tahun 2006
Bapedalda melakukan pengawasan pencemaran sungai. Hal ini

berhubungan dengan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

8 Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SEM Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Ajr,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014




dimana didalamnya diatur mengenai upaya pencegahan
pencemaran sungai. Kemudian dengan adanya kejelasan
peraturan dan tugas Bapedalda seperti yang diatur dalam
peraturan yang telah dibuat maka Bapedalda akan melaksanakan
koordinasi diantara bidang kerjanya, yaitu dengan mengadakan
rapat-rapat anggota schingga akan memberikan kejelasan
pembagian tugas masing-masing para staf Bapedalda.
“seliaqp permasalahan yang Bapedalda
temukan di lapangan, seperti adanya
pengaduan  masyarakat, adanya  indikasi
pelanggaran, dan juga hal lain yang kami
terima mengenai AMDAL maka kami
melaksanakan rapat, biasanya rapat dilakukan
per triwulan atau mungkin lebih tergantung
banyaknya temuan di lapangan n29
Rapat koordinasi ini dilakukan agar anggota
mengetahui permasalahan yang terjadi yang diterima dan
kemudian dilakukan transmisi tugas dan tanggung jawab untuk
melakukan langkah perbajkan kepada anggota yang sesuai
bidang permasalahan yang dihadapi. Hal ini menunjukan
Bapedalda selalu melakukan komunikasi antar anggota schingga
semua mengetahui perrasalahan di lapangan sehingga transmist
komunikasi bisa terjalin dan jelas untuk semua anggota, dan juga
Bapedalda juga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya

menjaga lingkungan.

2% Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanzh,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014




“kami  sudah melakukan berbagai
sosialisasi kepada masyarakat melalui lyrah-
lurah  yang dikumpulkan  untuk membahas
mengenai  masalah pentingya menjaga
lingkungan,serta  memintq mereka  untuk
membantu  dalam Peryampaian  informasi
tentang kebersihan ini kepada masyarakat
sekitarnya "

Untuk melihat keabsahan datg lalu peneliti mencoba
melakukan wawancara dengan lurah tepatnya lurah Parak Byruk

“Bapedalda memang sudah pernah

memberikan  sosialisgsi mengenai  masalgh

pencemaran sungai imi, dan sudah saya

sampaikan kepada warga saya disini, namun

Saya merasa bahwa pencemaran inj merupakan

akibat aktifitas pabrik disini, walaupun kitg

tidak menutup kemungkinan batwa masyarakat

Juga ikut terlibar™?

Transmisi dari pemerintah Dengan kata lain Bapedalda
ternyata sudah dilakukan hingga tingkat masyarakat melaluj
sosialisasi kebijakan. Dengan kata lain bahwa transmisi
kebijakan sudah melewati birokrasi hingga tingkat kelurahan,
dan diharapkan dapat dilaksanakan sesuaj kebijakan yang telah
dibuat oleh pemerintah,

Selain itu, Bapedalda juga melakukan pengarahan
kepada para pemilik usaha untuk memperhatikan standar limbah

sehingpa tidak mencemari sungai dimana hal ini tertuang dalam

* Tvid
SIWawancara dengan Lurah Tanjung Saba Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang




Perda No 3 Tahun 2006 Pasal 19 mengenai persyaratan
pemanfaatan dan pembuangan air limbah.

“setiap badan usaha wajib memiliki
surat izin lingkungan, surat ini merupakan
Jaminan bahwa pelaku usaha sanggup dalam
mengelola lingkungan disamping melakiukan
kegiatan usaha mereka yang nantinya limbah
mereka akan  dibuang  sehingga ada
kemungkinan dapat merusak lingkungan,
seperti limbah yang dibuang ke sungai “*

Setelah melakukan kroscek kepada salah satu Pabrik

Karet di Kota Padang , peneliti menemukan memang sudah ada

kesepakatan dari Bapedalda dengan pihak pabrik dalam

mengelola limbah yang akan dibuang ke dalam sungai
“sebagai salah satu pabrik yang
mencakup pekerjaan skala besar ini, PT sudah
mengantongi izin dari pemerintah daerah
(Bapedalda) dalam proses pembuangan limbah
yang dihasilkan dari pabrik, sudah ada
dokumen tertulis yang sah bahwa kami memiliki

izin dalam beroperasi”*

Hal ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan yang
dilakukan mulai dari tingkat pusat sebagai pembuat kebijakan
yaitu berupa PP No 38 Tahun 2011 ditrasmisikan kepada
pemerintah daerah melalui Perda No 3 Tahun 2006 yang
kemudian memberikan tugas kepada badan pemerintahan yang
terkait yaitu Bapedalda dan dengan peraturan tersebut dan

setelah menerima tugas dan tanggung jawabnya maka pelaksana

* Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

% Wawancara dengan kepala Laboratorium PT Teluk Luas yang beralamat di Kelurahan Tanjung
Saba Nan XX Lubuk Begalung,Padang , 29 Maret 2014




kebijakan mentransmisikan kebijakan yang telah dibuat kepada
sasaran kebijakau yaitu masyarakat yaitu mengatur mengenai
pengelolaan limbah yang berasal dari kegiatan usaha seperti
pabrik-pabrik dan badan usaha lain yang menghasilkan limbah

hasil usaha nya tersebut.

5.1.1.2 Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana

kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan®*
Dalam PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai tidak dijelaskan
secara jelas mengenai’ masalah sampah yang juga ikut menjadi
penyebab pencemaran sungai. Begitu pula dengan Perda No 3
Tahun 2006 yang tidak mengatur secara jelas mengenai
penanganan sampah yang mencemari sungai. Ketidakjelasan ini
tentu akan membuat pelaksanaan kebijakan tidaksepenuhnya
berjalan dengan baik. Peneliti menemukan adanya ketidak jelasan
siapa yang sebenarnya mempunyai tanggung jawab penuh
terhadap penyebab pencemaran sungai yaitu sampah sungai ini.
“ Bapedalda bertugas melakukan

pengawasan lingkungan terhadap badan

usaha seperti industri dan pabrik. Namun

Bapedalda tidak ada kewenangan dalam

menangani penyebab pencemaran apabila

berasal dari sampah yang dibuang
masyarakat.karena  sesuai  peraturan

# Leo Agustino “ Dasar Kebijakan Publik™ hlm.151




Bapedalda hanya berwenang melakukan
* pengawasan terhadap badan usaha yang
membuang limbahnya ke dalam sungai”™”

Bapedalda mengakui bahwa kebijakan yang diberikan
kepada mereka fidak mengatur mengenai penanganan

pencemaran sungai selain limbah yang berasal dari pabrik.

Bapedalda mengganggap masalah sampah adalah tanggung

jawab Dinas Kebersihan karena bagi Bapedalda limbah pabrik
lah yang menjadi perhatian utama mercka karena menganggap
itulah penyebab pencemaran sungai.

Sementara Dinas Kebersihan mengklaim bahwa
mereka sudah melakukan upaya penanganan sampah dengan
meletakkan bak-bak pembuangan sampah di beberapa titik tepian
sungai di Kota Padang, seperti yang terdapat di Jalan Banda
Bakali dekat Simpang Haru, dan juga terdapat di bawah jembatan
dekat Taman Siswa. Bak-bak sampah ini akan mendorong
masyarakat untuk membuang sampah ketempat yang sudah
ditentukan. Namun permasalahannya Dinas Kebersihan tidak
merasa bertanggung jawab untuk mengurusi sampah yang masuk
ke dalam sungai.

“DKP memang sudah menyediakan bak-
bak penampungan sampah di tepian sungai
yang membantu  mengumpulkan sampah

masyarakat sekitar sungai agar membuang
sampah ke tempat yang kami sediakan. Namun

33 Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE, M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air, Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014




bila kita menemukan sampah yang masuk ke
sungai maka DKP tidak bisa berbuat apa-apa
karena sebenarnya tugas DKP adalah sampah-
sampah yang berada di tepi jalan raya, dan
mengumpulkan sampah-sampah  masyarakat
yang mereka buang di tempat yang telah
ditentukan”

Ketidak jelasan penanganan limbah yang berasal dari sampah ini
menjadikan kebijakan PP No 38 ‘Tahun 2011 ini tidak berjalan
dengan baik karena ketidakjelasan pelaksana kebijakannya.

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Dinas

Pekerjaan Umum yang menangani sungai

« Sampah-sampah yang dibuang ke
sungai adalah kebiasaan buruk masyarakat
kita yang tidak mempedulikan kebersihan
lingkungan, bukan menutup mata dengan
masalah ini tapi Dinas PU hanya bertugas
memperbaiki daya tampung sungai, dan
mengawasinya, pembersihan sungai yang
dilakukan PU hanya pada pengerukan
sedimentasi atau endapan tanah arau
lumpur sungai yang menjadikan sungai
menjadi dangkal, hal tersbeut dapat anda
lihat seperti pekerjaan yang sudah kami
lakukan di sungai yang ada di dekat Siteba.
Disana kami melakukan  pengerukan
menggunakan alat berat eskavator untuk
mengangkat pasir-pasir yang menumpuk di
tepian sungai yang menjadikan sungai
tersebut menjadi dangkal dan membentuk
daratan baru yang seharusnya merupakan
daerah dliran sungai.Untuk sampah yang
dibuang ke sungai itu bukanlah tanggung
jawab Dinas PU”

% wawancara dengan Bapak Marzuki STMIL (Kasi Program & Pengendalian Dinas Kebersihan
Kota Padang), 17 Maret 2014
37 Wawancara dengan Bapak Herman H,ST.MM (Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
Kota Padang), 17 Maret 2014
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Bila melihat tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan

Umum memang bukanlah salah satu pihak yang harus mengurus

pencemaran sungai. Bila dilibat dari tugasnya maka Dinas

Pekerjaan Umum melakukan pengawasan terhadap fungsi fisik
sungai saja, maksudnya apabila sungai berubah fungsi dari
semestinya sebagai daerah aliran sungai misalnya terjadinya
pembangunan yang mengganggu sungai atau misalnya terdapat
bagian dinding sungai yang diubah menjadi bangunan baru
seperti pondok maka Dinas PU lah yang bertanggung jawab
untuk menegur pelaku pembangunan tesebut. Selain itu juga,
Dinas PU melakukan pengerukan terhadap sedimentasi tanah
atanpun lumpur yang mengakibatkan pendangkalan sungai. Hal
ini sesuai tugas dan tanggung jawabnya selaku pengawas fisik
bangunan sungai. Sementara masalah penanganan sampah Dinas
Pekerjaan Umum merasa memang bukan wilayah kerja mereka.
Ketidakjelasan pemegang tanggung jawab dalam
penanganan pencemar sungai yang berasal dari sampah ini
menjadi penyebab mengapa sungai tetap saja tercemar karena
tidak adanya penanganan dan sikap dari lembaga pemerintah

yang seharusnya ikut bertanggung jawab.




5.1.1.3 Konsistensi
Konsistensi Bapedalda dalam melaksanakan tugasnya

dalam menjaga pencegahan pencemaran sungai sesuai PP no 38
Tahun 2011 sudah dilaksanakan ssuai dengan Perda No 3 Tahun
2006 ini dimana Bapedalda selalu melakukan pengawasan
terhadap lingkungan sungai, dan juga adanya tim peneliti
bertujuan untuk mengawasi masyarakat yang melakukan
pelanggaran terhadap lingkungan. Hal ini sesual dengan Pasal 11
dimana dijelaskan bahwa pengendalian pencemaran air dilakukan
dengan cara :

menetapkan daya tampung pencemaran

identifikasi sumber pencemaran

menetapkan syarat air limbah pada tanah

menetapkan syarat pembuangan limbah ke air

memantau kualitas air

memantau faktor lain penyebab perubahan

mutu air
tugas-tugas ini dilakukan oleh tim peneliti dari laboratorium
Bapedalda untuk mengetahui tingkat pencemaran air akibat
pembuangan limbah oleh badan usaha sehingga Bapedalda dapat
melakukan tindakan apabila terjadi pencemaran lingkungan
sesuai peraturan yang telah dibuat. Jadi dalam Perda No 3 Tahun

2006 ini pemerintah sudah menjelaskan mengenai tugas




Bapedalda dalam melakukan pengawasan pencemaran air yang

menunjukkan konsistensi untuk menangani pencemaran air
sungai. Kesimpulannya adalah bahwa konsistensi Bapedalda
dalam melaksanakan PP No 38 Tahun 2011 sudah sesuai dan
sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bapedalda.
Selain itu juga bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan
kesadaran lingkungan adalah dengan dilaksanakannya Program
Adiwiyata yang kemudian dilaksanakan oleh Bapedalda secara
menyelurnh di sekolah-sekolah di Kota Padang. Program
Adiwiyata sendiri merupakan salah satu program Kementerian
Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya
pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya
pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan
setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju
lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan
yang negatif.

Dalam pelaksanaannya Kementerian Lingkungan
Hidup bekerjasama dengan para stakeholders, menggulirkan
Program Adiwiyata ini dengan harapan dapat mengajak warga
sekolah melaksanakan proses belajar mengajar materi lingkungan
hidup dan turut berpartisipasi melestarikan serta menjaga

lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya.




“saat ini  Bapedalda  sudah
melaksanakan Program Adiwiyata baik di
tingkat SD, SMP dan MTsN, maupun tingkat
SMU di seluruh sekolah Kota Padang ini.
Dan sekolah kita ini banyak yang dinilai
sebagai  sekolah-sekolah terbaik yang
melaksanakan Program Adiwiyata ini. Saat
ini sudah terdapat lebih dari 100 sekolah
semua Yingkatan yang melaksnakan program
ini Program Sekolah Adiwivata ini
dilaksanakan dengan tujuan agar nantinya
para pelajar ini akan mengerti pentingnya
menjaga lingkungan hidup. "°

Apa yang telah dilakukan oleh Bapedalda
menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai Badan Pengawas dan Pengendali
Lingkungan dengan menanamkan kepada para generasi muda
tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sesnai tanggung
jawabnya sebagai pengawas lingkungan Bapedalda konsisten
melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pemerintah yang berarti
kebijakan sudah jelas dan dapat diterima dan dilaksanakan

dengan baik oleh Bapedalda Kota Padang

% Wawancara dengan bapak Emrizal, SH (Kasubid Pengembangan Komunikasi Lingkungan
Bapedalda Kota Padang) 17 Maret 2014




Gambar 5.1 Program Adiwiyata di sekolah di Kota Padang

1. Siswa SD Angkasa Lanud Padang menanam pohon dalam
rangka program Adiwiyata

Sumber Dah:memas: Bapedax'da 2013

2. Slswa SMA 3 Padang mendengarkan pengetahuvan tentang
mgkungan olleh Bapedalda Kota Padang

Sumber : Dokumentasi Bapedalda 2013

3. Berhasilnya program Adiwiyata di SMP Semen Padang




4. Siswa SMPN 11 Padang menanam pohon dalam rangka
program Adiwiyata

5.1.2 Sumber Daya
Sumber Daya merupakan faktor penting yang menunjang
keberhasilan kebijakan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan
menjadi dokumen diatas kertas yang tidak diwujudkan wuntuk
memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan

upaya memberikan pelayanan pada masyarakat™.

5.1.2.1 Staf
Sumber utama dalam impelementasi kebijakan adalah
staf. Kegagalan yang sering tegadi dalam implementasi
kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak
mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
Penambahan jumlah staf dan impelementor saja tidak mencukupi
tapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian yang

diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan®®

*Prof.Dr.Ismail Nawawi,MPA,M.Si “ Public Policy” hlm.137
*® Leo Agustino “ Dasar Kebijakan PubJik” hlm.15]




Secara langsung implementasi kebijakan tersebut
melibatkan seluruh staff di Bapedalda Xota Padang.

Implementasi  kebijakan tidak hanya melibatkan satu

implementor, namun implementor diharuskan bekerjasama secara

kolektif, baik itu antara implementor dengan implementor dan
implementor dengan sasaran kebijakan yakni para pelaku Badan
usaha harus bekerjasama karena satu sama lain memiliki
keterkaitan tugas dan tanggung jawab lingkungan.

Dalam organisasi Bapedalda, staf-staf yang bekerja
adalah staf dengan kemampuan kerja yang sesuai bidangnya.
Dengan kata lain Bapedalda merekrut orang-orang dari latar
belakang yang sesuai yang dibutuhkan Bapedalda. Hal tersebut
dalpat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.1 Kualifikasi Pendidikan Staf Bapedalda Kota Padang

Jabatan Pendidikan Jumlah

Kepala Bagian & 52 3 orang
Laboratorium Sl 2 orang

Kepala Bidang S2 2 orang
S1 2 orang

Kepala Seksi S2 5 orang
S1 3 orang

Staf S1 17 orang
D3 6 orang

Sumber : Dokumentasi Bapedalda 2013




Staf-staf Bapedalda dinilai sudah mampu  melaksanakan
tugasnya secara kompeten dan mampu meningkatkan kualitag
Bapedalda sebagai badan pengawas lingkungan. Latar belakang
pendidikan yang bisa dikatakan baik dan kompeten ini harusnya
mampu memberikan kontribys; yang baik bagi Baepdalda, Staf-
staf Bapedalda bekerja secara efektif, tegas, sesuaj Perda No 3

Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran

Lingkungan oleh staf Bapedalda tethadap badan usaha yang

melakukan pelanggaran lingkungan. Stafistaf yang bertugas
sudah mampu memberikan fungsi Bapedalda sebagai lembaga

pemerintah yang dihormati kérena ketegasan dan kompetensi

staf-stafnya,

5.1.2.2 Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasj mempunyai 2
bentuk, pertama informasi yang berhubungan dengan carg
melaksanakan kebijakan, kedua mengenai data kepatuhan
pelaksana terhadap peraturan®!

Informasi kebijakan dibutuhkan agar pelaksana kebijakan

mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara

* Ibid him 152




melakukannya, Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian
ini, maka informasi yang dibutuhkan pelaksana kebijakan adalah
informasi mengenai bagaimana dan kapan melaksanakan PP No
38 Tahun 2011 ini dan apa yang harus dilakukan oleh Bapedalda.
Terkait dengan . informasi mengenai bagaimana dan kapan
melaksanakan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini peneliti
mencari informasi kepada Bapedalda Kota Padang,

Sebenarnya  kebijakan untuk melakukan
pengelolaan dan pencegahan pencemaran
sudah dilaksanakan sejak 2006 laly dengan
diterbitkannya Perda No 3 Tahun 2006
namun ftidak diatur mengenai penanganan
limbah sampah dan hingga  sekarang
Bapedalda masik berdasar pada Perda ini
yang disusun ke dalam SOP Namun PP No
38 Tahun 2011 masih sejalan dengan Perda
yang kami punya walaupun kami tidak
sepenuhnya berpatokan pada PP yang
bm‘ua

Berdasarkan wawancara peneliti menemukan bahwa kebijakan

pencegahan pencemaran sungai sebenamya sudah terlaksama
sejak 2006 namun permasalahannya bahwa penanganan limbah
dari sampah rumah tangpa tidak diatur penanganannya. Jadi
dapat dikatakan bahwa kebijakan ini sedikit kurang dalam
memebrikan informasi mengenai penanganan limbah sampah
tersebut,

Meskipun begitu informasi kebijakan mengenai pengelolaan

pengendalian pencemaran air sudah diterima dan sudah

** Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE, M Si (Kasubid Pengawasan & Penpendalian
Pencemaran Air, Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014




dilaksanakan oleh Bapedalda dalam bentuk SOP, dalam
melaksanakan kebijakan pemerintah, Bapedalda  memilikj
Standar Operasional Prosedur agar pekerjaan yang dilakukan
lebih terarah sehingga tidak terjadi kekacauan dalam kinerja
mereka pantinya. Informasi inj memberikan para staf dan
anggota badan kerja pemerintah inj pengetahuan dan jalan dalam
memberikan solusi dan peneyelesaian masalah yang terjadi.
Seperti SOP Bapedalda mengenai penegakan hukum
lingkungan, dimana setiap laporan berupa pengaduan ataupun
temuan langsung oleh Bapedalda
1. Masalah diproses melalui Kasi Penegakan Hukum
kemudian dilakukan mediasj dengan pihak yang
bermasalah.
- Selanjutnya dilakukan penelitan oleh ahli laboratorium
Bapedalda untuk memastikan apakah sebuah kegiatan

usaha benar-benar sudah melanggar hukum pencemaran
lingkungan,

- Apabila terbukti melakukan pelanggaran maka pelanggar

dipanggil ke kantor Bapedalda dan diberikan pengarahan
untuk memperbaiki kesalahannya dalam membuang
limbah yang mencemari lingkungan.

- Apabila masih melakukan pelanggaran, maka Bapedalda

memberikan sanksi berupa penyegelan sementara agar




pihak pelanggar segera mematuhi peraturan yang sudah
ditetapkan dalam mengatur dan menjaga lingkungan
. Bila masih terjadi pelanggaran maka Bapedalda akan
melakukan tindakan keras dengan melakukan penutupan
kegiatan usaha tersebut.
Setiap SOP yang disusun merupakan standar kerja untuk setiap
masalah yang ditemukan dilapangan, hal ini agar mencegah
terjadinya penyelewengan dan penyimpangan tugas dan kerja
masing-masing badan kerja. Termasuk didalamnya mengatur

staf-staf agar bekerja sesuai prosedur schingga tidak melakukan

kesalahan yang akan merugikan badan kerja itu sendiri.

5.1.2.3 Wewenang

chen;ingan merupakan otoritas atau legitimasi bagi
para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan
secara politik®® Berdasarkan PP No 38 Tahun 2011 pasal 27
tentang pencegahan pencemaran air sungai, Bapedalda sudah
memiliki wewenang dalam memberikan sanksi hukum kepada
badan usaha yang melakukan pelanggaran lingkungan. Hal ini
sesuai pada pasal 30 Perda No 3 Tahun 2006 mengenai sanksi
administratif . Sanksi diberikan dalam bentuk surat teguran dan

dalam bentuk penutupan dan pencabutan izin usaha. Jadi




Bapedalda memiliki sebuali otoritas dalam menjaga lingkungan
sehingpa para pelanggar akan berurusan langsung dengan
Bapedalda.
“Bapedalda diberikan legitimasi dan

kewenangan dalam memberikan sanksi-sanksi

kepada settiap badan usaha yang melakukan

pencemaran  lingkungan. Sanksi  diberikan

dengan diawali pemberian surat teguran dan

meminta pemilik badan usaha untuk melapor ke

Bapedalda agar mengkm}ﬁrmasi kegiatannya

dan melakukan perbaikan”*!

Kewenangan yang dimiliki oleh Bapedalda adalah bisa
memberikan sanksi kepada pelanggar lingkungan. Hal ini sesuai
SOP Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Bapedalda.

1. Pada awalnya DBapedalda menemukan Kkasus

pelangggaran hukum lingkungan.

. Kemudian dilakukan mediasi dengan pihak
pelanggar untuk memperbaiki pembuangan
limbahnya

. Bapedalda melakukan pembinaan dan saran untuk
memberikan solusi pembuangan limbah yang benar
dari kegiatan usaha tersebut

. Bila melanggar maka sanksi-sanksi yang diberikan
melalui surat teguran pertama untuk badan usaha

" yang  diindikasikan melakukan  pencemaran

limbahnya, mereka diminta datang ke kantor

4% Wawancara dengan ibu Yenny Lusia, SE M,8i (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014




Bapedalda untuk diberikan pengarahan pembuangan
limbah yang benar.

Apabila teguran tersebut masih dilakukan maka
Bapedalda selanjutnya  melakukan penyegelan
bahkan penutupan sementara usaha mereka dengan
Syarat harus melakukan perbaikan tata cara bunang

air limbah yang benar sesuai Perda No 3 Tahun

2006 pasal 19 mengenai tata cara pembuangan air

limbah yang benar.,
Pelaksanaan PP No 38 Tahun 2011 ini dilaksanakan dengan baik
oleh Bapedalda seperti penyegelan Perusahaan UD Sumber Lagt
yang terletak di JI. Tanah Beroyo No.32 Kelurahan Belakang
Tangsi, Padang Barat, disegel Bapedalda Kota Padang®.
Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan ikan segar itu
dinilai melakukan sejumlah pelanggaran yang tidak mengikuti
kaidah pengelolaan lingkungar dengan baik diantaranya
pembuangan limbah yang mencemari sungai, tidak adanya izin
lingkungan seperti yang diatur dalam Perda No 3 Tahun 2006.
serta teridentifikasi melakukan pelanggaran sistem pembuangan
limbah yang tidak sesuai IPL. (Izin Pembuangan Limbah)
Namun masalahnya adalah wewenang ini hanya berlaku terhadap

badan usaha ataupun pabrik- pabrik yang memiliki sistem

4 http:f/hariansinggalaug.co.idfbapedalda—segel-pemsahaan-tidak-peduli—lingkungan/




pembuangan limbah, namun untuk wewenang dalam
memberikan sanksi kepada masyarakat umum bukan lagi
menjadi wilayah kerja mereka

“Bapedalda hanya bisa memberikan
sanksi kepada setiap bentuk pelanggaran yang
dilakukan oleh limbah yang berasal dari
kegiatan badan usaha seperti pabrik, bengkel,
rumah sakit yang membuang limbahnya ke
sungai, namun untuk masalah sampah sungai
itu bukan kewenangan Bapedalda lagi”™*

Dalam Perda No 3 Tahun 2006 memang tidak dijelaskan

mengenai sanksi terhadap masyarakat umum karena dalam Perda

tersebut fokus sanksi hanya kepada badan usaha namun bukan
perorangan yaitu masyarak\at umum schingga Bapedalda tidak
memiliki kewenagan dalam memberikan sanksi kepada
masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai.

Tentunya permasalahan pencemaran sungai tidak hanya
disebabkan oleh limbah pabrik saja, juga sampah yang berasal
dari perbuatan masyarakat yang membuang sampah secara
sembarangan ke dalam sungai, Namun sanksi kepada perbuatan
yang sepertl ini sepertinya tidak berjalan dengan baik, karena

lemahnya pengawasan terhadap hal yang seperti ini.




5.1.2.4 Fasilitas
Mengenai fasilitas dapat dikatakan Bapedalda sudah

memiliki kelengakapan penunjang dalam melaksanakan tugasnya
sebagai badan pengawas dan pemantau pencemaran lingkungan,
Dalam menunjang kinerjanya, Bapedalda memiliki fasilitas

pendukung untuk memperlancar kerja nya. Dalam halaman

lampiran dapat dilihat fasilitas yang dimiliki Bapedalda sebagai

inventaris. Failitas ini terdiri dari kendaraan operasional,
prasarana kerja, seperti printer, L.CD Monitor. Laptop, Komputer
serta sarana penunjang lain.

Tabel 5.2
Jumlah Fasilitas Bapedalda Kota Padang

No. Nama Barang Jamlah (upit) Kondisi

Mobil Operasional 3 Baik
Sepeda motor 7 Baik
Komputer/ Laptop 7 Baik
Printer 14 Baik
AC 18
Genset/Stabilizer/Kompresor 4
Kursi kantor 62
Meja kantor 50
Telepon/faximile/camera 3

10. LCD Monitor/TV 5

11. Dispenser 2

12. Lemari

Sumber : dokumentasi Bapedalda 2013




Selain itu juga Bapedalda memiliki laboratorium yang

berfungsi sebagai tempat melakukan penelitian terhadap sampel-

sampel yang diambil di lapangan untuk mengetahui apakah
sebuah badan usaha sudah melaksanakan AMDAL dengan baik
atau terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, sesuai IPL atau
malah melebihi kadar pencemaran air sehingga mencemari air
sungai.

Gambar 5.2 Laboratorium Bapedalda Kota Padang

Sumber : Dokumentasi Bapedalda Kota Padang 2013




Gambar 5.3 Mobil Operasional Bapedalda Kota Padang

Sumber : Dokumentasi Bapedalda Kota Padang 2013

Berdasarkan tabel 5.2 mengenal inventaris yang dimiliki Bapedalda

!

1
maka dapat disimpulkan bahw fasilitas yang dimiliki oleh Bapedalda

sudah sangat mencukupi untuk menunjang kinerja staf-staf Bapedalda.
Kelengkapan fasilitas ini tentu mendukung dalam pelaksanaan kebijakan

pemerintah yang dilaksanakan oleh Bapedalda.

5.1.3 Disposisi
Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik,sikap
yang dimiliki oleh implementor kebijakan adalah seperti komitmen,

kejujuran, komunikatif, cerdik,dan sifat demokratis. Implementor yang

baik harus memiliki disposisi yang baik?’. Menurut Edward Ii, hal-hal

penting yang perlu dicermati adalah Pengangkatan Birokrat dan Insentif.

47 [smail Nawawi,loc.cit




5.1.3.1 Pengangkatan Birokrat.

Pengangkatan staf-staf yang bekerja di Bapedalda
dilakukan melalui tes CPNS karena Bapedalda merupakan salah
satu lembaga pemerintah resmi sehingga penerimaannya harus
melalui tahapan resmi karena staf-staf Bapedalda akan
mempunyai status sebagai PNS yang gajinya diberikan oleh
pemerintah seperti lembaga pemerintah lainnya

“para staf yang bekerja disini
merypakan  orang-orang  dengan  latar
pendidikan yang jelas karena para staf diangkat
melalui pengangkatan pegawai pemerintah
yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan yang bekerja di
Bapedalda merupakan orang-orang yang
benar-benar  memiliki  kemampuan yang
dibutuhkan Bapedalda sehingga siaf yang
bekerja adalah orang-orang yang diterima
dalam seleksi pegawai negeri’

Dengan sistem pengangkatan melalui seleksi penerimaan

pegawai negeri maka akan kecil kemungkinan terjadinya

praktek KKN sehingga dapat dikatakan bahwa para staf-staf

birokrat Bapedalda adalah orang-orang dengan kemampuan

yang bagus dan berkompeten.

Penempatan SDM yang sesuai dengan kemampuannya tentu
akan menjadi suatu dampak positif karena tentu SDM yang
ditempatkan ini sudah mengerti dasar tanggung jawab tugas

mereka saat bekerja.

* Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014




5.1.3.2 Insentif

Insentif merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah
dengan tujuan meningkatkan standar kerja dan motivasi bagi
para impelementor kebijakan agar bekerja lebih baik lagi.
Terkait penelitian ini, yang termasuk insentif adalah mencakup
gaji, tunjangan maupun bonus yang diterima oleh jajaran
pegawai Bapedalda Kota Padang terkait pelaksanaan PP No 38
Tahun 2011 baik itu dari tingkatan insentif Kepala Dinas
hingga para staff dinas tersebut. Pemberian insentif yang
sesuai dengan beban kerja staf Bapedalda Kota Padang akan
berdampak pada keberhasilan pelaksanaan PP No 38 Tahun

2011 ini.

Namun menurut Bapedalda insentif yang dimaksud
adalah gaji serta fasilitas penunjang lain yang membantu
kenyamanan dan efisiensi kerja.

“kami tidak melakukan pemberian
tips-tips ataupun bonus yang bersifat
pribadi, namun semua sudah termasuk
dalam daftar gaji sebagai PNS. Mungkin
insentif yang dimaksud adalah fasilitas yang
kami miliki di Bapedalda ini,
AC Dispenser, TV sudah merupakan
perunjang kinerja kami disini”®

* Wawancars dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air, Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014




Berdasarkan penuturan informan Bapedalda, bahwa insentif

yang dimaksud berupa gaji dan fasilitas yang sudah dimiliki

oleh Bapedalda yang menurut Bapedalda sudah memberikan
efek positif dalam peningkatan kinerja staf-staf Bapedalda.
Dengan kata Jain tidak ada bentuk pungli ataupun bonus pribadi

yang diberikan oleh pemerintah.

5.1.4 Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi adalah salah satu karakteristik organisasi/ lembaga
yang secara langsung akan mempengaruhi sebuah implementasi
kebijakan. Struktur birokrasi yang cenderung besar dan berbelit-belit
tentunya akan sulit memberikan pelayanan yang maksimal, sebaliknya
struktur birokrasi yang ramping dan efisien akan lebih mudah dan
mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Meskipun para
pelaksana kebijakan telah mengetahui apa yang dilakukan, telah
didukung oleh sumber daya yang mencukupi, dan memiliki keinginan
untuk melaksanakan sebuah kebijakan, tetapi pelaksanaan kebijakan
dapat saja dihambat oleh struktur organisasi pelaksana kebijakan
tersebut. Menurut Edwards 11, terdapat dua indikator dalam struktur
birokrasi yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan, yaitu

standard operating procedures (SOP) dan fragmentasi.




5.1.4.1 Standard Operating Procedure (SOF)

Standar Operating Procedures / SOP dan Fragmentasi
(Pembagian Tugas) merupakan bagian dari struktur organisasi
yang ada. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi
mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur
organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar

Operating Procedures / SOP) Fungsi SOP adalah menjadi

pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak™.

Bapedalda memiliki SOP untuk melaksanakan
kerjanya agar dapat sesuai alur birokrasi yang ada. Terdapat
SOP Pengaduan Masyarakat, SOP Penegakan Hukum
Lingkungan, SOP Izin Lingkungan. SOP ini bertujuan agar
setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

Bapedalda memiliki prosedur tetap dalam

setiap tindakan yang berhubungan dengan

tugas Bapedalda sehingga setiap kasus

ataupun pelaksanaan tugas lingkungan

Bapedalda mengikuti SOP yang telah

disusun’’
SOP yang telah disusun dilaksanakan oleh Bapedalda dalam
setiap jenis pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedalda dalam
mengawasi lingkungan, seperti SOP Pengaduan masyarakat,

atau dalam penegakan hokum lingkungan.

% [bid him. 139

! Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalida Kota Padang), 17 Maret 2014




Gambar 5.3 SOP Pengaduan Masyarakat

Koordinasi dengan Kepala Bidang
lurah/camat di lokasi Pengkajian Dampak
pengaduan masyarakat Lingkungan

X

Mencatat informasi dari Staf
camat/lurah sesuai
pengaduan masyarakat

Pengambilan sampel

Analisa laboratorium

Tim laboratorium

Membuat laporan hasil
pemeriksaan pengaduan

masyarakat

h
Kepala Sub Bidang
Menentukan pemberian Peraturan Perundang-
sanksi bila terbukti Undangan
melanggar
Sumber : Dokumentasi SOP Bapedalda

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat SOP mengenai
pengaduan masyarakat, dimana Bapedalda akan melakukan
koordinasi dengan camat atau lurah setempat untuk meminta
izin dan bantuan serta mencatat hal-hal yang diperlukan dari
masyarakat, ataupun lurah/camat kemudian Bapedalda akan

melakukan analisa di Laboratorium terhadap sampel di lapangan

apakah hasil pembuangan limbah memang mencemari

75




lingkungan atau tidak, bila postif maka Bapedalda akan
menyiapkan sanksi dan teguran kepada pihak yang dianggap

melakukan pencemaran.

Gambar 5.4 SOP Penegakan Hukum Lingkungan

Menerima kasus Kepala bidang pengawasan

lingkungan lingkungan

h

Bidang Penegakan Hukum

l

Tim Laboratorium

!

Melakukan
mediasi dengan
pihak pelanggar

Melakukan
penelitian di
lapangan

Memberikan pembinaan kepada
pihak pelanggar untuk memperbaiki
sistem pembuangan limbah

Melakukan penyegelan bila
pembinsan tidak berhasil
dilaksanakan dengan baik

Sumber : Dokumentasi SOP Bapedalda

Dalam SOP Penegakan Hukum Lingkungan dapat dilihat bahwa
setiap kasus lingkungan akan diteima oleh bidang pengawasn

lingkungan, yang kemudian nantinya akan diproses yang
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melibatkan tim laboratorium Bapedalda untuk memberikan

kepastian pelanggaran hukum linkungan yang kemudian bila

memang terjadi pelanggaran maka Bidang penegakan hokum

akan menjatuhkan sanksi hukum lingkungan berupa teguran

atan bahkan penyegelan badan usaha.

5.1.4.2 Fragmentasi

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab untuk
bidang kebijakan di antara beberapa unit organisast yang lebih
kecil. Dalam pelaksanaan Kinerja nya Bapedalda sudah
melakukan pembagian tanggung jawab depgan baik, hal ini
dapat dilihat seperti pada tabel 5.3 dan tabel 5.4 sebelumnya
SOP Pengaduan Masyarakat dan SOP Penegakan Hukum
Lingkungan sebelumnya dimana dapat dilihat adanya
penyebaran tugas dan tanggung jawab antar bidang kerja dalam
melaksanakan sebuah Standar Operasi Prosedur. Antar bidang
ini saling memberikan kontribusi dalam menyelesaikan suatu
masalah yang ditemukan oleh Bapedalda sehingga dapat
dihasilkan sebuah keputusan yang tepat sesuai perundang-
undangan yang berlaku.

Namun permasalahan lain yang ditemukan adalah
tidak adanya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait dalam

melaksanakan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini yakni




antara Bapedalda dengan Dinas Kebersihan ataupun dengan
Dinas PU karena ketidak jelasan komunikasi kebijakan yang
ditujukan pada lembaga yang terkait dengan pencemaran
sampah sungai tersebut. Dalam pelaksanaan tugas nya masing-
masing bergerak sendiri sehingga bila ditemukan masalabh yang

memerlukan kerjasama semua instansi maka yang terjadi adalah

pelemparan tanggung jawab sehingga menunjukkan bahwa tidak

adanya kerjasama dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel 3.3
Faktor-Faktor Krusial dalam Implementasi PP No 38 Tahun 2011

Tentang Sungai di Kota Padang

No. Faktor-Faktor Faktor Pendukung Faktor Penghambat
Implementasi

Komunikasi  Transmisi sudah dilakukan ~ Ketidak jelasan mengenai
dengan baik, Hal ini pelaksana khusus dalam
didasarkan pada mengawasi dan menangani
diterbitkannya peraturan di masalah sampah sungai
tingkat daerah sehingga selain limbah yang berasal
lembaga terkait bisa dari pabrik dan badan usaha
melakukan tugasnya sesuai seperti yang diatur pada
tugas pokok dan fungsinya Perda No 3 Tahun 2006

Sumber Daya Staff dan fasilitas telah Wewenang dalam
lengkap dan memadai memberikan sanksi kepada
masyarakat umum selain
kepada badan usaha dan
pabrik tidak dijelaskan dalam
Perda No 3 Tahun 2006

Disposisi Pengangkatan staf sesuai Tidak adanya tanggung
pengangkatan resmi jawab dalam mengatasi
pemerintah melalui tes masalah sampah sungai




Struktur Adanya SOP yang jelas
Birokrasi dalam setiap tugas

karena dalam Perda No 3
Tahun 2006 hanya mengatur
pemantauan terhadap badan
usaha dan limbah yang
bersifat cair namun tidak
menjelaskan mengenai
tanggung jawab Bapedalda
dalam menangani masalah
sampah sungai yang ikut
menjadi sumber pencemar air
sungai

Tidak adanya kerjasama dan
koordinasi antar lembaga
pemerintah dalam menangani
permasalahan sungat karena
untuk mengatasi masalah
yang bethubungan dengan
sungai melibatkan banyak
instansi dan lembaga
pemerintah

Sumber : Hasil olahan peneliti 2014




BAB V1

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Walaupun Bapedalda sudah melakukan tugasnya dengan baik, lalu kenapa
lingkungan masih saja mengalami pencemaran? Dalam hal ini adalah pencemaran
sungai. Pemberian sanksi yang tegas juga sudah diberikan bagi para pelanggar
lingkungan. Namun tetap saja terjadi pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai di Kota
Padang. Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara peneliti dengan
informan, dokumentasi, dan pengamatan peneliti di lapangan terkait Implementasi
PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai serta pembahasan mengenai permasalahan
dikaitkan dengan teori Edwards III, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi
PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai di Kota Padang belum berjalan dengan

baik. Hal ini karena ada beberapa variabel yang tidak terlaksana dengan baik.

1. Komunikasi
Ketidakjelasan aturan yang mengatur mengenai permasalahan

sumber pencemaran sungai selain limbah pabrik yaitu sampah tidak diatur

dalam PP No 38 Tahun 2011 dan Perda No 3 Tahun 2006 sehingga terjadi

ketidakjelasan tanggung jawab terhadap penanganan masalah pengelolaan
pencemaran sungai ini yang disebabkan oleh limbah yang berasal dari

sampah selain limbah yang berasal dari pabrik dan badan usaha.




Satu hal yang ditekankan oleh Bapedalda adalah bahwa mereka
hanya bertanggung jawab tethadap pencemaran yang berasal dari limbah
bangunén yang berupa badan usaha, dan limbahnya yang bersifat cair
sesuai pasal 1 Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air dan
Pengendalian Pencemaran Air. Maksudnya adalah bahwa limbah-limbah
yang diawasi oleh Bapedalda ini adalah limbah yang merupakan
pembuangan dari kegiatan uszha seperti pabrik-pabrik yang memproduksi

bahan mentah, mengolahnya dan kemudian membuang ampas nya ke

sungai, limbah-limbah ini berbentuk cair namun tidak mengatur mengenai

penanganan limbah yang berasal dari sampab yang dibuang ke dalam
sungai. Jadi permasalahan masih tetjadinya pencemaran sungai adalah
karena salah satunya tidak adanya peraturan yang jelas mengatur tentang

pengelolaan limbah sungai yang berasal dari sampah tersebut.

. Sumber Daya

Bapedalda melakukan pengawasan terhadap badan-badan usaha
yang membuang limbahnya ke dalam sungai. Seperti pabrik-pabrik,
rumah sakit, bengkel, atau rumah makan. Limbah- limbah yang
mengandung zat kimia inilah yang menjadi perhatian Bapedalda. Zat- zat
seperti pestisida yang dibuang oleh pabrik karet, zat- zat kimia yang
berasal dari rumah sakit atau zat-zat sisa pembakaran seperti oli- oli
kendaraan, bensin, minyak tanah, yang dibuang oleh pemilik badan usaha

tanpa memperhatikan lingkungan sungai, maka Bapedalda melakukan




tugasnya dengan memberikan teguran, sanksi dan hukuman kepada
pelanggar agar menjadi efek jera sehingga mereka lebih memperhatikan
pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan usaha mereka.

Hal ini sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2006 Tentang
Pengendalian Pencemaran Air yang terdapat pada pasal 11 mengenai
wewenang dimana pencegahan pencemaran air sungai dilakukan dengan
melakukan pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

Dalam variabel Sumber Daya, faktor staf, wewenang, serta fasilitas yang

dimilki oleh Bapedalda sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik

sesuai tupoksi dan tanggung jawab Bapedalda. Namun terbatasnya

kewenangan Bapedalda adalah menyangkut pencemaran lingkungan yang
bersifat kimia, jadi untuk masalah sampah yang mencemari sungai,
Bapedalda tidak dapat melakukan pengawasan dan pengendalian sungai
karena alasan kewenangan tersebut. Walaupun begitu secara keseluruhan

variabel sumber daya sudah terlaksana dengan baik.

. Disposisi

Peneliti menemukan bukti bahwa ketidak jelasan siapa yang
bertanggung jawab dalam mengurus masalah pencemaran sungai yang
disebabkan oleh sampah sungai ini karena pada PP No 38 Tahun 2011
tidak mengatur dengan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam
melaksanakan PP tersebut, sehingga tidak ada instansi yang merasa

bertanggung jawab dalam mengatasi pencemaran sungai di Kota Padang




yang disebabkan oleh limbah yang berasal dari sampah yang dibuang ke
dalam sungai. Bapedalda sendiri mengatakan bahwa tanggung jawab
mereka adalah limbah sungai yang berasal dari pabrik-pabrik. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan siapa yang sebenamya
bertanggung jawab dalam mengatasi masalah penyebab pencemaran air
selain limbah yaitu sampah sungai ini, karena sesuai PP No 38 Tahun
2011 dan Perda No 3 Tahun 2006 tidak dijelaskan bagaimana penanganan

bahan pencemar sungai selain limbah yaitu sampah.

. Struktur Birokrasi

SOP yang dimilki oleh Bapedalda dapat dikatakan sudah baik namun

permasalahannya adalah koordinasi antar instansi dan tidak adanya

kerjasama antar lembaga pemerintah menunjukkan bahwa frapmentasi
kebijakan tidak berjalan dengan baik schingga permasalaban yang
harusnya bisa diselesaikan bersama-sama menjadi tethambat karena
adanya batasan wewenang masing-masing lembaga. Masing-masing
lembaga bergerak dalam lingkungan dan kewenangan masing-masing.
Sehingga kerjasama yang harusnya dilakukan tidak terlaksana dengan
baik. Dalam PP No 38 Tahun 2011 tidak dijelaskan instansi mana saja
yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan
tersebut.

Kemungkinan lain adalah sikap masyarakat lah yang menjadi penyebab

pencemaran ini. Kita tahu bagaimana sebagian masyarakat kita berprilaku




membuang sampah sembarangan tanpa memperhatikan lingkungan nya,
baik dijalan, di sungai, danau, hal ini tentu nya membutuhkan kesadaran

bersama dalam mengatasinya. Pemerintah sudah menyediakan sarana dan

prasarana yang baik, juga sosialisasi kepada masyarakat juga sudah

diberikan, nzmun bila semua itu tidak diindahkan maka tentunya
masyarakat kita lah yang memang tidak menyadari pentingnya menjaga

lingkungan.

6.2 Saran

Berdasarkan penjabaran diatas terdapat 2 Badan pemerintah yaog
seharusnya bertanggung jawab atas pencemaran songai ini yaitu Bapedalda
dan Dinas Kebersihan. Bapedalda sebagai pengawas dan pengendali
pencemaran sungai mempunyai tugas mengawasi limbah bahan pencemar
sungai, dan Dinas Kebersihan menjaga kebersihan dari sampah- sampah yang
dibuang tidak pada tempatnya termasuk ke dalam sungai. Masing-masing
lembaga ini sudah melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Namun
tetap saja permasalahan pencemaran sungai ini masih terjadi. Hal yang perlu
dilakukan adalah terjalinnya kerjasama dan koordinasi berkesinambungan
karena lembaga-lembaga ini sebenarnya memiliki kaitan karena sama-sama
bertugas untuk menjaga lingkungan.

Maka dari itu, pentingnya mengajarkan tentang pengelolaan
lingkungan memang sebaiknya dilakukan sejak dini agar generasi mendatang

lebih baik dari sekarang. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah




sudah dilaksanakannya program Adiwiyata di sekolah-sekolah, hal ini

bertujuan mengajarkan kepada para generasi muda untuk lebih
memperhatikan kebersihan dan keasrian lingkungan. Untuk masyarakat
penyadaran dilakukan dengan memberikan sosialisasi secara intens agar
masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya menjaga lingkungan.
Pemasangan papan-papan pengumuman dan himbauan untuk menjaga
lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan
kita. Namun sekarang semua hanya bisa dilakukan secara perlahan-lahan
karepa sebuzh kebiasaan baik jelek nya tidak akan mudah berubah dan perlu

banyak waktu untuk merubahnya.
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Pedoman Wawancara

Instansi : Bapedalda
1. Komunikasi
a. Transmist :
- Adakah Peraturan Daerah yang diterbitkan pemerintah dari PP No 38 Tahun
2011 Tentang sungai ini?
Apakah Bapedalda sudah memberikan sosialisasi mengenai kebijakan untuk
tidak mencemari sungai kepada masyarakat khususnya kepada industri-
industri atau pabrik-pabrik yang. terdapat di sekitar aliran sungai di Kota
Padang?
Bagaimana koordinasi Bapedalda dalam mengatasi masalah pencemaran
sungai ini?
b. Clarity (kejelasan)

- Apakah kebijakan yang diahsilkan oleh pemerintah sudah dimengerti dan jelas

untuk dilaksanakan oleh Bapedalda?

c. Konsistensi
- Bagaimana sikap Bapedalda dalam melaksanakan kebijakan yang sudah
dilimpahkan dan komitmen untuk melaksanakannya?
2. Sumber Daya
a. Staf/ Anggaran/ Fasilitas
- Apakah Bapedalda sudah memiliki staf yang lengkap dan kompeten sesuai
| bidang kerjanya masing-masing?

- Apakah sudah memenuhi kebutuhan setiap fasilitas pendukung Bapedalda?




b. Informasi
- Bagaimana staf-staf Bapedalda mengetahui ap yang menjadi tugas mereka dan
bagaimana mereka melaksanakannya?

c. Wewenang

- Apakah Bapedalda memiliki wewenang dalam memberikan sanksi kepada

pelanggar peraturan yang telah dibuat pemerintah?
- Apakah Bapedalda memiliki wewenang dalam mengembangkan peraturan ini
sehingga sesuai dengan kondisi di lapangan?
3. Disposisi (Sikap pelaksana)
a. Pengangkatan birokrat.
- -bagaimana sikap Bapedalda dalam melihat pencemaran sungai ini?
- Adakah upaya yang dilakukan?
b. Insentif
- Adakah hal-hal yang berhubungan dengan insentif menjadi penunjang kinerja?
4. Strukur Birokrast
a. SOPs
- Apakah Bapedalda memiliki SOPs agar kinerja Bapedalda tidak keluar dari
tanggung jawabnya?
b. Fragmentasi/Koordinasi
- Apakah antar instansi baik didalam internal Bapedalda atau pun antar instansi

lain melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kerjanya?
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JUMLAR ALAT - ALAT ANGELTAN - KENDARAAN RODA EMPAT

4 (EMPAT)

657,565,000/

Surmki FD 110

MERFD1X1IT2EMTTE
100- 10732047

12,000,000 BA 8324 AQ

Sl Shogun

MHBFDIZSXEITRTH45TF4
03-ID-738425

12.414.494|BA IN0AQ

Handa Sy

MHELIBA1LXTRO024125
JHLE-lQzaiT2

lz.m,soolm 2058

Henda

MHLTBO11ISK 103849

"‘m‘mlm 765837

Suradd Simrsh

MHEDE4DEASITS1TI1

4,960,
1 mowmjwn_

Suruid Smash

MHEBEADFAIIGI2580

14,960,
00 BA T6625T

Siczukd Skywrave

MHSCTSEBAAIITII

14,600,000, BATREIT

JUMLAH ALAT - ALAT ARCKUTAN - KENDARAAN RODA DIIA

96,373,994

ALAT-ALAT BENGKEL DAN

ALAT UELR.

ALAT-ALAT PERTANIAN/

FETERNAKAN




NOMOR

No. Sextiffcet / Mo Pabrik /
Kods Baruog No. Chessis/ No, Mesin

1 3
ALAT-ALAT KANTOR DAN
RUMAH TANGGA

02 06 W Wirlics 750,000 | UMM

0z AC Spltt 1.500,000|PK2L

Lessari Besd 1,000,000|R DATA PEDAL

7UMUM, 4PL, 4 FEDAL, 3
800,000 oy ASDAL, 5 FX2L, 1 KEU

4 UMLUM. 1 L, 3 PEDAL, 3
WASDAL, 3 XEU

2UMUM, 2 PEDAL, |
WASDAL, | PK2L,

12,%24,000| UMM

Mzin Tulix / Mefa Kega

Kizsi Keyn / Stof

glR| | R

1,000,000

]

Filing kabioct 4,000,000

LCD Proyedtor

4,01]),&.‘0‘?. DATA

8,000,000, UMUM

Meja Kepala
Farsi Kepala

543, 0001, TAMU

7.943.nmirm|.

Mcin Kexja Biro f Bz 0 B.?SELMOP RAPAT, ] SEXRE, }

[PEDAL, 1 WASDAL
4,911,5011PL, PEDAL, WASDAL, FKIL

Kurs] Putar / Exa [

AC Sglit 7,550,000 LML

AC Split 1,650,000

Dispenser 1,695,000

| Kompetor pegrolahen prji 8,500,000

E{E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E

Printrs Latetje 5,000,000}

UFS ICA 1,430,000 [UMUM

2,230,000 | WASDAL

12,925,000 | KEY (RR)

glalz|2lale|®|e|g]|8

Rek Kayn 4s0.900[KEl

368 00| | UBUM, TFL 1 PEDALL

£1E(8(E

Meja Kegja Stal
Kurs] KasybogKasiid

Kursi 5taff Rapat

8
g

1,335,1B0]1 UMLIM, 1 PL

gggagaaggaggagaaggga

£

2,650,730 (R RAPAT




JUMLAH

]

K=y,
Herga

4 13

4,900,000 [UNMUM, LABOR.

-
g

w

g

AC Spit Laboretorium Pascenie 1.5 PR 18.802,23012 LABOR, 1 KEU

AC 5plit Laborstorium Panascnic 1 PX
Almar] bizea ekl kaca depen
(Tt o}

36,520,000|8 LABOR.

E18|8

Lol 7,735,000 | LABOR

Filling kahinet 4 laci lop Iehoeaiorivm TOP 7,700,000 | LABOR

Koumpter pistm informns keaanga HP/Cors 2 Dug 17,400,000{ KEU

Printer

HF 1o

2,100,000 PEDAL

Pricter

HP PLOOS

2,500,000 [KEL

g|le|leglale|[gie |2

Toahiba L300 - L301

16,000,000 |LABOR

2

Kursl paaar

3,250,006 £, PL, 3 PEDAL, 2 WASDAL

L250,000| KEU

&DOD.ODGILABOR

1JOD,DDD|1.|\BGR

2lgle|a

ZJOD_DCO'P L

Laokal

E|E|E|R|E|E|E|E|E|EE

350,000 LABOR,

Tinggd

£

SEKRE, PL, WASDAL, FK2L,
MIM]RDJKT;\

Lakal

g

7,975,000 [LABOR

gt lslzl®|z|gle|lglg|e|2|g|B|R|& |7

2|B|2|&

1P Color Lagorier CP123S

g

4,158,000 |[UMLM

HPF222?

£

2ATEO00 [ WASDAL

Leptop

Toakiba M BOG 5 334

g

37025,000| WASDAL, PY2L

g8

Almor { Lemar] Besi

Fresta

g

3,500,000| Uerum

Rak / Lemesi Buka

JJOD,MIR DATA

Mzja Kerja Staf’

4.760,00051 PR2L, 3 KEU

gle|lzg|R|&%|=

Meja Kexfs Kobid/Ess I

LAMLC0[FE2L

=
&

1 Meje Kexja Konbid

1,780,000/ L KABIDF L

2

Wersi Kerfn Staf

2400000 L PL, 2 PX2L

[Karrai Kejs kabid / Exa O

%‘%‘%‘%‘%‘%‘EE'?E%E‘EEEEEEE’EEEE§EEE-E

IJOOM‘SEJCREI‘ANS




]

Na, SertifTiont / ta Pabrik f
No. Chessis /Mo, Mesin

4 &

‘Namaenis Bareng

—
—

]

Kurai Revia Kancbid

Moja, Kursl, Rak dig Meja Komputor
Mtja Resjn (Leborposiom)

Kurai KeeJa (Laboretorons)

Mrvin Hituog

E

g
®

Papen Pelrymen

s

(8|8

FElEEE|E|E|E|E|E|R|E

glg|lzr|slelg|z|8|s|c|R || |8 |8|=

glsjg|=|&gle]|el®

elglelelelelelele|elelelelele]e]s)s
flE|e|e

B
£

Crom MF

EF

Bigster

Wexin Ketlk ROYAL

w
&

IKampetee /FC Inte] 750 Core 2 Duay PRIL

Printec {HP Laser Jet PLIOZ 2,000,000 |PK2L

Futura 5,100,000 |LABOR

Futara 1,440,000 |LABOR

E|E|E|E|E

3,90CI,DOOIKEFAM

B|e|E[B|R|E|E|X

o
=

S.DOO.UOOIL&BO‘R

JHHEHEERIBEUREEHEEE

7,990,162 ]KEUANGAN

B




NOMOR Spesifiins) Barang dadfCen | oy | Uk Bang Keadaan JUMLAH
v | el Reg Vel B kel el N = e R R S e m
1 2 3 1 3 5 7 ' 5 ) 1 12 o T 15
1) 2 04 03 OF 03 0013 ‘Priotar Caooa MX 356 Fiber DAK 2o it Buik 1 1,304,000 |LABOR
2 {0z s o o050 Wi [Frintr i}m Laserfet Fiber DAX 2012 it Baik l 1,800,000 |LaBoR
B2 05 63 05 19 o004 |Subizm I eritea 2000vA Fiber DAX 2012 wil Bek 1 4,700,006 [LABOR
E H 02 06 DL o5 D003 Genaet (Wit Pro Bewi DAK 2012 unit Baik 1 4,145,000 JLABOR
mw o5 ol =] 0201 Kompprascy Fecth Air Comprassar Besi DAK 2012 Rt Baik 1 31,100,000 JLABCR
% [ o8 01 0042 [McjaKerja Peicbat Eselon 0 K AFED 2012 Set Buik 1 2,800,000 {KEPALA
v ole o @ 0049  [KureiKerja Pejser Eselon BuswSesi | ArmD 012 vt | Bek 1 1,500,000 {KEPALA
B} 02 08 D01 08 12 00050010  |Abmari Keca Lokat KnywKaca DAK il Uit Baik 2 1,400,000 {LABCR
89 |02 66 0z 06 O3 0003 v - Meml Hibah 2042 Tnit Baik H 5,100,000 R KEPALA
W [ s o 0 00490098 [Kersibesi Vios Hibeh 2012 Unit Baik . 2,240,000{R. RAPAT
9] 0z M 02 o boLs AC Split Merk Pansscedc Type PC 18 MEH Prneacmi Mzl AFBD 2013 umit Baik 1 T.555300 [R. RAPAT
o 2 ® o e 0006-0008 | Laptop *"’i‘ggz“gf;‘h}’w"‘" Metal APED 2013 Uit Baik 1 19,500,000 {LIMLIM, BL, LABOR,
Mo g 9 4 02 0001 Leyzr Proyekior (Toiped Scrom) Pelai ksl |Orca BeiPlastk AFED 013 Thuit Batk 1 1,300,000 {LMUM
“ % @ 05 10 ooo  [Globel Postiectng Syviem (GFS) Sountevel Maal APED 2011 Use | ek 1 2,500,000 [WASDAL
93 06 92 0l 7 049 Meia Rzsgptioni Lokel X AFED 2053 Limit Beik 1 4,000,000 |LABOR
sl o6 02 oo m 0020 |ACSplit  — 25K Metal AMED 1 v | sa 1 £,530,000 [LABOR
7 |m@ o™ o ¢l 1 0oL (Benghu Tumggu Fimioni FE6d 4 Tempe Duchik Bl APFED 2613 Unit Baik 1 1,950,000 |LABOR
98 92 05 4 3 @ 0570077 | Kurai Fapat Futurs Begibua AFBD 2013 Uit Baik 20 4,500,000 |K. RAPAT
9 [z 06 02 o 12 0002  |Wiralka Xeluloat XE-I803KU Ml APRD 2003 Ut | Ba 1 2,400,000 In MU
w e 6 6 o o7 0001 |Mevin Abocesi Scaune Mol APBD 2013 | Bex 1 6,000,000 |n. UMM
0l B2 8 0 o 12 oall Almarl Arsip Loka] Keyuw/Kma AFBD pluE] Unir Baik 1 3,744,700 [PEDAL
JUMLAR ALAT - ALAT KANTOR DAN RUMAR TANGCA 3881525
Q.06 |ALAT-ALAT STUDIO DAN
ALAT KOMUNIAST
1 |2 o e o 2 001 [Peiie Fiber DAK 2009 e | Be 1 2,000,000 LABOR
2 |2 @ o oo on 0001 |Tetphon Wiretess Witk Fiber DAX 2008 Ut | Bek 1 369,000/1R0M
s |l o0 owm oo o0l |Comem Sony Cyberzkt DSC-WS70 Bed DAK 2011 Vit | Bk I 3,500,000 |LABOR.
¢ |2 o7 o am o2 ity PoyrkiorsAncmat Sonry DCR SXME Metal DAR 20 i | Bek ! 5,250,000 [WaspAL
JUMLAH ALAT ~ ALAT STUDIO DAN ALAT = ALAT EOMUNIKAST 11,745,000/
| | ! i ]







NOMOR,

K;dtﬂm

No, Sertifiat / No Pabeik
No, Chesxis / Na, Mesin

14

ALAT-ALAT LABOR

0z 09

i3

{R.500,000

09

01

14,000,000

16,150,000

7,750,000

E|E|E|E|E

3475000

¥D. 3200

g

7,200,000

Tipa DR/ 330

g

600,000

M. 22 EP

49,050,000

[=)
-~

HISI43

17,600,000

vortical Weter, SAMpha,
sempling Dendery

25,400,000

Pocheklz Turbidity

25,500,000

Portabet PH Mater Temoprratur

4,995,000

Tr. 320. Reagent cell Test

80,000,008

Tobeng reckt, behen kinds,

iulcns, dF

261,024,000

Shimadm GC-2014

306,662,300

Cale Parmaer

“-154.6201

FRIFRERIENEERERE

Lab tech DWE 6

1 l,03§,850'

WEN-130 B

412,500,060

2000 g

3,575,000

Bl3|esls|cje|B8|8]|"

Yecurm pump

3,445,000




Wezua/Tenis Bareng

N, Senifilet f No Pabrik /
No, Chassin/ Mo, Mesin

i

4

Pemanas Listrik

Cordenser Lishig

2722500

(Alzt IPAL

243,000,000

Qs Sumple/impinger

New Ster Enviromental/RAC §
(209021-1)

92,400,000

Adr Flow PM10-HVS High Vohane Sampler |

sapler FM-10-HVS

B

183,975,000

Witer Station Wircless

Cole Prrmer/Dizvis Ventege Proz

34218,000

Autorlsvn

Hireyama! HYESO

61,040,600

GRS

1C0mmin/ GPEMAP 60 5CX

4,180,000

Incubator

Menmenl/TNE $00

15,530,000

Ring Klem

OMM3,1039.00

1013535

Rle|(2|&[2|BR|R| R

3|8 |B{8|2|8|8|¢

idroemeter Dinding digita]

420,400

R

Cureat Spechintg Meter

5213400

Calibration Weight $00 gr

TIe00

Buret Micro 10 m!

E|E|E|B|R[B|R|B|R(&|B|B|B|%

4,767,400

Restayry Bipett st P (3957000

=]
=

1,k72 600

Spectrofoctor UV-Yia

SHIMADZUATY- 1000

134,000,000

Atic Absorption Spectrophametat (AAS)

SHIMADIUYAA-FO00

380,R00,000,

g|8|s|8|2 |2

Fromsee

THERMOLYNEF5010

33,000,000

2

Horizonta! Water Sempler

WILDUOY1 12-G42

12,100,000

Wit Bath

MEMERTWHNE 45

26,400,000

Fot Plate Stirrer

TKARCT Basic ICAMAG

100,000

PH Meter

Hmna Instroment

520,000

Meain Weste Water PrriBoatiom

Dirpet- 33

121,850,000

glB|3|R||2|(2|2|2|8(8R]|&

Eghn Sounder

Spexdicch

§2,100,000

o
a

12,000,000

Horaca Amlith

AR 220-4KM

0,240,000

Desicator Auteedry Vertla!

1543621

14,850,000

B8R

Dexicator Without Staprock Dismeter 150
mm

49061 19t

Desicator Withom Stopsock Dismeter 200
[

49068 M0

ElE|E(f(8 (6|80 |E|6|g|g|c|elg|g|n|F|E|e]ele]t




NOMOR Speaifikasi Baveng Agl{Cam Tim Ukutren Barang Keodamn
bre Rots Brag Regie Necaess Burog Mk NS Ty | reet VRGO S e | Do | e a
1 1 2 4 3 [ 3 9 10 1 T 13 13 5
1 o 6 2 o® oo 9001 |Poonel Separotery Shaker Yomro A 40 DAK 2013 Uit Bak 1 w520
s2 a2 06 02 03 @ | 0000002 [HestingMentha$00m) Electrothiermal M0 DA 2013 Uit Bek 2 8,636,000
1 Joz 6 » ow oo 0001  (Rotary Eveporston Brck] Rotavigar R DAK 2013 5t Baix 1 88,220,000
5 % 02 » 0 0001  |Refigerator Laborstorium GEA Expo-1050AK DAK 013 Dait Bek 1 17.050,000
3 06 02 09 01 | 000i-0002 |Digial Bumd Wiseg 3497050 DAK 2013 et Baik 2 19,180,000
55 %6 @ o 0 000L  |Gedehd Distilistion Appacatus Py JUELDAHL-DIST-AYP DAK 2013 Uit Baik ! 143,000
57 6 02 o o 0L  |Cyeaids Distalliton Apporetis Pyrex 1101CYANASET DAR 2013 it Beik 1 2,355,000
58 oz 05 02 ® o 0001  |Ammothos Disallidon Apparans P C}0BAMMOM.SET AR 2018 e Bak 1 zzuu.nml
5 0 02 09 oL | 00000002 [Automeiic Bt AmberS o Pyrex F-B-2(03BURET2SS DAK 2013 it Baik 2 10.340,cml
&0 w 02 B o 0001 [Mibrophet 0510w dm U Micatps  {CAAP CIHASL DAX 2013 it Baik 1 2,065,000
& 6 m w o 0002 |Mioopipet 10000 ol dan Yellow Etips |CAAP CLO01ASL DAR 2013 Uait Buik 1 2,005,000
iz ;e o6 2 » o 0003 {Mikropipet 100-1000 0 dmaCler ftfips | CAAP CI001ASL DAK P Uhie Bak 1 2,005,000
& %6 02 0o o 0006 18 ool denbiae St iips cap CS000-1A-5L DAK 2013 Unt Bk 1 2,200,000
8 06 2 ® o 0001 0510 Uica i it with Ay TAR DA 2013 sz Bek 1 528,000
@ | 6 2 ® o 002 |0.5+10 Untre Mo tps Fite Baricn, Bull. [ Anygen TFa00 DAK 2012 Uit Baik 1 208,000
6 | 5 ®» o a 0003|200 Universal Fi ips With Recked Axygen TRIR-YR DAK 2013 Uit Balk i 72,000
e lo2 05 @ oo 0004 |Z90 Umiversal Fi tipn With Racked Axygen TRIIBLR DAK 01 Uit Bk 1 8,000
it o % @ o o 0005 {1000 Universal Fit Tips With Racked e T-H00BR DAK 2013 Uit Beik 1 m,cml
06 02 09 01 | DACA0006 [Miaupipctta Stnd CAAR 506 DAK 2019 Tnir Bak 2 1,111,000
02 06 02 09 Ol | 00010003 MooBax3SL Marina M9 DAK 2013 Dz Bok 3 1,584,000
| 6 2 ® oo 200t |CODratmtbemareactor Merk RTR620 DAK 2013 Uit Beik 1 3,340.000|
n 06 02 o 0l 0001 |[Lexninar Adriiow Cabines Esa AHC4DL DAK 2013 Unit Btk ! 55,430,000
02 00 o 122R 000l {Plecder Laboretotum Werlng 2010 BUT + 55610 DA 2013 Uiis Beik ] 5,105,000
" |l u @« o oog] [V Sampler unhuk mumur den kelam Wildeo 1280-81 DAK 012 it Bueik 1 19,200,000
3 |2 & o o 0001 |Troffuntuk Laboratorium Dharma DHEITIS1 DAK 2013 et Bak 1 3,060000
% | o [+ 0001 EcTubbit DAX 013 Uit ik 1 16,720,000
7 |2 o6 ot 000l |LabAire HORyen Bel-Ant ¥ 139730011 DAK 113 Uit Bek 1 1,319,000
n loo o o1 | ooonony [LADUkirwihglesk sbppar amber ST gy 55640500 DAR 2013 Bubh | Bak 3 1,056,000,
m |e o o1 | oonapoos |LaDukiewnGime stopparembnr GO ey 35640-1000 DAK 2013 hah | Bek 3 1.452,000
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530375500

S403F32000

41 183 54

5342R0KA 1000

666,000

03, 129400

Burst Amber 2% mi

B-BURET23

Rak Carong Plaah 200=300 m)

320602

s|lsls]&e]|8|8|B|8

Rak Corog Pisah 500+1000 mé

3-206-03

o
~

Rak Corong Plexh 2008 m)

330606

Thamaohigrometer

30, 5003

03, 1434. 00

03, 1436, 01

Ll

ML

PCA3

SYANITHSV21T

E|E|E|E|E|E{E|E|EJE|E|E|E|E|E(E B

Arsator EOD

gl |2(R|elr8(®

BlB8|8|8|8|8|R|R|8

Cavian Muminhurf 55 With (d

Fing Klern/ ring for Stand

o
i
0
®
0
oy
®
1.4
o4}
1)
o»
0%
o
0
2
»
o
2
-]
LY
®

Oxbital Shaker Digial

5731-Hp

(Conductivity Meter Portabin £05

APYI560.97.000

Preciclon Belance

EWEI0-IM

Vacuum Pump + 155 Fiter Holder

TNF Model N B5 KN 18

g|23]|2

alr Sampling Pump MP-E30H

Mp-

gslelglels|{zlz|z|s|sg]als|sg|a||r|8||2|R|R|&]|F|2|=

&l Sayling Pump MP-EIG0N

MP-E300H

]

alr Sarmpiing Pump IMPINGER HOLDER.

IMPINGER HOLDER

air Sampllng Purng MIDGET IMPINGER

ol Sarrpdiog Pumg TRYPOR

AR HANBBHHHBHBEBHHHBEBEBEEHEH!

slelsislsls|els|elslcs|g|e|E|E|elE|e|e|e|dle|E|E|s|5|E|E|El=




JUMLAH

No. Sertifilort /o Pabreik /
Na, Chnrsia/ No. Meain

Harga

14|

JUMLAH ALAT DAN ALAT - ALAT LABOR

A1FTTITIMN




GEDUNG DAN BANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG

03 11 o 03

o 11 a0

410,147,905,

Rekab Geding Labor Lama

Tanth Lepangan Parkir Koohlak

| Yeepritaliens] durt Beluajn Peyprwed Bareng dzn
Ima

 Petabonnam Teknin}

™ ¥ o ¥ -u_‘..-- (

Peleiesaruen Pekerjnen Belargn Modal
Peagadasn Kootreks! pagar don tzrofis
Gedung Loboratotii Barn Bapedakds Kota
Podemg

Henot Peogawes Lapengas

Belanjn Modal Pragedasn Kontruksi Pager

[REM B, -]

Honot Peipewis Lapengan




Mo, Sevtifkat f Mo Pebeik /
No, Chassis / Na. M

k]

BANGITNAN MONUMEN

JTALAN, IRIGAST DAN
TARINGAN

JALAN DAN JEMBATAN

| BANGUNAN AIR/IRIGAS]

D¥STALAST
0z o
TARINGAN

02 03 o1 03 0l

ASET TETAP LAINNYA

BUKL DAN PERPUSTAKAAN

BARANG BERCORAX
[KESENIAN/KEBUDAYAAN

HEWANTERNAR DAN
TUMBUHAN

Mengetaind,
Kepaln Bepedalda Kota Padang

Dr, 1. Edi Harymi, M. 5i
KiP, 19660131 198602 T 0L

Yuorh AMd
INIF, 19870720 201101 # 602




SOP : TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT EKOTA PADANG
Prosedur : Pelaksanaan Veriflkasi Pengaduan Masyarakat

Aktivitas

Mutu Baku

Kabid

Kelengkapan

Waktu

Output

Koordlnasl dengan pemegang otoritas wilayah
administras] di lokasl yang dilaporkan masyarakat
{Camat/Lurah)

Surat Tugas

30 Menit

Informasi untuk verifikast

Mencatat informasi yang diberikan pamegang
otoritas wilayah adminlstrasi setempat

Buku Catatan

30 Menit

Data untuk verifikasl

Mengumpulkan dan mencatat data dan Informasl di
lokasi yang dilaporkan masyarakat didampingl oleh
otoritas setempat {wawancara, pengambilan
foto/videq, dif)

Buku Catatan

Kondisional
{1-8J)am)

Data untuk verifikasi
kasus lingkungan atau
tidak

Menentukan apakah kasus yang dladukan adalah
permasalahan ilngkungan atau tidak

Laporan dari staf /
observasi

langsung

Jika permasalahan lingkungan, maka pengumpulan
data dan infermasi lebih lanjut ditakukan dengan
pengambilan sampel, photo/vidan, wawancara, dil

Sesegera
Mungkin

Keputusan untuk
melanjutkan verifikast
atau tidak

Peralatan
pengambilan
sampel, dll

{Kondisional
(1-8jam)

Data untuk Verifikasi
pencemaran / perusakan

Analisa sampel {fistka, blologi, kimia) di laberatnrium
dan anallsa data scslal ekonomi

Tim Laboratorium

5x 24 jam

Data untuk analisa kasus

Menginventarisir, merekapitulasi, dan menyusun
data dan Informasi yang diperoleh darf hasll analisa
[aboratorium dan anallsa data soslal ekonomi

Lembar Hasi Uji
Lab, Rekap Hasll
Wawancara, dil

Berkas kumpulan data
dan informasl

Menganalisa data dan informasi dari hasil yang
diperoleh

Berkas kumpulan
data dan
informasi

Kesimpulan hasil verifikasi
pengaduan masyarakat




Membuat laperan hasll verifikasi pengaduan
Imasyarakat

Kesimpulan hasit
veriflkasi
pengaduan
rasyarakat

Laparan Veriflkasl
Pengaduan Masyarakat

10

Membuat surat ke usaha/kegiatan terkalt dan
|instanst terkait tentang hasil verifikasl pengaduan
masyarakat atas dugaan pencemaran atau perusakan
lingkungan hidup

Laporan Verifikasi
Pengaduan
Masyarakat

Surat pemberltahuan /
sanksi administratif

Membuat surat pelimpahan kasus ke bldang
penegakan hukum lingkungan [ika pengaduan
masyarakat tidak dapat diselesalkan dengan sanksi
adminlstratif

Kronologls
permasalahan dan
arslp surat terkait
kasus yang
diselesaikan

Surat pelimpahan kasus
dan dokumen terkait




SOP : Sekretarlat Tim Teknis Penilai Dokumen UKL & UPL/ DPLH Kota Padang

Prosedur : Penerimaan Dokumen UKL & UPL/ DPLH

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Pemrakarsa

Kabid

Kasi

Kelengkapan

Waktu

Output

Menerima draft dokumen dan permohonan izin
lingkungan dari pemrakarsa sebanyak 2 {dua)
eksemgplar

Draft Dokumen

Seketika

Draft
Dokumen

Membuat bukti penerimaan dokumen kepada
pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal
penerimaan dokumen serta mengarsipkannya

Draft Dokumen

30 Menit

Bukt]
Penerimaan

Mendistribusikan draft UKL&UPL atau DPLH kepada
Koordinator Tim Teknls untuk memerlksa
kelengkapan adminlstrasinya

Draft Dokumen

Bukti
Pendistribusia
n

Menginformasikan kepada pemrakarsa hasil
pemeriksaan administrasi kelengkapan dan
kesestalan dengan Peraturan perundang-undangan

yang berlaku

Surat Hasil
Pemeriksaan
Dokumen

30 Menit

Hasll
Perneriksaan
Dokumen

Apabila draft dokumen dinyatakan belum lengkap,
pernrakarsa diminta agar dapat melengkapi dan
menyesualkan dengan peraturan yang ada

Surat
Pemberitahuan

Seketika

Informasi
Kelengkapan
Dokumen

Apabila sudah lengkap maka pemrakarsa dlminta
untuk memperbanyak dokumen sekurang-kurangnya
10 {sepuluh) exernplar

Surat
Pemberitahuan

Draft
Dokumen

Membuat pengumuman melalui multl media atau
papan pengumuman

Pengumuman

30 Menit

Kegiatan yang
strdah di

umumkan




SOP : Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kota Padang
Prosedur : Keputusan Kelayakan Lingkungan

Aktivitas

{Menyerahkan format SK Kepala Bapedalda mengenai
kelayakan lingkungan atau ketidaklayakan rencana usaha
den/atay kepiatan kepade penanggung jawab materi untuk
dilengkapi :

Membuat memorandum undangan rapat untuk mendiskusikan
muaten draft SK yang telah dibuat oleh penanggung jawab
materi (rapat intern Bapedalda Kota padang dan/atau dengan
ahli hukem dan/atau ghli teknis) dan/atan membuat surat
undangan (rapat ekstern dengan mengundang ahli hukum
dan/atau

|ahli teknis dari luar Bapedalda) jika diperiukan

Surat Undangan

| Surat Undangan siap untuk
didistribusikan

Meminta kepada pentrakarsa untuk memperbanyak dokumen
ANDAL, RKL RPL final dan CD ROM-nya serta membuat
abstraksi dokumen AMDAL

30 Menit

Informasi diterima pemrakarsa

Memproses SK Kelayakan/K etidaklayakan Lingkungan dan
Salinan SKnya

30 Menit

SK yang sudsh diproses

Membuat surat pengantar SK Kelayakan/ Ketidaklayakan
Lingkungan beserta dokumen ANDAL, RKT, dan RPL

30 Menit

Surat Pengantar yang telah
dibuat

Menerbitken izin lingkungan

30 Menit

Izin Lingkunpgan yang telah
terbit

Membuet pengumuman penerbitan izin lingkungan melalui
multimedia atau papan pengumuman

30 Menit

Izin Lingkungan yang telah
dinmumkan

Mendistribusikan SK Kelayakan/ Ketidaklayakan Lingkungan
beserta dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada pthak-
pihak terkait (sesuai dengan SK)

S Jam

SK dan Dokumen yang telah
terdistribusi

Mengarsipkan SK dan dokumen ANDAL, RKL dan RPL

30 Menit

SK dan Dokumen vang telah
diarsipkan




SOP : Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan

Aktivitas

Output

Menerima kasus lingkungan hasil dari pengaduan
masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di bidang
Wasdal dan hasil pengawasan yang dilakukan
bidang Wasdal tethadap kegiatan yang tidak
mentaati UU No. 32 Tahun 2009

Data permasalahan yang
diterima dari Bidang
Wasdal

Mengundang para ghli lingkungan

Surat Urdangan

Kajian tentang ada atau
tidaknya kerusakan
linglungan

Untuk kasus karena pengaduan masyarakat
dilakukan mediasi dengan mengundang para pihak
yang bersengketa

.

Surat Undangan /
hasil kajian para
|ahli lingkungan

Terselesaikannya atau
tidak kasus lingkungan

Apabila mediasi tidak dapat menyelesaikan,
dilakukan penefitian oleh tim 2hli { Tim Independen
)

K
4

yd

Bahan data /
informasi dari
pihak yang
bersengketa

Kajlan tentang ada atau
tidaknya kerusakan
lingkungan

Untuk hasil pangawasan terhadzap kegiatan yang
tidak taat T No 32 Tahun 2009, meminta masukan
dari para ahli dan SKPD yang terkait

Undangan

saran, masvkan dan
tanggapan

Tim ( Bapedalda, SKPD terkait dan Tim Ahli)
nelakukan peninjavan kelapangan

Data dan
informasi

Temuan kondisi
sebenarnya dilepangan

Melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang
tidek taat pada UU Ne. 32 tahun 2009

Perintah untuk
melakukan
pengelolaan
lingkungan

Taatnya perusahaan
terhadap U No, 32
Tahun 2009

Melakukan penyegelan apabila perusahaan tetap
tidak taat pada UU Ne. 32 Tahun 2009

Perintah untuk
melakukan
pengelolaan
linglungan

Tethentinya pencemaran

lingkungan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka konservasi sungai, pengembangan
sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 36
ayat (2}, dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Sungai;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUNGALI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sungai...
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Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau
buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di
dalamnya, mulai dari hulu sampai mmara, dengan
dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Danaun paparan banjir adalah tampungan air alami yang
merupakan bagian dari sungei yang muka airnya
terpengaruh langsung oleh muka air sungai.

Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri
dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat
banjir.

Pengelolaan  sumber daya air adalah upaya
merencanakan, melaksanalkan, memantau, dan
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya
air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian
daya rusak air.

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan
sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran
sungai dan/atau pulan-pulau kecil yang Iuasnya kurang
dari atau sama dengan 2.000 Km? (dua ribu kilo meter
persegi).

Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi
palung sungai.

Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai
dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri
dan/atau kanan palung sungai,

Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan
palung sungai yang ditetapkan sebagai batas
perlindungan sungai.

10. Masyarakat ...
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. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik
sebagai orang perseorangan, kelompok orang,
masyarakat adat, badan usaha, maupun yang
berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi
kemasyarakatan.

. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yahg memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air.

Pasal 2

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai ruang sungai,
pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan
pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan
negara.

Pengelolaan suyngai dilakukan secara menyeluruh,
terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan
untuk mewujudkan kemanfaatan fungsti sungai yang
berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi,
atau  pemerintah  kabupaten/kota  sesuai dengan
kewenangannya.

BABII...
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BABII
RUANG SUNGAI

Pasal 5

Sungai terdiri atas:

a. palung sungai; dan

b. sempadan sungai.

Palung sungai dan sempadan sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membentuk ruang sungai.

Dalam hal kondisi topografi tertentu dan/atau banjir,
rang sungai dapat terhubung dengan danau paparan
banjir dan/atau dataran banjir.

Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan
sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem

sungai,

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurnf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara
ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan
kegiatan manusia tidak saling terganggu.

Pasal 6

Palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a membentuk jaringan pengaliran air,
baik yang mengalir secara menerus maupun berkala.

Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan topografi terendah alur sungai.

Pasal 7

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul
untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung
sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran
sungai.

Pasal8...
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Pasal 8§

(1} Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan
palung sungai di antara garis sempadan dan tepi
palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di
antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk
sungai bertanggul.

Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan pada:
a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan;
sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
sungai yang terpengaruh pasang air laut;
danau paparan banjir; dan
mata air,

Pasal 9

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam
kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat {2} huruf a ditentukan:

a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri
dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam
hal kedalaman sungai kurang dari atan sama dengan 3 m
(tiga meter);

. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi
kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai,
dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter)
sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan

. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter] dari tepi
kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai,
dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m {dua puluh
meter).

Pasal 10...
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Pasal 10

Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2} huruf b
terdirl atas: :

a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500
Km? {lima ratus kilometer persegi); dan

b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau
sama dengan 500 Km? (lima ratus Kkilometer
persegi).

Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar

kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurmf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 m

(seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai

sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar

kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh

meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang
alur sungai.

Pasal 11

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf ¢ ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter)
dari tepi Inar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 12

Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter)
dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 13

Penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e,
dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis
sempadan sesutai Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12
yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 14 . ..
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Pasal 14

Garis sempadan danau paparan banjicr sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f ditentukan
mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak
50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang
pernah terjadi.

Pasal 15

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2} huruf g ditentukan mengelilingi mata air
paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat
mata air.

Pasal 16

(1) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

_ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian penetapan
garis sempadan.

Dalam penetapan garis sempadan harus
mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai,
kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta
memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan
sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan
operasi dan pemeliharaan sungai.

Kajilan penetapan garis sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit
mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis
sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan
yang terdapat di dalam sempadan.

Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang
dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai kewenangannya.

(6) Tim ...
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Tim kajian penetapan garis sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) beranggotakan wakil dari
instansi teknis dan unsur masyarakat.

Pasal 17

Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat {2} menunjukkan terdapat bangunan
dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut
dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap
harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi
sempadan sungai.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan
sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang
meliputi:
a. bangunan prasarana sumber daya air;

fasilitas jembatan dan dermaga;

b.
¢. jalur pipa gas dan air minum; dan
d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.

BAB Il
PENGELOLAAN SUNGAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pengelolaan sungai meliputi:

a. Kkonservasi sungai;

b. pengembangan sungai; dan

c. pengendalian daya rusak air sungai.

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui tahap:
a. penyusunan program dan kegiatan;
b. pelaksanaan kegiatan; dan
c. pemantauan dan evaluasi.
Pasal 19. ..
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Pasal 19

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas
provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah
sungai strategis nasional;

b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota; dan

c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai
dalam satu kabupaten/kota.

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan
unsur masyarakat terkait.

Pengelolaan sungai dilaksanakan berdasarkan norma,
standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri.

Bagian Kedua
Konservasi Sungai

Pasal 20

Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. perlindungan sungai; dan

b. pencegahan pencemaran air sungai.

Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan melatui perlindungan terhadap:

a. palung sungai;

b. sempadan sungai;

c. danau paparan banjir; dan

d. dataran banjir.

Perlindungan sebagaimana dimeksud pada ayat (2)
dilakukan pula terhadap:

a. aliran pemeliharaan sungai; dan
b. ruas restorasi sungai.
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Pasal 21

Perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilalkukan dengan
menjaga dimensi palung sungai.

Menjaga dimensi palung sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan
pengambilan komoditas tambang di sungai.
Pengambilan  komoditas tambang di  sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar
sungai.

Pasal 22

Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan melalui
pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul
untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan
badan tanggul dilakukan dengan larangan:

a. menanam tanaman selain rumput;
b. mendirikan bangunan; dan
c. mengurangi dimensi tanggul.

Pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan
tertentu.

Pasal 23

Perlindungan danau paparan banjir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf ¢ dilakukan
dengan mengendalikan sedimen dan pencemaran air
pada danau.

Pengendalian sedimen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan pencegahan erosi pada
daerah tangkapan air.

Pasal 24 ...
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Pasal 24

Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan pada dataran
banjir yang berpotensi menampung banjir.

Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) dilakukan dengan membebaskan dataran
banjir dari peruntuken yang mengganggu fungsi
penampung banjir.

Pasal 25

Perlindungan aliran pemeliharaan sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a ditujukan
untuk menjaga ekosistem sungai.

Menjaga ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan mulai dari hulu sampai muara
sungai.

Perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakulcan
dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95%
(sembilan puluh lima persen). -

Dalam hal debit andalan 95% (sembilan puluh lima

persen) tidak tercapai, pengelola sumber daya air harus
mengendalikan pemakaian air di hulu.

Pasal 26

Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b ditujukan
untuk mengembalikan sungai ke kondisi alami.

Pérlindu.ngan ruas restorasi sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. kegiatan fisik; dan

b. rekayasa secara vegetasi.

Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi penataan palung sungai, penataan
sempadan sungai dan sempadan danau paparan banjir,
serta rehabilitasi alur sungai.

Pasal 27 ...
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Pasal 27

Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan

melalui:

a. penetapan daya tampung beban pencemaran;

b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah
yang masuk ke sungai;

c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan
air limbah;

d. pelarangan pembuangan sampah ke sungaj;

e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan

f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan
sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan
sungai diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sungai

Pasal 29

Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari pengembangan
sumber daya air.

Pasal 30
Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 dilakukan melalui pemanfaatan sungai.

Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pemanfaatan untuk:

a. rumah tangga;
b. pertanian . . .
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pertanian;

sanitasi lingkungan;

industri;

pariwisata;

olahraga;

pertahanan;

perikanan;

pembangkit tenaga listrik; dan
transportasi.

CrPFRMOe RO D

Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)} dilakukan dengan tidak merusak ekosistem
sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai,
kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan
dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.

Pasal 31

Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat {1) dilakukan dengan ketentuan:

a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem
irigasi yang sudah ada; dan

b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran
pemeliharaan sungai.

Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilarang:

a. mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan

b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai
dan/atan keruntuhan tebing sungai.

Pasal 32

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h,
selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa! 31, harus pula mempertimbangkan daya
tampung dan daya dukung lingkungan sungai.

Pasal 33 ...
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Pasal 33

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk pembangkit
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf i, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31, dilarang menimbulkan banjir dan
kekeringan pada daerah hilir.

Bagian Keempat
Pengendalian Daya Rusak Air Sungai

Pasal 34

Pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana
dimaksud delam Pasal 18 ayat {1) huruf ¢ dilakukan
melahui pengelolaan resiko banjir.

Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara terpadu bersama pemilik
kepentingan.

Pasal 35

Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ditujukan untuk mengurangi kerugian banjir.

Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengurangan resiko besaran banjir; dan

b. pengurangan resiko kerentanan banjir.

Kegiatan pengurangan resiko banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dilakukan berdasarkan rencana

" ’_pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

) (1) Pf:ngurangan resiko besaran banjir sebagaimana
‘_,‘.fg,_::-:fa‘c,-r.’a_&maksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan
© 0 esmdenganr membangun:

&3, prasarana pengendali banjir; dan
B prasarana pengendali aliran permukaan.

(2) Pembangunan . . .
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Pembangunan prasarana pengendali banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
dengan membuat:

peningkatan kapasitas sungai;

tanggul;

pelimpah banjir dan/atau pompa;

bendungan; dan

perbaikan drainase perkotaan.

Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan membuat:

a. resapan air; dan
b. penampung banjir.

Pasal 37

Resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (3) huruf a dapat berupa saluran, pipa berlubang,
sumur, kolam resapan, dan bidang resapan sesuai
dengan kondisi tanah dan kedalaman muka air tanah.

Dalam hal bidang resapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimanfaatkan untuk keperluan lain, wajib
menggunakan lapis penutup atau perkerasan lulus air.

Pasal 38

Pembangunan penampung banjir  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b harus
terhubung dengan sungai.

Dalam hal penampung banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibangun di atas hak atas tanah
perorangan atau badan hukum, pelaksanaannya wajib
dilakxukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 39 ...
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Pasal 39

Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai
pengendali banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat {2) huruf a sampai dengan huruf d
dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai
drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Pasal 40

Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)
dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atan
bupati/walikota apabila pengendali aliran permukaan
berfungsi sebagai pengendali banjir.

Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)
dilaksanakan oleh bupati/walikota apabila pengendali
aliran permukaan berfungsi sebagai drainase kota.

Pasal 41

Pengurangan resike kerentanan banjir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan
melalui pengelolaan dataran banjir.

Pengelolaan dataran banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. penetapan batas dataran banjir:
b. penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko
banjir;
pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir;
persiapan menghadapi banjir;
penanggulangan banjir; dan
pemulihan setelah banjir.
Pasal 42 . .,
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Pasal 42

Penetapan batas dataran banjir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilakukan dengan
identifikasi genangan banjir yang terjadi sebelumnya
dan/atau pemodelan genangan dengan debit rencana
50 (lima puluh) tabunan.

Penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh Menteri,

gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya.

Pasal 43

Dalam dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) ditetapkan zona peruntukan lahan
sesuai resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat {2) hurufb.

Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dittangkan dalam peta zonasi peruntukan lahan
dataran banjir.

Penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir
dilalkukan oleh bupati/walikota.
Pasal 44

Bupati/walikota melakukan - pengawasan atas zona
peruntukan lahan sesual resiko banjir yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).

Pasal 45

(1) Persiapan menghadapi banjir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat {2) huruf d dilakukan melalui
kegiatan:

a. penyediaan dan pengujian sistem prakiraan banjir
serta peringatan dini;
b. pemetaan kawasan beresiko banjir;

c. inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali
banjir;

d. peningkatan . . .
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peningkatan kesadaran masyarakat;
penyediaan dan sosialisasi jalur evakuasi dan
tempat pengungsian; dan
penyusunan dan penetapan prosedur operasi
lapangan penanggulangan banjir.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati dan/atau
walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 46

Penanggulangan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (2) huruf e dikoordinasikan oleh badan
penanggulangan  bencana nasional, provinsi, atau
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Pemulihan setelah banjir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan/atanu pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melalui
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan
kondisi lingkungan, fasillitas umum, fasilitas sosial,
serta prasarana sungai.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan
dataran banjir diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Penyusunan Program dan Kegiatan

Pasal 49

Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat {2) huruf a meliputi program konservasi
sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak
air sungai.

Pasal 50 . ..
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Pasal 50

Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan
pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 disusun berdasarkan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber
daya air.

Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum ditetapkan, program konservasi sungai,
pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak
air sungai disusun berdasarkan kebutuhan.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
disesuaikan dengan rencana pengelolaan sumber daya
air pada wilayah sungai yang akan ditetapkan.

Pasal 51

Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan
pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disusun untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.

Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan
pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam
rencana kegiatan tahunan.

Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) memuat rencana rinci pelaksanaan
kegiatan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan
konservasi sungai, pengembangan sungai, dan
pengendalian daya rusak air sungai.

Pasal 52
Penyusunan program dan rencana kegiatan tahunan
harus memperhitungkan:

a. manfaat dan dampak jangka panjang;
b. penggunaan . . .
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penggunaan teknologi yang ramah linglungan;
biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang
minimum; dan

ketahanan terhadap perubahan kondisi alam
setempat.

Penyusunan  program dan rencana  kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakokan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 53

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

a.

b.

fisik dan nonfisik konservasi sungai, pengembangan

sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai; dan
operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta
pemeliharaan sungai.

Pasal 54

Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dapat dilakukan oleh
masyarakat untuk kepentingan sendiri berdasarkan

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan
kegiatan fisik.

Dalam hal tertentu pelaksanaan kegiatan fisik dan
nonfisik dapat dilakukan tanpa izin,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
izin kepada masyarakat diatur dengan peraturan
Menteri.

Pasal 55 ...
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Pasal 55

Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan
prasarana sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

a. pengaturan dan pengalokasian air sungai;

b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan
dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai; dan

c. perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungad.

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b
dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan konservasi
sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai
dengan Pasal 28, dan pengembangan sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan
Pasal 33.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara operasi dan
pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan
sungai diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 56

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf ¢ dilakukan secara
berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalni kegiatan pengamatan,
pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan.

Hasil evaluasi pemantauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam
peningkatan kinerja dan/fatau peninjauan ulang
rencana pengelolaan sungai.
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BAB IV

PERIZINAN
Pasal 57

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang
sungai wajib memperoleh izin.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
b. pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran
dan/atau alur sungai;
pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
pemanfaatan bekas sungai;
pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan
pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam
sistem irigasi yang sudah ada;
pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
pemanfaatan sungai sebagai prasarana
transportasi;
pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
pembuangan air limbah ke sungai;
pengambilan komoditas tambang di sungai; dan
pemanfaatan sungai untuk perikanan
menggunakan karamba atau jaring apung.

Pasal 58

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf { diberikan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
huruf g diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang transportasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola
sumber daya air.

(3) Izin. . . .
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(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)

huruf h diberikan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam bentuk
Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pemanfaatan
aliran air dan pemanfataan air setelah mendapat
rekomendasi teknis dari instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang
pengelolaannya telah dilimpahlkan kepada badan usaha
milik negara di bidang kehutanan.
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
huruf i dan huruf j diberikan oleh bupati/walikota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari
. pengelola sumber daya air.

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
huruf k diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan
trusan pemerinteshan di bidang perikanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola
sumber daya air,

Pasal 59

Pemegang izin kegiatan pﬁda ruang sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 wajib:

. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;

. melindungi dan mengamankan prasarana sungai;

. mencegah terjadinya pencemaran air sungai;

. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari
pencemaran air sungai;

. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan
kegiatan pada ruang sungai; dan
memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan,
evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pasal 60

(1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Selain . . .
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Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan

pada ruang sungai yang dilakukan oleh pemegang izin
menimbulkan:

a. kerusakan pada ruang sungai dan/atau lingkungan
sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau
perbaikan atas kernsakan yang ditimbulkannya;
dan/fatau
kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya
kerugian yang dialami masyarakat.

BABV
SISTEM INFORMASI SUNGAI

Pasal 61

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah

kabupaten/kota sesuai kewenangannya
menyelenggarakan sistem informasi sungai.

Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi
sumber daya air.

Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} harus diperbarui sesuai kebutuhan.

Sistem informasi sungai bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap orang.

Pasal 62

Penyelenpgaraan sistem informasi sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan oleh unit
pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan sumber daya
air.

Pasal 63

(1} Masyarakat dapat menyelenggarakan sistem informasi
yang terkait dengan sungai untuk kepentingan sendiri.

(2} Informasi . . .
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Informasi yang dihasilkan dari sistern informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan
kepada dan/atau dapat diakses oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota
sesuai kewenangannya.

Pasal 64

Sistem informasi sungai meliputi:

a. data variabel dan parameter sungai;
b. operasi peralatan; dan

c. pelaksana sistem informasi.

Pasal 65

Data variabel sungai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 huruf a merupakan informasi mengenai data
ketersediaan air dan kejadian banjir.

Data ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi data:

a. curah hyjan;

b. elevasi muka air sungai;

¢. kandungan sedimen air sungai;

d. pengambilan air;

e. data fisik banjir; dan

f.

penyebab, jenis, dan jumlah kerugian akibat banjir.

Data mengenai ketersediaan air dan kejadian banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diinventarisasi
oleh instansi yang membidangi sumber daya air.

Pasal 66

Sistem  informasi mengenai parameter sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi
data fisik sungai dan data fisik daerah aliran sungai
serta data sosial ekonomi masyarakat di daerah aliran
sungai.

(2) Data . ..
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Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sedikit mengenai:

topografi alur sungai;

prasarana sungai;

kondisi fisik daerah aliran sungai;
hidrometeorologi

hidrogeologi;

kondisi penutup lahan;

rencana tata ruang;

kelembagaan yang terkait dengan sungai;
kependudukan;

mata pencaharian penduduk; dan
kearifan lokal.

FCm PR Me AR TP

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh
dari instansi yang mengelola data sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Operasi peralatan sistem informasi sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf b diperlukan untuk
penyelenggaraan  kegiatan pengumpulan  data,
pengolahan data, dan pengiriman data.

Peralatan sistem informasi sungai terdiri atas perangkat
keras dan perangkat lunak.

Perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} harus memenuhi kriteria
mudah dioperasikan, akurat, dan tidak mudah rusak.

Pengadaan peralatan sistem informasi sungai harus
mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 68

Pelaksana sistem informasi sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf ¢ harus dilakukan oleh
sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang
sistem informasi sungai.

(2) Keahlian . . .
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Keahlian di bidang sistem informasi sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas
keahlian pengumpulan data sungai, pengolahan data
sungai, dan pengiriman data sungai.

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota sesual kewenangannya
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang
ditugaskan menangani sistem informasi sungai.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 69

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan
pemberdayaan masyarakat secara terencana dan
sistematis dalam pengelolaan sungai.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. sosialisasi;

b. konsultasi publik; dan

c. partisipasi masyarakat,

Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dilakukan dalam kegiatan konsetvasi sungai,
pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak
air sungai.

Dalam  melakukan  pemberdayaan  masyarakat,
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota  sesuai kewenangannya  harus
menyediakan pusat informasi.

Pasal 70 ...
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Pasal 70

Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (2) huruf a ditujukan untuk menumbuhkan
kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait
dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran
air sungai, serta pengurangan resiko kerentanan banjir.

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan
lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi
masalah, pendampingan, dan pelatihan,

Pasal 71

Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b ditujukan untuk
memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan
efektifitas kegiatan pengelolaan sungai.

Kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survei
pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan
lokakarya mengenai pengelolaan sungai.

Pasal 72

Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (2) huruf ¢ ditujukan untuk
meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.

Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui
pembentukan kelompok kerja dan kerja sama
pengelolaan sungai.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan sungai diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 74

Dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat agar
peduli terhadap sungai, tanggal ditetapkannya Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan sebagai Hari Sungai Nasional.

BABVII...
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

Bekas sungai dikuasal negara.

Lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk
membangun prasarana sumber daya air, sebagai lahan
pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena
alur sungai baru, kawasan budidaya dan/atau kawasan
lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercatat sebagai barang milik negara/daerah,
penggunaan bekas sungai dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan barang milik negara/daerah,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan bekas
sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur
dengan peraturan Menteri.

Pasal 76

Dalam hal terjadi pengalihan alur pada sungai sehingga
terbentuk alur sungai baru yang pelaksanaannya
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau perolehan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka alur sungai
baru dicatat sebagai barang milik negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pengalihan alur pada sungai sehingga
terbentuk alur sungai baru yang pelaksanaannya
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau perolehan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka alur sungai
baru dicatat sebagai barang milik daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77 ...
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Pasal 77

Sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah
tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah
perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan.

Sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai
drainase perkotaan, pengelolaannya diselenggarakan
oleh pemerintah kabupaten/kota dengan pembinaan
teknis dari Menteri.

Penentuan sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi
sebagai drainase perkotaan dilakukan berdasarkan
kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota
dengan Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 78

Pengelolaan sungai yang dilakukan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a
dapat dilimpahkan sebagian pengelolaannya kepada
gubernur dan/atau bupati/walikota berdasarkan asas
dekonsentrasi atau tugas pembantuan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pengelolaan sungai dapat dilakukan melalui kerja sama
antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tabhun terhitung sejak
Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur,
bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada
semua sungai yang berada dalam kewenangannya.

Pasal 81 ...
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Pasal 81

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
setiap izin pemanfaatan sungai tetap berlaku sampai
dengan berakhimya izin.

Permohonan izin pemanfaatan sungai yang sedang
dalam proses wajib disesusikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 82

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 1991 tentang Sungai dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah
ini.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomeor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3445) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84
Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundanglkan.

Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Perckonomian,

Setio Sapto Nugroho
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
SUNGAI

1. UMUM

Negara Republik Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa sumber
daya air yang melimpah antara lain ditandai dari jumlah sungai yang
sangat banyak.

Mengingat distribusi hujan berpola musiman dan kondisi geologi yang
berbeda-beda menjadikan aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi.
Selain itu, karena kondisi geologi yang relatif muda dan iklim tropis
dengan matahari bersinar sepanjang tahun, mengakibatkan tingkat
pelapukan terhadap batuan sangat tinggi, demikian pula aktifitas erosi
dan sedimentasi di sungai. Selanjutnya karena topografinya yang
berbentuk kepulauan dengan pegunungan di bagian tengahnya,
sungai di Indonesia umumnya pendek dengan kemiringan yang curam
kecuali beberapa sungai di Kalimantan dan Papua. Kondisi tersebut
menjadikan sungai di Indonesia sangat spesifik dan rentan terhadap
berbagai masalah.

Di sisi lain jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh dengan pesat
dan kecenderungan lahan di sekitar sungai yang dimanfaatkan untuk
kegiatan manusia, telah mengakibatkan penurunan fungsi, yang
ditandei dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran
sungai.

Untuk kepentingan masa depan kecenderungan tersebut perlu
dikendalikan agar dapat dicapai keadaan yang harmonis dan
berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia.

Selain bersifat spesifik, sungai juga bersifat dinamis karena
dipengaruhi oleh perubahan debit air dan karakter sungai setempat.
Dehit air sungai selalu berubah dipengarubi curah hujan, kondisi
lahan, dan perubahan yang terjadi di alur sungai. Karakter setiap
sungai ditentukan oleh kondisi geohidrobiologi wilayah dan sosial
budaya masyarakat setempat.

Melihat . . .
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Melihat kecenderungan di atas, ruang sungai periu dilindungi agar
tidak digunakan untuk kepentingan peruntukan lain. Sungai sebagad
sumber air, perlu dilindungi agar tidak tercemar. Penyebab
pencemaran air sungai yang utama adalah air limbah dan sampah.
Kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan sungai sebagai
tempat buangan air limbah dan sampah harus dihentikan. Hal ini
mengingat air sungai yang tercemar akan menimbulkan kerugian
dengan pengaruh ikutan yang panjang. Salah satunya yang terpenting
adalah mati atau hilangnya kehidupan flora dan fauna di sungai yang
dapat mengancam keseimbangan ekosistem.

Pemberian sempadan yang cukup terhadap sungai dan pencegahan
pencemaran sungai merupakan upaya utama untuk periindungan dan
pelestarian fungsi sungai.

Sejarah telah mencatat bahwa sungai adalah tempat berawalnya
peradaban manusia. Sejak dahulu sungai telah dimanfaatkan untuk
berbagai kepentingan manusia, misalnya pemanfaatan sungai untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian,
industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit
tenaga listrik, dan transportasi. Demikian pula fungsinya bagi alam
sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna sangat
menentukan. Kondisi ini perlu dijaga jangan sampai menurun. Oleh
karena itu, sungai perlu dipelihara agar dapat berfungsi secara baik
dan berkelanjutan.

Kekurangpahaman manusia terhadap hubungan timbal balik antara
air dan lahan ditandai dengan pemanfaatan lahan dataran banjir yang
tanpa pengaturan dan antisipasi terhadap resiko banjir, telah
mengakibatkan kerugian yang timbul akibat daya rusak air. Secara
alami dataran banjir merupakan ruang untuk air sungai pada saat
banjir.

Perubahan penutup lahan dari penutup alami menjadi atap bangunan
dan lapisan kedap air yang tanpa upaya antisipasi telah
mengakibatkan semakin berkurangnya infiltrasi air hujan ke dalam
tanah sehingga mengakibatkan membesarnya aliran air di permukaan
tanah yang menimbulkan banjir.

Dua kondisi di atas, yang jika ditambah dengan menurunnya kapasitas
palung sungai karena pendangkalan dan/atau penyempitan oleh
sedimentasi, sampah dan gangguan aliran lain akibat aktivitas
manusia di dekat sungai khususnya di wilayah perkotaan akan
mer{gakibatkan kerugian banjir yang lebih besar. Upaya pengendalian
banjir yang telah dilakukan selama ini seolah-olah menjadi kurang
berarti dibanding dengan peningkatan kerugian banjir yang terus
membesar karena ketiga kondisi di atas.

Untuk...
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Untuk mengatasi kecenderungan meningkatnya kerugian akibat banjir
pihak yang terkait dengan kondisi di atas perlu diidentifikasi dan
kemudian saling bekerja sama untuk melakukan perubahan cara
pengendalian banjir. Upaya pengendalian banjir harus menggunakan
pendekatan manajemen resiko dalam rangka pengelolaan banjir
terpadu.

Pengelolaan banjir terpadu mempunyai ciri utama ikut sertanya
seluruh unsur di dalam daerah aliran sungai. Banjir merupakan
produk daerah aliran sungai, oleh karenanya setiap kegiatan di daerah
aliran sungai sesuai lokasi dan potensinya harus ikut berperan
mengurangi dan memperlambat aliran air dengan cara mempermudah
infiltrasi air hujan meresap ke dalam tanah dan memperbanyak
tampungan. Pengendalian banjir tidak lagi bertumpu hanya kepada
upaya di sungai dengan kegiatan secara fisik melainkan juga pada
kegiatan non fisik yaitu pengelolaan resiko seluruh kegiatan di daerah
aliran sungai yang bersangkutan.

Upaya pengendalian banjir secara fisik adalah kegiatan pengendalian
banjir yang bertumpu pada pembangunan prasarana fisik seperti:
bendungan, tanggul, peningkatan kapasitas alur ataupun pengalihan
debit banjir. Upaya secara fisik pada prinsipnya hanya mengurangi
frekuensi kejadian banjir sesuai debit banjir rencana. Upaya ini
memiliki keterbatasan yaitu selalu ada kemungkinan debit rencana
tersebut terlampaui. Pengertian ini jika tidak dipahami secara benar
juga mempunyai sifat menjebak dan menjerumuskan masyarakat
dengan memberi perasaan aman yang sebenarnya semu. Ketika terjadi
banjir melebihi debit rencana dan kawasan yang dilindungi telah
berkembang pesat, karena merasa aman dari bahaya banjir, maka
kerupian yang timbul jauh lebih besar daripada sebelum ada upaya
pengendalian secara fisik. Upaya secara fisik penting dan perlu tapi
tidak cukup untuk menyelesaikan masalah banjir karena upaya secara
fisile memiliki keterbatasan.

Upaya secara fisik perlu dilengkapi dengan upaya non fisik. Upaya non
fisik adalah upaya mengantisipasi kejadian banjir dan menangani
korban.

Untuk keperluan kegiatan pengelolaan sungai diperlukan dukungan
data dan informasi yang cukup. Masing-masing kegiatan memerlukan
jenis dan ketelitian data yang berbeda. Data dan informasi tentang
sumber daya air dikelola tersebar di beberapa instanst, sehingga periu
ada bnlnlekanisme akses dan konversi format data antara instansi
tersebut.

Diantara . . .
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Diantara data dan informasi tersebut yang secara khusus periu
mendapat perhatian dalam’ rangka pengelolaan sungai adalah data
aliran sungai, curah hujan dan perubahan peruntukan lahan. Data ini
penting untuk menganalisis kecenderungan yang sedang dan akan
terjadi di daerah aliran sungai dan di alur sungat. Jika terjadi
kecenderungan ke arah negatif maka perlu dilakukan upaya
pengendalian ataupun merestorasi sungai. -

Sungai berinteraksi dengan daerah aliran sungai melalui dua
hubungan yaitu secara geohidrobiologi dengan alam dan secara sosial
budaya dengan masyarakat setempat. Semakin disadari bahwa
keberhasilan pengelolaan sungai sangat tergantung pada partisipasi
masyarakat.

Masyarakat sebagai pemanfaat sungai perlu digjak mengenali
permasalahan, keterbatasan, dan manfaat pengelolaan sungai secara
lengkap dan benar schinggga dapat tumbuh kesadaran untuk ikut
berpartisipasi mengelola sungai. Keterlibatan partisipasi masyarakat
yang paling nyata adalah gerakan peduli sungai dengan program
perlindungan alur sungai dan pencegahan pencemaran sungal yang
dilakukan oleh masyarakat.

Sungai sebagai wadah air mengalir selalu berada di posisi paling
rendah dalam lanskap bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat
dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai. Dalam upaya
memperbaiki dan menjaga keberlanjutan fungsi sungai banyak aspek
yang terkait mencakup kegiatan yang amat luas di daerah aliran
sungai. Lingkup peraturan pemerintah ini hanya mengatur substansi
yang terkait dengan sungai dan danau paparan banjir yang merupakan
bagian tak terpisahkan dar sungai. |

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1}
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “fungsi sungai” adalah manfaat
keberadaan sungai bagi:

a. Kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai
sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian,
industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan,
pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan
lainnya;

. Kehidupan alam, berupa manfaat keberadasn sungai
sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan
pembangkit utama ekosistem flora den fauna.

Fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga
dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi
kemampuan pemulihan alami air sungai.

Fungsi sungai sebagai penyalur banjir perlu diantisipasi
agar tidak menimbulkan kerugian bagi aktifitas masyarakat
di sekitar sungai.

Fungsi sungai sebagai pembangkit utama ekosistem flora
dan fauna perlu dijaga agar tidak menurun. Ekosistem flora
dan fauna meliputi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tepian
sungai dan berbagai jenis spesies binatang. Spesies binatang
di sungai meliputi antara lain: cacing (invertebrata), siput
(mollusca), kepiting (crustacea), katak (amphibid), kadal
(reptilia), serangga (insect}, ikan (fish), dan burung (avian).

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Sempadan sungai mempunyai beberapa fungsi penyangga
antara ekosistem sungai dan daratan, antara lain:

a. Karena dekat dengan air, kawasan ini sangat kaya dengan
keaneka-ragaman hayati flora dan fauna. Keancka-
ragaman hayati adalah asset lingkungan yang sangat
berharga bagi kehidupan manusia dan alam.

Semak dan rerumptutan yang tumbuh di sempadan sungai
berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap
polutan seperti pupuk, obat anti hama, pathogen dan
logam berat sehingga kualitas air sungai terjaga dari
pencemararn.

Tumbuh-tumbuhan juga dapat menahan erosi karena
sistem perakarannya yang masuk ke dalam memperkuat
struktur tanah sehingga tidak mudah tererosi dan tergerus
Rimbunnya dedaunan dan sisa tumbuh-tumbuhan yang
mati menyediakan tempat perlindung, berteduh dan
sumber makanan bagi berbagal jenis spesies binatang
aluatik dan satwa liar lainnya.

Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri
menjadikan properti bernilai tinggi karena terjalinnya
kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam.
Lingkungan yang teduh dengan tumbuh-turmbuhan, ada
burung berkican di dekat air jernih yang mengalir
menciptakan rasa nyaman dan tenteram tersendiri.

s A

_Penentuan palung sungai dapat dilakukan secara visual di

;,,.}3; & ganDalam:hﬂ ;sungai alluvial, palung sungai ditentukan

g d idebii-réncana antara debit 2 tahunan (Q2) sampai
v 77 dengam-5tahunan (Qs).

: g oo
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Pasal 7
Yang dimaksud dengan “tanggul” adalah bangunan penahan banjir
yang terbuat dari timbunan tanah.

Bantaran sungai berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “tepi kiri dan kanan palung sungai” adalah
tepi palung sungai yang ditentukan pada saat penetapan garis
sempadan.

Dalam hal sungai sangat landai, sehingga penentuan tepi palung
sungai sulit dilakukan, penentuan tepi palung sungai dilakukan
dengan membuat perkiraan elevasi muka air pada debit dominan
(Q2-Qs) dan elevasi muka air banjir yang pernah terjadi. Tepi palung
sungai terletak di antara dua elevasi tersebut.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, ditinggikan,
dan diperlebar, yang dapat herakibat bergesernya letak garis
sempadan, sehingga penentuan garis sempadan  perlu
memperhatikan kemungkinan perubahan dimensi tanggul tersebut
dengan mengambil jarak sempadan yang lebih lebar.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan “sungai terpengaruh pasang air laut” adalah
Jika muka air pada saat pasang melebihi tepi palung sungai.

Contoh penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air
laut:

Garis sempadan untuk sungai terpengaruh pasang air laut tidalk
bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan memanjang
sungai paling sedikit berjarak 100 m {seratus meter) dari tepi muka
air pasang rata-rata. Demikian pula untuk kondisi sungai lainnya.

Sempadan ...
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Sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut ditentukan
hanya untuk bagian ruas sungai yang terpengaruh pasang air laut
saja.

Pasal 14

Sempadan danau paparan banjir juga disebut sebagai sabuk hijau
yang mengelilingi danau paparan banjir. Danau ini berbeda dengan
dataran banjir, dalam hal keberadaan genangan. Danau paparan
banjir di musim kemarau tetap berupa danau (ada genangan) dan
bertambah luas di musim penghujan. Sedangkan dataran banjir di
musim kemarau berupa daratan (tidak ada genangan), baru pada
musim penghujan dataran tersebut tergenang air luapan sungai.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2}
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “karakteristik geomorfologi sungai”
adalah keseluruhan sifat geohidrologi daerah aliran sungai
yang membentuk ciri spesifik sungai tertentu, misalnya:

a. fluktuasi aliran sungai;
b. perubahan kandungan sedimen di sungai; dan

c. kecenderungan perubahan geometri sungai yang meliputi:
lebar dasar, tinggi tebing, kemiringan memanjang sungai,
pembentukan Kkelokan (meandery dan jalinan (braided)
sungai.

Beberapa sungai memiliki karakter yang spesifik misalnya
berkelok-kelok (meandering), berjalm (bratded), membawa. pasir,
dan/atau aliran lahar. Sungai jenis ini, palung sungainya
berubah sangat dinamis. Penentuan garis sempadan untuk
sungai seperti ini perlu dilakukan secara lebih hati-hati dan
agar ditentukan lebih lebar mengikuti batas terluar alur
dinamisnya.

Yang . ..
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Yang dimaksud dengan “kondisi sosial budaya masyarakat
setemnpat” adalah perilaku, adat kebiasaan, dan norma-norma
yang hidup dalam masyarakat setempat khususnya yang
terkait dengan sungai.

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasi dan pemeliharaan
sungai” adalah kegiatan yang berkaitan dengan berfungsinya
sungai dan beroperasinya bangunan sungai meliputi antara
lain pengawasan, pemeliharaan, operasi, dan perbaikan.

Ayat {4}
Hasil kajian disampaikan .kepada masyarakat sebagai
informasi, lengkap dengan rencana penetapan sempadan dan
jadwal pelaksanaannya.

Ayat {5}
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “status quo” adalah kondisi tidak boleh
mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan,

Yang dimaksud dengan “bertahap” adalah sesuai prioritas dan
kemampuan serta dengan partisipasi masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
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Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc
Pemantanan dan evaluasi ditujukan untuk meningkatkan
kinerja pengelolaan sungai.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perlindungan sungai” adalah upaya
untuk menjaga dan mempertahankan fungsi sungai.

Yang dimaksud dengan “pencegahan pencemaran air sungai’
adalah upaya untuk menjaga dan melindungi kualitas air.
sungai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1}
Perlindungan palung sungai dimaksudkan agar dimensi palung
sungai tetap terjaga dari gangguan aliran dan kerusakan palung
sungai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komoditas tambang” adalah bahan
galian di sungai berupa sedimen, pasir, kerikil, dan batu yang
dapat terbawa aliran sungai. Bahan galian ini bersifat dinamis,
datang dan pergi, bergerak ke hilir sesuai dengan kemampuan
angkut aliran air.

Untuk sungai alluvial, bahan galian dinamis ini adalah bahan
penyusun sungai itu sendiri yang berfungsi sebagai wadah air
mengalir. Oleh karenanya pengambilannya perlu diatur jangan
sampai merusak palung sungai.

Mengingat . . .
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Mengingat pengaruh negatifnya yang sangat luas dan merugikan,
perizinan tentang pengambilan komeditas tambang di sungai
perlu diatur secara cermat dan dipantau secara menerus. Dalam
perizinan perlu ditentukan secara jelas kapan kegiatan
pengambilan komoditas tambang di sungai tersebut harus
dihentikan dan/ateu diakhiri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sungai yang mengalami kenaikan dasar
sungai” adalah sungai atau ruas sungai yang membawa sedimen
melebihi kapasitas angkutnya sehingga sebagian kelebihan
sedimen akan diendapkan dan mengakibatkan kenaikan dasar
sungai. Hal ini terjadi jika terdapat penambahan beban sedimen
atau pengurangan debit air di bagian hulu ruas sungai yang
berlangsung lama dan menerus.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “keperluan tertentu” dalam pemanfaatan
bantaran dan sempadan sungai meliputi:
. bangunan prasarana sumber daya air;
. fasilitas jembatan dan dermaga;
. jalur pipa gas dan air minum;
. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai,
misalnya tanaman sayur-mayur.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat [2)
Yang dimaksud dengan “daerah tangkapan air” adalah kawasan
di hulu danau yang memasok air ke danau.

Pasal 24 ...
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Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dataran banjir yang berpotensi
menampung banjir” adalah dataran banjir yang dicadangkan
sebagai tempat penampung air selama musim banjir untuk
menghindari banjir yang lebih besar di bagian hilir.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “membebaskan dataran banjir dari
peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir” adalah
menghindari berkembangnya dataran banjir menjadi kawasan
pengembangan yang mengakibatkan kerugian besar jika terjadi
banjir.

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “aliran pemeliharaan sungai” adalah
aliran air minimum yang harus tersedia di sungai untuk menjaga
kehidupan ekosistern sungai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan debit andalan 95% [sembilan puluh lima
persen) adalah aliran air (m3/detik) yang selalu tersedia dalam
05% (sembilan puluh lima persen) waktu pengamatan, atau
hanya paling banyak 5% (lima persen) kemungkinannya aliran
tersebut tidak tercapai.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kondisi sungai alami’ adalah keadaan
lingkungan sungai alami yang direncanakan sebagai kondisi yang
ingin dicapai.

Ayat(2)...
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Ayat (2)
Prioritas utama restorasi sungai adalah mencegah kerusakan
berlanjut pada ruas sungai tertentu dan direncanakan agar
menjadi ruas sungai yang sehat kembali. Sungai yang sehat
tercermin dari berkembangnya kehidupan berbagai jenis flora
dan fauna di sungai tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “air limbah” adalah adalah sisa dari
suafu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 28
Peraturan Menteri mengenai tata cara perlindungan sungai paling
sedikit meliputi: pengaturan mengenai pengambilan komoditas
tambang di sungai, aliran pemeliharaan sungai, dan restorasi
sungai.

" Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)...
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Ayat (3)

4 Yang dimaksud dengan “tidak merusak ekosistem sungai” adalah

tidak menimbulkan kerusakan terhadap komponen-komponen
ekosistem sungai, yaitu komponen abiotik (fisik, kimia) dan
komponen biotik (tumbuh-tumbuhan, binatang, dan mikro
organisme).
Ekosistem sungai dapat berubah menuju ke kondisi lebih buruk
oleh aktivitas manusia misalnya tidak tersedia aliran
pemeliharaan sungai, sungai tercemar oleh air limbah dan
sampah, serta terjadi pengambilan bahan komoditas tambang
yvang tak terkendali.

Yang dimaksud dengan “karakteristic sungai” adalah
keseluruhan sifat geohidrobiclogi daerah aliran sungai yang
membentuk ciri spesifik sungai tertentu, misalnya:

a. fluktuasi aliran;

b. parameter fisik alur sungai;
c. kandungan sedimen; dan
d. flora dan fauna pembentuk ekosistem sungai.

Yang dimaksud dengan “kelestarian keanekaragaman hayati”
adalah keberlanjutan fungsi ekosistem sungai meliputi aneka
kehidupan flora dan fauna sebagai pendukung utama kehidupan
manusia dan alam dari generasi ke generasi.

Yang dimaksud dengan “kekhasan dan aspirasi daerah” adalah
ciri kehidupan masyarakat baik yang teraktualisasi maupun yang
potensial yang membentuk keinginan dan kebutuhan masyarakat
setempat terkait dengan keberadaan sungai.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas,
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “tergangggunya aliran dan/atau
keruntuhan tebing sungai” adalah terjadinya gangguan
berupa pengurangan/penyempitan penampang palung
sungai dan/atau berupa berkurangnya kestabilan tebing
sungai.

Penyempitan palung sungai mengakibatkan kenaikan elevasi
muka air sungai yang dapat mengakibatkan banjir,
sedangkan berkurangnya kestabilan tebing sungai
mengakibatkan runtuhnya tebing yang mengancam
bangunan atau kepentingan manusia yang ada di dekat
sungai.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengelolaan resiko banjir” adalah
kegiatan antisipasi menghadapi resiko banjir yang dilakukan
sebelum kejadian banjir dengan langkah-langkah pengurangan
resiko.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemilik kepentingan” adalah semua
individu perorangan, grup, perusahaan, organisasi, asosiasi, dan
instansi pemerintah yang terkait dalam pengelolaan resiko
banjir.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengurangan resiko besaran banjir’
adalah upaya mengurangi resiko kerugian banjir dengan cara
memperkecil kemungkinan terjadinya banjir, yaitu dengan
membangun prasarana fisik yang mampu mengalirkan debit
banjir yang lebih besar dan mengurangi puncak aliran banjir.

Yang ...
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Yang dimaksud dengan “pengurangan resiko kerentanan banjir”
adalah upaya mengurangi kerugian banjir dengan cara
memperkecil jumlah kerugian jika terjadi banjir, yaitu dengan
pengelolaan dataran banjir dan perencanaan antisipatif terhadap
korban banjir.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah

Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prasarana pengendali banjir”
adalah prasarana fisik yang berfungsi sebagai penyalur dan
pengatur air banjir. Konstruksi pengendali banjir pada
hakekatnya berfungsi mengurangi/memperkecil  tingkat
kemungkinan kejadian (probability of occurence) banjir
sesuai dengan tingkat layanan konstruksi tersebut. Misalnya
semula hanya mampu mengalirkan debit rencana 5 tahunan
(Qs) ditingkatkan menjadi 20 tahunan (Q2n}.

Huruf b
Yang dimaksud dengan prasarana “pengendali aliran
permukaan” adalah prasarana fisik yang berfungsi
mengurangi terbentuknya dan terdistribusinya aliran
permukaan dalam jumlah besar secara bersamaan mengalir
ke sungai.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
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Huruf e
Yang dimaksud dengan “perbaikan drainase perkotaan”
adalah pembuatan sistem pematusan air hujan di perkotaan
yvang peka terhadap lingkungan hidup yaitu tidak hanya
mengalirkan air namun memberi prioritas pada pembangunan
sarana resapan/infiltrasi dan kolam penampung/peredam
banjir.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “saluran” adalah saluran bervegetasi
(berupa rumput) yang berfungsi untuk meresapkan air hujan.

Yang dimaksud dengan “pipa berlubang” adalah pipa yang bagian
bawahnya berlubang dan ditanam di dalam tanah dengan posisi
mendatar yang berfungsi mengalirkan dan meresapkan air hujan.

Yang dimaksud dengan “sumur resapan” adalah lubang vertikal
yang diisi dengan batu dan kerikil yang berfungsi meresapkan air
hujan.

Yang dimaksud dengan “kolam resapan” adalah kolam yang
dasarnya tanpa perkerasan.

Yang dimaksud dengan “bidang resapan” adalah luasan yang
dapat berfungsi meresapkan air hujan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keperluan lain” misalnya untuk
pedestrian, halaman gedung, atau lapangan parkir.

Yang dimaksud dengan “perkerasan lulus air” adalah perkerasan
yang menggunakan bahan berongga sehingga air hujan tetap
dapat meresap ke dalam tanah.

Pasal 38

Ayat (1)
Penampung banjir yang tidak terhubung dengan sungai atau
tidak dapat dikosongkan, tidak dapat berfungsi sebagai
pengendali aliran permukaan karena penampung banjir ini pada
awal musim hujan umumnya sudah penuh sehingga tidak dapat
menampung air lagi.
Ayat{2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)

Pengelolaan dataran banjir bertujuan untuk mengurangi
kerugian akibat banjir.
Kegiatan ini mencakup pengurangan resiko keterpaparan
(exposure). dan resiko kerentanan terhadap banjir, antara lain
dengan melakukan peringatan dini banjir, penetapan dan
pengawasan peruntukan lahan, penetapan jalur evakuasi dan
pengungsian, penyusunan prosedur operasi lapangan,
peningkatan kesadaran masyarakat, dan lain-tain.

Ayat (2)
Culup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Debit rencana 50 {lima puluh) tahunan merupakan debit banjir
rencana yang rata-rata terjadi 1 (satu) kali dalam 50 (lima puluh)
tahun atau debit dengan tingkat kemungkinan terjadi (probability
of occurence) 1/50 (satu perlimapuluh) atau 2% {dua persen) tiap
tahun.

Debit banjir SO (lima puluh) tahunan dapat pula terjadi 2 (dua)
kali dalam jangka waktu 100 (seratus} tahun atau 3 (tiga) kali
dalam jangka waktu 15C (seratus lima puluh) tahun tanpa
diketahui kapan terjadinya.

Ayat (2)
Culkup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
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Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Sistem prakiraan banjir digunakan untuk mengetahui besaran
banjir dalam beberapa waktu ke depan, misalnya akan terjadi
debit 400 m3/det {empat ratus meter kubik perdetik) pada 6
{enam) jam kemudian di bagian hilir sungai.

Huruf b
Kegiatan pemetaan kawasan beresiko banjir diperlukan agar
masyarakat dapat memahami kerentanan suatu kawasan
terhadap banjir.

Huruf c

Kegiatan inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir
dilakukan dengan pengamatan, pencatatan, dan pelaporan
mengenai kondisi prasarana pengendali banjir.,

Huruf d
Peningkatan kesadaran masyarakat dimaksudkan agar
masyarakat memahami penyebab banjir di daerahnya
schingga dapat ikut melakukan antisipasi untuk mengurangi
kerentanan kawasan terhadap banjir.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f
Prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir memuat
antara lain kewenangan, tanggung jawab, tingkat bahaya
banjir, prosedur komunikasi dan penyampaian informasi,
pengerahan sumber daya manusia, bahan dan peralatan,
pelayanan keschatan, serta bantuan darurat kemanusiaan
lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal46 ...
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Pasal 46
Culnup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan prasarana
sungai agar dapat berfungsi kembali.
Yang dimaksud dengan “rekonstruksi® adalah pembangunan
kembali termasuk pembangunan baru prasarana sungai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas,

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1}
Cukup jelas.

Ayat (2}
Yang dimaksud dengan “berdasarkan kebutuhan” adalzh suatu
keadaan tertentu yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan
konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian
daya rusak air sungai.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
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Pasal 53

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah kegiatan
pelaksanaan konstruksi prasarana konservasi, pengembangan,
dan pengendalian daya ruseak air sungai.

" Yang dimaksud dengan “kegiatan non fisik” adalah kegiatan yang
bersifat perangkat lunak antara lain pengaturan, pembinaan,
pengawasan, dan pengendatian.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “prasarana sungai” adalah prasarana
fisik yang dibangun untuk keperluan pengelolaan sungai
termasuk fasilitas pendukungnya, antara lain berupa:

1. bangunan pengambilan air;
. bangunan pengendali banjir;
. bangunan pengendali sedimen;
. bangunan pelindung dan perkuatan tebing sungai;
. bangunan pengarah alur sungai; dan
. bangunan dan peralatan pemantau data hidroklimatologi.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan *“hal tertentu” misalnya kegiatan
konservasi dengan skala kecil dan dilakukan secara sukarela.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1}
Culkup jelas.
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Ayat (2)
Kegiatan pengamatan dan pencatatan perlu dilakukan dengan
penelusuran lapangan (walkthrough).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Setiap orang dalam ketentuan ini meliputi orang perseorangan,
kelompok orang, atau badan usaha.

Ayat (2)
Huruf a
Pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai misalnya
konstruksi jembatan, bendungan, tanggul, rentangan pipa
dan kabel.

Huruf b
Pelaksanaen konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur

sungai misalnya bendung, sudetan, pintu air, pompa banjir,
krib.

Huruf e
Pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai misalnya
dermaga, jalur pipa gas, pipa air minum, rentangan kabel
listrik, rentangan kabel telekomunikasi, dan bangunan
prasarana sumber daya air.

Huruf d
Pemanfaatan bekas sungai misalnya budidaya perikanan
atau untuk peruntukan lain berupa permukiman.

Hurufe
Pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok
sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang
sudah ada misalnya pengambilan air untuk air irigasi yang
ekan dibangun, air minum, dan sanitasi lingkungan
perkotaan.

Huruf {
Pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air misalnya
pembangkit listrik tenaga air.

Hurufg...
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Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf h
Kawasan hutan dalam ketentuan ini tidak termasuk kawasan
suaka alam dan kawasan pelestarian alam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan.

Huruf i
Pembuangan air limbah ke sungai misalnya pembuangan air
limbah dari pabrik.

Huruf j
Pengambilan bahan komoditas tambang di sungai misalnya
pengambllan pasir, kerikil, dan batu dari sungai atau tepi
sungai.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sistem informasi sungai ditujukan untuk memperoleh data
dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan sungai.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 62 _
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan sendiri” misalnya
untuk keperluan peringatan dini bahaya banjir oleh
masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, untuk keperluan
penyediaan air di wilagah perkebunan milik badan usaha.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Data fisik banjir yaitu luas, kedalaman, durasi, frekuensi, dan
jenis banjir {banjir luapan sungai, pasang air laut, banjir
bandang).
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Huruf £
Yang dimaksud dengan “kerugian akibat banjit” adalah segala
kerugian yang timbul sebagai akibat banjir, baik di daerah
yang dilanda banjir maupun daerah lain yang kegiatan
masyarakatnya mempunyai kaitan dengan kejadian banjir
tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf {
Kondisi penutup lahan antara lain berupa pertanian,
perkotaan, hutan, pertambangan, industri, dan jalan raya.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.
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Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3]
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kegiatan sosialisasi, konsultasi publik,
masyarakat dilakukan secara berurutan
pemberdayaan masyarakat yang efeltif.

Ayat {4
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)

dan partisipasi
untuk mencapai

Konsultasi publik dilakukan melalui kegiatan dialog dan
memberikan masukan dalam penyusunan rencana perlindungan
sungai, pengendalian pencemaran air sungai, serta pengurangan

resiko kerentanan banjir.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72 ...
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Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kegiatan “partisipasi masyarakat” adalah
kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat secara sukarela
sesuai minat dan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja
pengelolaan sungai.

Partisipasi masyarakat dapat berupa antara lain kegiatan
pelaporan oleh masyarakat bila terjadi kerusakan ruang sungai
berdasarkan hasil inspeksi sukarela saat menjelang musim

penghujan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Pada Hari Sungai Nasional, pemerintah, pihak swasta, dan
masyarakat bersama-sama melakukan pemantauan langsung
kondisi sungai. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat
memahami pengaruh kegiatan yang dilakukannya terhadap sungai,
baik pengaruh negatif/merugikan maupun pengaruh
positif/menguntungkan bagi fungsi sungai. Kegiatan yang
dilakukan misalnya:

a. pembersihan sampah dan gangguan aliran di sungai;

b. mengidentifikasi sumber pencemaran sungai;

¢. penanaman tumbuh-tumbuhan yang sesuai di sempadan sungai
(riparian zone);

d. sosialisasi langsung di lapangan;

e. penyelenggaraan workshop peduli sungat; atau

f. kesepakatan tindak lanjut bersama.

Pasal 75
Ayat (1)
Yang dimaksud “bekas sungai” adalah bagian/ruas sungai atau
sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur aliran sungai
karena aliran berpindah atau dipindah ke alur yang lain.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 76
Culkup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Kerja sama pengelolaan sungai misalnya terdapat orang
perseorangan atau badan usaha yang memiliki bangunan di
sempadan sungai yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Pemerintah, untuk pelaksanaan pembongkarannya dapat dilakukan
secara kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah yang
membidangi penegakan hukum.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Culup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.
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PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
. PENCEMARAN AIR
DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PA DANG,

Menimbany :a. Bahwa air merupakan salah saw sumber daya alam yang
memiliki fungsi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. maka untuk
melestarikan tungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas
air dan pengendalian )em.:_mm'm air secara bijaksana dengan
memperhatihous ' ) ulems: sekarang  dan
mendatan t

dan Pasal I8

2001 tentang

gmaran Air.
maka pefg |\I.|d|lld§ air T pengendalian
pencemars? PEC ada di wilayah Kabupaten/Kota
sudah gamerupakan l».e“emnuan Rabupaten/Kota  yang
bt.l‘bdl]*llll'll'l

.~ bahy#é bcldl‘smk‘u gy bangan  sebagaimana  dimaksud

al'*l huruf o dan embentuk Peraturan Dacrah

tentang  Pengggel Air dan  Pengendalian
Pencemaran .

Mengingat  : |. Undang-Undang N 956 tentang Pembentukan
-Daerah  Otonom alam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera embaran Negara Tahun 1936
Nomor 20): '
Undang-Undang Nomor 1[I Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tabhun 1974 Nomor 63. Tambahan.
Lembaran Negara Nomor 3046): '
Undang-Undang Nomor § Tahun (981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3286):

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 teniang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68.
Tambalan Lembaran Negara Nomor 3699):

5. Udang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822):

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389):




7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tambaban Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493):

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164):

" Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor § Tahun 1931 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomar
36. Tambahan Lembaran Nomor 3258):

Dengan Pe _t’ua Bersama

DEWAN PERWAKILAN \ERAH KOTA PADANG
- RFdan” :
WALIKOTA PADANG
]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR ~ DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR '

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Padang.
Walikota adalah Walikota Padang
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

. Kepala Daerah adalah Walikota Padany.

Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota
Padang.

. Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut pejabat berwenang adalah pegawai
yang diberi tugas tertentu di bidang Pengelolaan Kualitas Air dan atau
Pengendalian Pencemaran Air.

. Pemrakarsa adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah,




kecuali air laut dan air fosil.

. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

. Insentif adalah keringanan vang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
usaha dan/atau kegiatan yang berkomitmen tinggi terhadap fingkengan.

. Disinsentif-adalah-pemberian -pembebanan tambahan kepada usaha dan/atau
kegiatan yang komitmennya sangat rendah terhadap lingkungan,

. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan
tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer. mata air. sungai. rawa, danauw.
situ, waduk, dan muara.

. Pengelolaan kualitas air adalah upava pemeliharaan air sehingga tercapai
kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar
kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.

. Pengendalian pencemaran air adalah upava pencepahan dan penanggulangan
pencemaran air serta pemulihan kualitas aiv untuk menjamin kualitas air agar
sesuai dengan baku mutu air.

Mutu air adalah kondisi kualitas air vanggdiukur dan atau diuji berdasarkan
parameter-parameter tertentu dan metodh tertentu berdasarkan peratuvan
perundang-undangan yang berlaku.

. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk
dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu,

. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air.

. Rencana pendavagunaan air adalah rencana yang memuat potensi
pemanfaatan atau penggunaan air. pencadangan air  berdasarkan
kesediaannya. baik kualitas maupun kvantitasnya, dan atau fungsi ekologis.

. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau
komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaan di dalam air.

. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang-J menunjukkan kondisi
cemar atau kondisi baik dalam suvatu  sumber  air  dalam wakiu
tertentu  dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup. zat
energi dan atau komponen lain ke dalan air oleh Kegiatan makhluk. sehingga
kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat
berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Beban pencemaran adalah jumlah suatu unswr pencemar vang terkandung
dalam air atau air limbah.
Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber
air. untuk menerima masukkan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air
tersebut menfadi tercemar.

. Air [imbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan vang terwujud

cair.

. Baku mutu air limbah adalalh ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan

atau jumlah unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam air

limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha




dan atau kegiatan.

Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi tanah adalah pembuangan air
limbah ke dalam tanah termasuk lingkungan alami maupun lingkungan binaan
atau buangan.

Pembuangan air limbah ke air atau sumber air adalah pembuangan air fimbah
termasuk pembuangan sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan vang berbentuk cair

- ke -dalam -sungai.- rawa. ‘mata -air, akuifer air tanah dalam serta sarana dan
prasarana nmum. )

. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup. zat energi atau komponen lain ke dalam suatu lingungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat
tertentu  yang merusakan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai
dengan peruntukannya.

. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas
ke air atau sumber air dari suatu usaha dan/ atau kegtatan.

. Tempat pembuangan air limbah adalah tempat pembuangan air limbah ke
dalam tanah dan sungai vang disedfkan Pemerintah Daerah. setelah
mendapat izin pembuangan air limbah dai¥ Walikota.

. IPAL adalah instalasi Pengolahan Air Limbah,

. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan
dan pemantauan (ingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau
kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis mengenai dampak lingkungan
Hidup (AMDAL).

. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yangdilakukan oleh
penanggung jawab dan/atau kegiatan atau untuk menilai tingkat ketaatan
terhadap persyaratan hukum vang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar
vang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan
adalah untuk menjamin kualitas air vang diinginkan sesuai dengan peruntukannya
agar tetap dalam kondisi alamiahnya. dan diselenggarakan secara terpadu dengan
pendekatan ekosistem. '

Pasal 3
Tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air agar:
I. Tersedianya air dalam jumlah yang aman. baik kuantitas maupun kualitasnya
2. Tercapainva kualitas air sesuai dengan peruntukannya
3. Terjaminnya kepentingan generasi saat ini generasi yang akan datang
4. Terkendalinya pemanfaatan air secara bijaksana




' BAB I
PENGELOLAAN KUALITAS AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH
Bagian Pertama
Alr Permukaan
Pasal 4

(1) Pengelolaan kualitas air permukaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah
untuk menjamin agar kualitas air permukaan yang diinginkan sesuai dengan
peruntukannya.

(2) Pihak ketiga dapat melaksanakan pengelolaan kualitas air permukaan sesuai
dengan peraturan perundangan yvang berlaku,

(3) Air permukaan sebagaimana vang dimaksud ayat (1} meliputi: air sungai. air
danau, air waduk, dan air rawa.

(4) Pengelolaan kualitas air permukaan yvang dilaksanakan pibak ketiga harus
mendapat izin dari Kepala Daerah. :

(3) Tata cara. prosedur perizinan pengelotaan kualitas air permukaan diatur febih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Air Tanah
Pasald -

(1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin
agar air tanah tetap dalam kondisi alamiah.

(2) Pihak ketiga dapat melaksanakan pengelolaan kualitas air tanah sesuai dengan
peraturan perundangan vang berlaku

(3) Pengelolaan kualitas air tanah vang dilaksanakan pihak ketiga harus mendapat
izin dari Kepala Daerah.,

(4) Tata cara, prosedur perizinan pengelolaan kualitas air tanah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota '

Bagian Ketiga
Pendayagunaan Air
Pasalo

(1) Pemerintah .daerah berdasarkan kewenangannya menvusun  rencani
pendavagunaan air '

(2) Penyusunan rencand pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib memperhatikan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup
dalam masyarakat setempat. fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.

(3) Penetapan rencana pendavagunaan air dilakukan melafui | Keputusan
Walikota yang materi muatannya meliputi:

a. Potensi pemanfaatan air atau penggunaan air:
b. Pencadangan air berdasarkan ketersediaannya. baikkulitas maupun
kuantitas dan; :
c. Fungsi ekologis.
Bagian Ketiga
Klasifikasi dan Kriteria Mutu Atr




Pasal 7

(1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empar) kelas:

a. Kelas satu. air vang peruntukannyva dapat digunakan untuk air baku air
minum dan perunrukan Jain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut.

Kelas dua. air yvang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana /
sarana rekreasi air. pembudidayaan

ikan air tawar. peternakan, air untuk mengeiri pertanaman  dan
atau  peruntukan  lain  vang mempersyaratkan mutu  air  Mang
sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas tiga. air vang peruntukannya dapat digunakan  untuk
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi
pertanaman dan atan untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan
mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas empat. air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi
pertanamandan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air
yang sama dengan kegunaan tersebut.

(2} Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayvat (1)
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah itu.
Bagian Keempat
Baku Mutu Air. Pemantauan Kualitas Air dan Status Mutu Air

Pasal 8

Baku mutu air ditetapkan sesuai dengan pevateran perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air,
(2) Tata cara dan teknis pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 10

(1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan:

a. Kondisi cemar. apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air.
b. Kondisi baik. apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

(2) Dalam hal status mutu air menunjukan kondisi cemar maka Pemerintah
Daerah harus melakukan upava penanggulangan pencemaran dan pemulihan
kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.

(3) Datam hal status mutu air menunjukan kondisi baik maka Pemerintah Daerah
harus mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air,

BAB [V
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Pertama




Wewenang

Pasall ]
Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian pencemaran aiv pada
sumber air vang berada di Kota Padang dengan cara:
Menetapkan daya tampung beban pencemaran
Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran
Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah
Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air
Memantau kualitas air pada sumber air dan
Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air
Bagian Kedua
Daya Tampung Beban Pencemaran
Pasal 12
(1) Dalam rangka pengendalian pencemaran Pemerintah Daerah menetapkan
daya tampung beban pencemaran melalui Keputusan Walikota:
(2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya lima tahun sekali:
(3) Dava tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan
untuk :
Pemberian izin lokasi
Pengelolaan air dan sumber air
Penetapan rencana dan [zia ruang
Pemberian izin pembuangan air limbah
Penetapan mutu air sasaran dan  program kerta pengendalian
pencemaran air

Bagian Ketiga
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran
[*asal 13

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan inventarisasi dan ideniifikasi
sumber pencemaran,

(2) Hasil iventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran menjadi dasar dalam
upava pengendalian pencemaran air.

(3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
dilaporkan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada
Menteri vang membidangi Lingkungan Hidup melalui Gubernur Sumatera
Barat.

Bagian Keempat
Penanggulangan Darurat
Pasal 14
(1) Setiap usaha atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan
pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan tidak terduga lainnya.
(2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (N




maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan
penanggulangan dan pemulihan.

BABV
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Pertama Hak
Pasal 15

(1) Setiap orang mempunyai hak vang sama atas kualitas air yang baik

(2) Setiap orang mempunyai hak vang sama untuk mendapatkan informasi
mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian
pencemaran atr.

(3) Informast mutu air dan pengolahan kualitas air serta pengendalian
pencemaran air sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini. harus sesuai dengan
hak dan peran serta masvarakat yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua Kewajiban
Pasal 16

(1) Setiap orang wajib:
a. Memelihara dan melestarikan air pada sumber air sebagaimana dimaksud
Pasal 3
b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air. dengan melakukan
pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kerusakan lingkungan
Memberikan informasi yang benar dan akurat dalam proses tahap
perencanaan, pelaksanaan. pengawasan dan evaluasi pengelolaan kuatitas

air dan pencemaran air.
d. Melaporkan kepada pejabat vang berwenang. dalam bal diduga atau
diketahui terfadinva pencemaran air. .
{2) Pemerintah Daeral wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
(3) Kewajiban yang dimaksud ayat (2) merupakan prasyarat untuk terwujudnya
peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air berdaya guna dan berhastl guna. N

Pasal 17

(1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air wajib
melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

(2) (2) Pejabat yang Dberwenang yang menerima [aporan sebagaimana
dimaksud dalam avat (1) wajib mencatat: a. Tanggal Pelaporan b. Waktu dan
Tempat ¢. Peristiwa yang terjadi d. Sumber Penyebab e. Perkiraan Dampak

(3) Pejabat vang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung
sejak tanggal diterimanya laporan. wajib meneruskan kepada Kepala Daerah.

(4) Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) segera melakukan verifikasi
untuk mengetahui tentang kebemaran terjadinya pelanggaran terhadap
pengelolaan kualitas air dan terjadinya pencemaran air.




(3) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud ayvat (4) menunjukkan telah terjadinyva
pelanggaran, maka Kepala Daerah wajib memerintahkan penanggung jawab
usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau
pencemaran air, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasall8
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang-sama -dan-seluas-luasnya untuk
berperan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dilakukan
dengan cara:

a. Meningkatkan kemandirian. keberdayaan masyarakat dan  kemitraan
masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air,

Meningkatkan efektifitas sesuai dengan peran masyvarakat

Melakukan pengawasan sosial dalam pelaksanaan peran masyarakat untuk
mengurangi dampak pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air
Memberi saran dan pendapat

Menvampaikan informasi dan/ atau menyampaikan laporan

Membentuk lembaga penyediaan jasa penyelesaian sengketa Lingkungan
Hidup di luar pengadilan dengan persetujuan Kepala Daerah

BAB VI
PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMDB AH
Bagian Pertama
Pemanfaatan Air Limbah
Pasal 19
(1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah
untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin dari Kepala Daerah
(2) Permohonan izin sebagatmana dimaksud dalam ayvat (1) didasarkan pada
hasil kajian AMDAL atau kajian UKL dan UPL vang di dalamnya memuat
hasil kajian mengenai pemanfaatan air mbah ke tanah untuk aplikasi pada
tanah
(3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan pemanfaatan air limbah ke
tanah ditetapkan melalui Peraturan Walikota dengan memperhatikan pedoman
. yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20 :
(1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {(2).meliputi
sekurang-kurangnya:
a. Pengaruh terhadap pembudidayaan jkan. hewan dan tanaman
b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah. dan
c. Pengaruh terhadap kesehatan masyvarakat

(2) Jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)
menunjuk bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanzh
layak lingkungan, maka Kepala Daerah menerbitkan izin pemanfaatan air




limbah

(3) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

Pasal 21

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informas
yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air
dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua
Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Alr
Pasal 22

Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang membuang air limbah ke
air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi tecjadinya pencemaran
air.

Pasal 23

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang membuang air
limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang diterapkan
dalam izin

(2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib dicantumkan:

Kewajiban untuk mengolah limbahnya :
Persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media
lingkungan

Persyaratan cara pembuangan air limbah

Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prasarana dan prosedur
penanggulangan keadaan darurai

Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutil dan debit air limbah
Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian
pencemaran | air bagi usaha dan atau kegiatan melaksanakan Analisis
Lingkungan '

Larangan untuk melakukan pencemaran air limbah dalam upava penataan
batas kadar yang dipersyaratkan

Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan
dadakan

Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban melaporkan swapantau

(3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air
limbah yang mengandung radio aktif. kepala daerah wajib mendapat
rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggungjawab




dibidang tenaga atom

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama Pembinaan
Pasal 24

(1) Kepala Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan datam pengelolaan kualitas air
dan pengendalian pencemaran air. '

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. Pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan vany
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup

b. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif

c. Penerapan kebijakan pemberian penghargaan

(3) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan
pengelolaan air limbah rumah tangga,

(4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (3)
dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan
prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.

(5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam avat (4)
dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berfaku.

Pasal 25
(1) Kepala Daerah dapat memberi insentif dan disinsentif serta penghargaan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai kinerja dengan komitmen
yang tinggi terhadap lingkungan meliputi:
a. Program minimalisasi limbah
b. Peningkatan teknologi ramah lingkungan
¢. Program peduli terhadap lingkungan usaha dan/ atau kegiatan

(2) Tata cara dan prosedur pengukuran kinerja usaha dan/ atau kegiatan akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan
Pasal 26
(1) Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penaatan persyaratan
vang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1). dilakukan oleh
pejabat pengawas lingkungan daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah

Pasal 27
Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan melakukan pengawasan terhadap




penaatan persyaratan yvang dicantumkan dalam izin melakokan usaha dan/ atau
kegiatan
Pasal 28
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 berwenang :
a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan.
perekaman audio visual, dan pengukuran
b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang.berkepentingan. Karyawan
yang bersangkutan, konsultan. kontraktor. dan perangkat pemerintah
setempat
Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang
diperlukan. antara lain dokumen perizinan. dokumen AMDAL. UKL,
UPL. data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi
perusahaan '
Memasuki tempat tertentu
Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan. air limbah yang
dibuang, bahan baku dan bahan penoclong
Memeriksa peralatan yang digunakan dalany proses produksi, utilitas dan
IPAL '
Memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi
Meminta keterangan dari pihak vang bertanggung jawab atas usaha dan
atau kegiatan

(2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huref'c
meliputi pembuatan denah, sketsa, pambar, peta, dan atau deskripsi yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 20
Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan
surat tugas dan atau tanda pengenal.

BAB VIII SANKSI
. Bagian pertama Sanksi Administrasi
Pasal 30
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar ketentuan
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Pasal |9 avat (1). Pasal 22. Pasal 23 ayat (1)
dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi oleh Kepala Daerah.
(2) Sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
berupa:
a. Teguran tertulis
b. Penghentian sementara
¢. Pencabutan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan

Pasal 31
(1) Kepala Daerah karena kewenangannya. menerapkan paksaan pemerintahan
atau uang paksa pada setiap usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar Pasal 14




ayat (1) dan ayat (2).
(2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimakstid ayat (1) meliputi:
a. Tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran
b. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan pelanggaran
¢. Melakukan tindakan penyelamatan penanggulangan dan atau
d. Pemuliban lingkungan atas beban biaya penangguiangan usaha dan/ atau
.kegiatan
(3) Dalam pelaksanaan uang paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) penerapan
besarnya uang paksa sesuai dengan biaya pemulihan

Bagian Kedua Ganti Kerugian
Pasal 32

(1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pencemaran pada sumber air
atau tanah, yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan
hidup. mewajibkan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk
membayar ganti kerugian dan atau metakukan tindakan tertentu

(2) Besarnya ganti rugi yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
a. Hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa melalui proses

penyelesaian sengketa di luar pengadilan; atau

b. Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap

(3) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1). Hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa
untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 33
(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan Pemerintah
Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana vang berlaku.
(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat !
berwenang: '
a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau kegiatan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup
Melakukan pemeriksaan atas pembukuan. catatan. dan dokumen lain
berkenaan dengan tidak pidana di bidang lingkungan hidup
Melakukan pemeriksaan tempat tertentu vang diduga terdapat bahan bukti.
pembukuan, catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap
bahan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara




tindak pidana lingkungan hidup:
£ Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak
pidana di bidang lingkungan hidup
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat berita acara dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut vmum
melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan .yang diatur dalam Undang-Undang - Hukom Acara Pidana yang
berlaku.

BABX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

Barang siapa vang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal |6 yang
mengakibatkan terjadi pencemaran air, diancam dengan pidana secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44. Pasal 45. Pasal 46. Pasal
47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Baku mutu air limbah nasional untuk jenis usaha dan/ atau kegiatan tertentu yang
telah ada ditetapkan sebelumnya. masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan
baku mutu air limbah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pasal 36

(1) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan air limbah untuk aplikasi
pada tanah. maka dalam jangka wakiu satu tahun sejak diundangkannya
Peraturan Daerah ini. wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk
aplikasi pada tanah dari Kepala Daerah

(2) Bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah beroperasi tapi belum memiliki izin
pembuangan limbah cair ke air atau sumber air maka dalam walktu satu tahun
sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib memperaleh izin
pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari Kepala Daerah

(3) Untuk memenuhi persyaratan izin pembuangan air fimbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), bagi usaha dan/atau kegiatan dalam penyelesaian
pembuatan [PAL sebagai berikut:
a. Usaha dan/atau kegiatan berskala kecil selambat-lambatnya 24 bulan
b. Usaha danfatau kegiatan berskala menengah selambat-lambatnya 12 bulan
¢. Usaha dan/atau kegiatan berskala besar selambat-fambatnya 6 bulan

BAB XII




KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

(1) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud Pasal 12
ayat (1) wajib ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak di
undangkannya Peraturan Daerah ini.

© (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran dimaksud dalam ayat (1) belum

dapat ditentukan, maka baku mutu air limbah vang telah ada berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat digunakan.

Pasal 38

Setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan perpanjangan izin atau izin
pembuangan limbah cair ke air dan sumber air maupun aplikasi tanah. wajib
mengikuti baku mutu air sejak ditetapkannya daya tampung beban pencemaran.

BADB XIIT
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepantang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota,
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang Mmengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah “ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di

Padang

pada tanggal @ 12 Juni 2006

WALIKOTA PADANG
Dto

FAUZIBAHAR

Diundangkan di Padang pada tanggal 16 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Dto

H. FIRDAUS K, SE
Pembina Tk. [, Nip. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2006 NOMOR 03




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
...PENCEMARAN AIR

UMUM

Air merupakan salah satu sumber daya alam vang memiliki fungsi sangan penting
bagi kelangsungan hidup manusia dan  makhluk hidup lainnya.  Untuk
melestarikan fungsi air perlu pemanfaatan ajr secara bijaksana dengan
memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta perlu
dilakukan pengelolaan air dengan memperhatikan keseimbangan ekologis.

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara
terpadu dengan pendekatan ekosistems yvang dilakukan pada tahap pevencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dengan demikian kerusakan ekosistem
dapat diminimalisasi sehingga fungsi dan Kkualitas air dari hulu sampai ke hilir
sesvai dengan peruntukkan vang diinginkan.

Disamping dampak sosial budaya. dampak negatif pencemaran air juga
mempunyai nilai (biaya} ekonomis. Upaya pemulihan kondisi air yang tercemar
bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin akan lebih besar bila
dibandingkan dengan kemampuan Nnansial dari kegiatan yang menyebabkan
pencemaran tersebui.

Biaya yang besar juga akan dibutehkan untuk menangani akibat dari pencemaran
air jika kondisi air yang tercemar tersebut hanva dibjarkan (tanpa pemulihan).

Berdasarkan amanat pasal 5 ayat (3) dan pasal 18 avat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air, pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air vang berada di wilavah kabupaten/kota sudah merupakan
kewenangan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk menindaklanjuti pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
yang berada di wilayah Kota Padang dalam bentuk pengaturan Peraturan Daeral
Kota Padang dengan maksud dan tujuan agar pengelolaan air dilakukan secara
terpadu dengan pendekatan ekosistem vang dilakukan pada tabhap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sehingga upaya pemantaatan fungsi dari
hulu sampai ke hilirnya dapat terwujud dan sesuai peruntukan pemanfaatan air.
Tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kota Padang
adalah tersedianya air dalam jumlah vang cukup dalam jumlah (kvantitas).
tercapainya kualitas air sesual dengan peruntukannya, terjaminnya kepeatingan
generasi saat ini dan yang akan datang serta tercapainya pemanfaatan/penggunaan




air secara bijaksana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal

Pasal

l

Cukup jelas

2 .

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan secara
terpadu dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan. pengawasan dan evaluasi sehingga terwujud
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencematan air dari hulu sampai
ke hilirnya. Hal ini akan membuat hubungan timbal balik antara makhiuk
hidup dengan lingkungan (ekosistem) terpelihara dengan baik sehingga
kualitas dan kuantitas air terjaga sesuai dengan fungsi dan peruntukan
pemanfaatannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat |

Mengingat sifat air yang dinamis dan pada wmumnya berada dan/atau

mengalir melintasi batas wilayah adritinistrasi pemerintahan, pengelolaan

kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada
di Kota Padang sesuai dengan kewenangan yang ada sedangkan air yang

melintas antara kabupaten/kota dilaksanakan dengan koordinasi terpadu.

Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan

sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagunaan air

diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasarau.

sehingpa dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas air.

Ayat 2

Sifat pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
yang selama ini otoritasnya berada di tangan pemerintah. pada saat ini
dapat diberikan kepada pihak ketiga yang maksudnya suatu badan usaha
yang melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran
air yang mempunyai akreditasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Cukup Jelas




Pasal 6
Ayat |
Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk
pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana
pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku
mutu air dan mutu air sasaran, schingga dapat diketahut arah program
- -pengelolaan kualitas air.

Ayat 2
Alir pada lingkungah masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi
dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya. Misalnya air untuk
keperluan ritual dan kultural,

Ayat 3
Pendayagunaan air adalah pemantaatan air yang digunakan sekarang
ini fexisting uses) dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan
di masa mendatang (firire uses).

Pasal 7

Ayat 1
Pembagian kelas air ini didasarkan pada peringkat (gradasi)
peningkatan baiknya mutu air pada lingkungah masyarakat setempat
dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya.
Misalnya air untuk keperfuan ritual dan kultural.

Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air vang digunakan sekarang ini
{existing uses) dan potensi air sebagai cadangan untuk pemantaatan di
masa mendatang (future uses).

Pembagian kelas air ini didasarkan pada peringkat (gradasi) peningkatan
baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air
Kkelas satu merupakan tingkatan vang terbaik. Secara relatif, tingkatan
mutu air kelas satu lebih baik dari kelas dua dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas air disusun berdasarkan kemungkinan
kegunaannya bagi suatu peruntukan air (designated beneficial water uses).

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak
sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara
difiltrasi. desinfeksi dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria
mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku
mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutv air vang dinilai masih




layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Peruntukkan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses
industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan
kepunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana
kriteria mutu air dari kelas air dimaksud. '

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasall0
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Pejabat Pengawas
Lingkangan Hidup, Lurah, Camat dan Polisi.

huruf f
Dalam hukum lingkungan hidup dikenal suatu lembaga penyedia jasa
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, keberadaan
lembaga ini dapat dibentuk masyarakat maupun dibentuk pemerintah




daerah, dengan ketentuan memenuhi persyaratan aturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pembentukan kelembagaan ini dengan Keputusan Walikota. Tugas dan
fungsinya dalam bentuk mediasi para pihak yang bersengketa serta bentuk
kompensasi yang diberikan.

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran disamping
kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan terlebih dahulu, baru
berkewajiban memberikan kompensasi akibat kerusakan yang diakibatkari
pelanggaran yang dilakukan.

Kasus vang diselesaikan kelembagaan ini umumnya dalam bentuk
kompensasi ganti rugi atau pengadaan sarana dan prasarana. sedangkan
kasus pelanggaran keperdataan dan pidana penyelesaiannya tetap melalui
peradilan.

Pasal 19
Ayat (1) .
Air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu dapat
dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanaman tertentu dengan
cara aplikasi air limbah pada tanah (Land Application). namun
dapat beresiko terjadinya pencemaran terhadap tanah, air tanah,
dan atau air.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (2) hurufb
Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa pengenaan biava
pembuangan air limbah lebih murah dart tarif baku, mengurangi
frekuensi swapantau dan pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya
pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku, menambah
frekuensi swapantau dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat
kinerja penaatannya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas




Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Ayat (1)
" Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas




